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KATA PENGANTAR 

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 

maka Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 telah selesai disusun. 

Rencana Kerja ini disusun untuk mengikuti tata tertib Administrasinya.  

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

program dan kegiatan dalam 3 (tiga) urusan, yaitu urusan pilihan 

Perindustrian, Urusan Pilihan Perdagangan dan Urusan Wajib Koperasi  

agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah cepat 

dan dinamis seperti halnya dengan kondisi saat ini, maka Dinas 

Perindustrian, Perdagangan,  Koperasi dan UKM sebagai Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) di bawah Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Timur terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. 

Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan 

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja 

yang berorientasi kepada pencapaian hasil. 

 Oleh karena itu, Dinas Perindagkop & UKM telah berupaya untuk 

merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, yang 

akan dicapai dan yang menjadi kendala/permasalahan dalam suatu 

organisasi,  dengan kata lain  Rencana Kerja Dinas Perindagkop & UKM 

Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 ini disusun  sebagai 

pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta  

pencapaiannya dan lebih difokuskan pada peranan yang dapat diberikan 

dalam rangka mensinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah maupun 

Pemerintah Pusat  Tahun 2025. 

Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-
pihak terkait yang telah membantu tersusunnya Rencana Kerja Tahun 

2025 ini. Dalam proses penyusunan ini selalu mengupayakan yang 

terbaik, kami terus mengharapkan saran-saran untuk perbaikan ke 

depannya dan kami mohon maaf atas hal-hal yang luput dari perhatian 

kami. 

 

Kepala Dinas, 

 

 

Heni Purwaningsih, S. Si, M. Si 

NIP. 19730314 199803 2 009 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah 

Tahun 2025. 

Tahun 2025 merupakan tahun kedua dalam periode 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 

sehingga Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2025 disusun harus berpedoman pada Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Sesuai dengan 

amanat tersebut dan guna lebih meningkatkan keterpaduan 

dan keselarasan antar program-program di lingkungan Provinsi 

Kalimantan Timur, Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam 

penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana 

Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisi program dan 

kegiatan disertai dengan pendanaan indikatif, untuk mencapai 

sasaran yang telah ditentukan dengan tema, prioritas dan 

sasaran pembangunan daerah tahun 2025. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja 

Tahunan ini, antara lain : 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian; 

. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah; 

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah; 

. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Perindustrian; 

. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan; 

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

8 

9 

1 

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2 007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

0. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 

008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 2 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang 

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan 

Industri; 
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1 

1 

1 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang 

Kawasan Industri; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah; 

4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 

1 5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025; 

6. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2012 tentang Pemberdayaan 

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 

1 

1 7. Peraturan Presiden R.I Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden RI No. 80 

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Terakhir Perubahan dengan 

peraturan Presiden R.I Nomor 95 Tahun 2007; 

1 8. Peraturan Presiden RI Nomor 28 tahun 2008 tentang 

Kebijakan Industri Nasional, sebagai pedoman dalam 

pengembangan industri nasional dan sebagai dasar 

pemberian fasilitas pemerintah; 

1 

2 

2 

9. Peraturan Presiden RI No. 28 tahun 2008 tentang 

Kebijakan Industri Nasional; 

0. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
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2 

2 

2 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

3. Peraturan Menteri Perindustrian 

No.13/MIND/PER/1/2010 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Perindustrian No.111/MIND/PER/ 

10/2009 Tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan 

Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 

Penganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 

2 010 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

2 

2 

5. Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur. 

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019- 

2 025 (Lembaran 4 Pasal 1 Butir 10 ); 

7. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 45 Tahun 

008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata 

Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur; kemudian 

2 

2 
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Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 

tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, fungsi 

dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah. 

2 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 tahun 

2020 tentang Pembentukan dan susunan organisasi Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi 

Kalimantan Timur. 

2 9. Surat Edaran Gubernur Nomor: 000.7.2.4/6353/Bapp-II 

tanggal 13 April 2023 tentang Penyempurnaan Rancangan 

Awal Rencana Kerja (Renja) Menjadi Rancangan Rencana 

Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2025. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan rencana kerja tahun 2025 dimaksudkan 

untuk merumuskan program dan kegiatan tahunan 

didasarkan pada rencana yang telah disusun, capaian 

pelaksanaan dan perubahan lingkungan strategis, terutama 

dalam pencapaian visi pembangunan jangka menengah 

Provinsi Kalimantan Timur di sektor Industri, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana 

Kerja ini sebagai berikut : 

a) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian 

pembangunan bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM Provinsi Kalimantan Timur. 

b) Mensinergikan rencana pembangunan bidang industri, 

perdagangan, koperasi dan UKM pada level nasional, 

provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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c) Merumuskan rencana program/kegiatan tahun 2025 

beserta pendanaannya dalam upaya pencapaian target 

pembangunan yang telah ditetapkan. 

d) Sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), 

Penetapan Kinerja (PK), Rencana Kegiatan Anggaran SKPD 

(RKA SKPD) maupun Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

SKPD (DPA SKPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Provinsi Kaltim. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, 

Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur 

terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: 

Bab I : Pendahuluan 

1 

1 

1 

1 

.1. Latar Belakang 

.2. Landasan Hukum 

.3. Maksud dan Tujuan 

.4. Sistematika Penulisan 

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023 

2.1. Evaluasi Triwulan Pelaksanaan Renja SKPD 

Tahun 2023 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

2 .3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan 

Fungsi SKPD 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan 

Masyarakat 
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Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kebijakan 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 

3.3. Program dan Kegiatan 

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Bab V : Penutup 

5 .1. Kaidah Pelaksanaan Rencana Kerja 

.2. Rencana Tindak lanjut 5 
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BAB II 

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD 

TAHUN 2023 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 

dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sangat berpengaruh 

terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk 

memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam 

pencaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam 

penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap 

pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan 

dengan pencapaian Renstra Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. 

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja 

tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk 

mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program 

dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta 

hambatan/permasalahan yang dihadapi. 

Untuk penyusunan Renja Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil 

capaian tahun 2023 dan disajikan perkiraan pencapaian 

target Renstra sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 

2023 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil 

dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan 

sebanyak 18 (Delapan Belas) program dengan rencana 

anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Murni 



  
 
 
  

- 2 - 

sejumlah Rp. 94.625.377.240 (Sembilan Puluh Empat Milyar 

Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Tigas Ratus Tujuh Puluh 

Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah), pada anggaran 

Perubahan sebesar Rp 100.474.952.187,- (Seratus Milyar 

Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima 

Puluh Dua Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). 

Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat 

diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sampai 

dengan 31 Desember 2023 Rp. 91.387.079.849 (Sembilan 

Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh 

Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan 

Rupiah ) atau sebesar 90,96 %. 

2 .1.1.Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2023 yang tidak 

memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang 

direncanakan. 

1 

2 

3 

) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha 

Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan 

Indikator Persentase tercapainya target UKM naik 

kelas dengan target 3% tercapai sebesar 2,5% 

) Program Pengembangan UMKM 

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan 

Indikator Persentase pertumbuhan UKM yang 

menggunakan platform pasar berbasis digital dengan 

target 10% tercapai sebesar 3% 

) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan 

Indikator Persentase tercapainya target Koperasi sehat 

dengan target 10% tercapai sebesar 9,3% 
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4 

5 

6 

7 

) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 

Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan 

dengan Indikator Jumlah Eksportir yang aktif 

menggunakan SKA dengan target 260 Eksportir 

tercapai sebesar 228 Eksportir 

) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok 

Dan Barang Penting 

Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan 

dengan Indikator Persentase stabilitas harga 

bapokting dengan target 80% tercapai sebesar 71,79% 

) Program Pengembangan Ekspor 

Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan 

dengan Indikator Persentase pertumbuhan nilai 

ekspor non migas dan non Batubara dengan target 5% 

tercapai sebesar -25,09% 

) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

Mendukung tugas dan fungsi secretariat dengan 

Indikator Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan 

Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM dengan target 90% tercapai sebesar 89,21% 

) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

8 

Mendukung tugas dan fungsi UPTD BPSMB dengan 

Indikator Skor kepuasan masyarakat terhadap urusan 

Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan 

UKM dengan target 90% tercapai sebesar 87,18% 

) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

9 
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Mendukung tugas dan fungsi UPTD Pelatihan 

Koperasi dengan Indikator Skor kepuasan masyarakat 

terhadap urusan Bidang Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM dengan target 

sebesar 80%. 

90% tercapai 

1 0) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 

Mendukung tugas dan fungsi UPTD Pelatihan 

Koperasi dengan Indikator Jumlah Koperasi dan UKM 

yang Terlatih (DAK) dengan target 300 Koperasi dan 

UKM tercapai sebesar 240 Koperasi dan UKM. 

2 .1.2.Realisasi Program dan Kegiatan tahun 2023 yang telah 

memenuhi target kinerja keluaran dan hasil yang 

direncanakan. 

1 ) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan 

Indikator Jumlah Koperasi dan UKM yang Terlatih 

(DAK) dengan target 300 Koperasi dan UKM tercapai 

sebesar 240 Koperasi dan UKM. 

2 ) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 

Mendukung tugas dan fungsi bidang koperasi dengan 

Indikator Jumlah Koperasi berkualitas dengan target 

10 koperasi tercapai sebesar 10 koperasi 

3 ) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam 

Negeri 

Mendukung tugas dan fungsi bidang perdagangan 

dengan Indikator Peningkatan Jumlah Produk Dalam 

Negeri Yang difasilitasi pemasaran dengn target 5 

produk tercapai sebesar 5 produk 
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4 ) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

Mendukung tugas dan fungsi bidang Perlindungan 

Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar dengan 

Indikator Persentase peningkatan pengawasan barang 

beredar dan/atau jasa SNI wajib yang diawasi dengan 

target 15% tercapai sebesar 15% 

5 ) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 

Mendukung tugas dan fungsi UPTD BPSMB dengan 

Indikator Persentase capaian target sertifikat mutu 

barang dengan target 100% tercapai sebesar 100% 

2.1.3.Realisasi Program dan Kegiatan yang tahun 2023 yang melebihi 

target kinerja keluaran dan yang direncanakan. 

1 

2 

3 

) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 

Mendukung tugas dan fungsi bidang Industri dengan 

Indikator Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan 

Non Batubara di kawasan peruntukan industry 

dengan target 3 industri tercapai sebesar 4 industri 

) Program Pengendalian Izin Usaha Industri 

Mendukung tugas dan fungsi bidang Industri dengan 

Indikator Persentase pengendalian izin usaha sektor 

industri terhadap jumlah industri yang terdata dengan 

target 5% tercapai sebesar 8,24% 

) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri 

Nasional 

Mendukung tugas dan fungsi bidang Industri dengan 

Indikator Jumlah industri daerah yang dapat dipantau 

perkembangannya dengan target 10 industri tercapai 

sebesar 15 industri 
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2 .1.4.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program dan kegiatan tahun 2023 

Faktor penyebab tidak tercapai target sampai dengan 

akhir Tahun 2023 karena adanya sisa lelang pengadaan 

dan efisiensi anggaran dari beberapa rekening belanja 

sehingga menyebabkan pencapaian target kinerja 

kurang maksimal. Selain itu juga, adanya factor 

eksternal yang cukup berpengaruh terhadap kinerja 

dinas. Beberapa program yang melebihi target 

menunjukkan kinerja yang cukup baik, selain itu juga 

adanya dukungan factor eksternal. 

2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program 

Renstra Perangkat Daerah. 

2 .1.6.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran 

yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor 

penyebab tersebut. 

Kebijakan maupun tindakan perencanaan dan 

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tersebut adalah fokus pada target 

capaian kinerja yang telah dibuat dan jadwal yang telah 

ditentukan serta mencari terobosan dana tidak hanya 

mengandalkan APBD saja. Secara rutin dilakukan 

evaluasi internal maupun oleh pemerinta daerah, 

sehingga potensi ketidakberhasilan mencapai target 

dapat diminimalisir. 
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d 

2023 Provinsi Kalimantan Timur 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

Kegiatan 
2 026 

Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 
periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Dinas Perindustrian, 
3 

3 

.31.3.30.2.17.01.0000 Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Kecil Menengah 

Dinas Perindustrian, 
.31.3.30.2.17.01.0000 Perdagangan, Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah 

SEKRETARIAT 

Skor kepuasan masyarakat 
terhadap urusan Bidang 
Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

2 .17.001 90 88 90 89,21 99,12222222 0 177,21 1,969 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

2 .17.001.1.01 Nilai Akuntabilitasi Kinerja PD 73 73 73 

6 

76,1 104,2465753 - 149,1 2,042465753 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

2 

2 

.17.001.1.01.001 

.17.001.1.01.006 

6 

4 

6 

4 

6 

4 

100 

100 

- 

- 

12 2 

2 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

4 8 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

94,35 

9 (11) = (10/4) 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

persentase Laporan yang 
disusun sesuai Ketentuan 

2 .17.001.1.02 100 89 100 94,35 - 183,35 1,8335 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji dan Tunjangan ASN 

2 

2 

.17.001.1.02.001 

.17.001.1.02.002 

80 

25 

- 

- 

80 

25 

65 

25 

81,25 

100 

- 65 

37 

0,8125 

1,48 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

2 .17.001.1.02.005 2 - 2 2 - 2 

6 

1 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaandan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

2 

2 

.17.001.1.02.006 

.17.001.1.02.007 

3 3 3 3 100 

100 

- 

- 

2 

2 

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

14 14 14 14 28 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah PNS Yang Mengikuti 
Pelatihan/Bimtek 

2 .17.001.1.05 60 31 60 

3 

60 - 91 1,516666667 

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan 

2 

2 

.17.001.1.05.002 

.17.001.1.05.009 

3 - 3 100 1 4 1,333333333 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

30 

12 

- 30 

12 

30 

12 

100 

100 

10 

- 

40 1,333333333 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Bulan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

2 .17.001.1.06 12 24 2 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

2 .17.001.1.06.002 4 28 4 4 70 102 25,5 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

2 

2 

.17.001.1.06.004 

.17.001.1.06.005 

9 

5 

- 9 

5 

9 

5 

100 

100 

12 

12 

21 2,333333333 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

30 47 9,4 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 
Undangan yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

2 .17.001.1.06.006 4 860 4 4 100 12 876 219 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

1,6 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Disperindagkop 

2 .17.001.1.07 25 15 25 25 - 40 

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

2 .17.001.1.07.002 1 - 1 1 100 - 1 

9 

1 

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan 

2 

2 

.17.001.1.07.005 

.17.001.1.07.006 

Pengadaan Mebel 7 1 

- 

7 7 100 

100 

1 

6 

1,285714286 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

34 34 34 40 1,176470588 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

2 .17.001.1.07.009 2 1 2 2 100 - 3 1,5 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

(11) = (10/4) 

2 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 

jumlah bulan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Disperindagkop 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

2 .17.001.1.08 12 12 12 

12 

12 - 24 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

2 

2 

.17.001.1.08.001 

.17.001.1.08.002 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 

36 

- 

- 

12 

36 

100 

100 

50 

12 

62 5,166666667 

48 1,333333333 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

36 

12 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

2 .17.001.1.08.004 12 - 12 100 12 24 2 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

jumlah bulan Pemeliharaan 
Barang Milik daerah Penunjang 
Urusan Disperindagkop 

2 .17.001.1.09 12 12 12 

25 

12 - 24 2 

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 

2 

2 

.17.001.1.09.001 

.17.001.1.09.010 

25 

20 

35 25 

20 

100 

100 

1 61 2,44 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

- 20 - #VALUE! #VALUE! 

Dipelihara/Direhabilitasi 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

93 

9 

- 

(11) = (10/4) 

PROGRAM PENGAWASAN DAN 
PEMERIKSAAN KOPERASI 

Persentase tercapainya target 
Koperasi sehat 

2 .17.003 10 13 10 9,3 22,3 2,23 

Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

jumlah Koperasi yang dilakukan 
pengawasan 

2 .17.003.1.01 30 

20 

100 30 28 

20 

93,33333333 - 128 4,266666667 

Peningkatan Kepatuhan Koperasi Jumlah Koperasi Yang 
terhadap Peraturan Perundang- 
Undangan dan Terbentuknya 
Koperasi yang Kuat, Sehat, 
Mandiri, Tangguh, serta 
Akuntabel 

Memenuhi Peraturan 
Perundang-Undangan dan 
Tersedianya Koperasi yang Kuat, 
Sehat, Mandiri, Tangguh, serta 
Akuntabel 

2 .17.003.1.01.002 - 20 100 25 45 2,25 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 

- 

(11) = (10/4) 

PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PERKOPERASIAN 

jumlah Koperasi dan UKM yang 
Terlatih (DAK) 

2 .17.005 520 700 520 

500 

300 

520 1220 2,346153846 

Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian bagi Koperasi 
yang Wilayah Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

jumlah peserta Pelatihan 
Koperasi dan UKM (DAK) 

2 .17.005.1.01 500 

300 

285 

770 

500 

285 

100 - 

- 

785 1,57 

Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian 
serta Kapasitas dan Kompetensi 
SDM Koperasi 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian 
(DAK) 

2 .17.005.1.01.001 95 1055 3,516666667 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 

9 

6 7 8 = 7/6 

100 

9 

- 

(11) = (10/4) 

1,9 
PROGRAM PEMBERDAYAAN 
DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 

2 .17.006 Jumlah Koperasi berkualitas 10 10 10 19 

Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi yang 
Keanggotaannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

jumlah Koperasi yang Melakukan 
RAT 

2 .17.006.1.01 25 13 25 23 92 - 36 1,44 

JJumlah Unit Usaha yang 
Produktif, Bernilai Tambah, 
Memiliki Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

Peningkatan Produktivitas, Nilai 
Tambah, Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

2 .17.006.1.01.002 150 - 150 130 86,66666667 26 156 1,04 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 

3 

5 

5 

6 7 

1 

8 = 7/6 9 

- 

(11) = (10/4) 

PROGRAM PEMBERDAYAAN 
USAHA MENENGAH, USAHA 
KECIL, DAN USAHA MIKRO 
(UMKM) 

Persentase tercapainya target 
UKM naik kelas 

2 .17.007 3 33,33333333 6 2 

Pemberdayaan Usaha Kecil yang 
dilakukan Melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan 
Perijinan, Penguatan 2 .17.007.1.01 Jumlah Wira Usaha Pemula 500 242 500 500 100 - 742 1,484 
Kelembagaan dan Koordinasi 
Dengan Para Pemangku 
Kepentingan 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Menumbuhkembangkan UMKM 
untuk menjadi Usaha yang 
Tangguh dan Mandiri sehingga 
dapat Meningkatkan Penciptaan 
Lapangan Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Pengentasan 
Kemiskinan 

Jumlah Unit Usaha UMKM yang 
Tangguh dan Mandiri Sehingga 
dapat Meningkatkan Penciptaan 
Lapangan Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, Pertumbuhan 
Ekonomi, dan Pengentasan 
Kemiskinan 

2 .17.007.1.01.001 200 - 200 200 100 115 315 1,575 

Persentase pertumbuhan UKM 
yang menggunakan platform 
pasar berbasis digital 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
UMKM 

2 .17.008 10 36 10 3 30 - 39 3,9 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Pengembangan Usaha Kecil 
dengan Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha 
Menengah 

2 .17.008.1.01 Jumlah wira usaha mandiri 16 191 16 

50 

16 - 207 12,9375 

Jumlah Unit Usaha UMKM yang 
Mendapatkan Fasilitas Produksi 
dan Pengolahan, Pemasaran, 
Sumber Daya Manusia, Serta 
Desain dan Teknologi 

Produksi dan Pengolahan, 
Pemasaran, Sumber Daya 
Manusia, serta Desain dan 
Teknologi 

2 .17.008.1.01.001 50 - 50 100 40 90 1,8 

Indeks Keberdayaan Konsumen 

Legalitas Perijinan Perusahan 

60 

10 

55 

- 

60 

10 

0 

0 

0 

0 

- 

- 

55 0,916666667 

PROGRAM PERIZINAN DAN 
PENDAFTARAN PERUSAHAAN 

3 .30.002 

0 0 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 

- 

(11) = (10/4) 

Jumlah Eksportir yang aktif 
menggunakan SKA 

2 60 60 260 228 87,69230769 288 1,107692308 

Penerbitan Surat Keterangan 
Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi 
yang Telah Ditetapkan Sebagai 
Instansi Penerbit SKA dan Angka 
Pengenal Importir (API) 

3 .30.002.1.04 jumlah SKA yang diterbitkan 4000 

3500 

3814 4000 3740 

3740 

93,5 3600 11154 2,7885 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Layanan Penerbitan SKA 

Jumlah Dokumen Penerbitan 
Surat Keterangan Asal 

3 .30.002.1.04.001 - 3500 106,8571429 - 3740 1,068571429 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 

- 

(11) = (10/4) 

PROGRAM STABILISASI HARGA 
BARANG KEBUTUHAN POKOK 
DAN BARANG PENTING 

Persentase stabilitas harga 
bapokting 

3 .30.004 80 71 80 71,79 89,7375 142,79 1,784875 

Menjamin Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat Daerah 
Provinsi 

3 .30.004.1.01 Laporan Ketersediaan Bapokting 12 12 12 12 100 

100 

- 24 2 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan 
Pokok di Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di Tingkat 

3 .30.004.1.01.001 6 6 6 2400 2406 401 

Distributor dan Sub Distributor 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Pengendalian Harga, Informasi 
Ketersediaan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang Lintas 

Jumlah Komoditi Bapokting yang 
Dipantau 

3 .30.004.1.02 21 21 21 21 100 - 42 2 

Kabupaten/Kota yang 
Terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Perdagangan 

Jumlah Laporan Pemantauan 
Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang Lintas 
Kabupaten/Kota 

Pemantauan Harga dan Stok 
Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang Lintas 
Kabupaten/Kota 

3 .30.004.1.02.001 12 - 12 12 100 12 24 2 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

160 

9 (11) = (10/4) 

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Operasi Pasar dalam Rangka 
Stabilisasi Harga Pangan Pokok 
yang Dampaknya Beberapa 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Operasi Pasar dalam rangka 
Stabilisasi Harga Pangan Pokok 
yang Dampaknya Beberapa 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

3 .30.004.1.02.002 10 - 10 16 14 30 3 

Persentase pertumbuhan nilai 
ekspor non migas dan non 
batubara 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

3 .30.005 5 16 5 -25,09 -501,8 - -9,09 -1,818 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Penyelenggaraan Promosi 
Dagang melalui Pameran Dagang 
dan Misi Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan yang terdapat 
pada lebih dari 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota dalam Provinsi 

Jumlah Calon Eksportir dan 
Eksportir yang Mendapatkan 
Akses Pasar Ekspor (orang) 

3 .30.005.1.01 2 2 2 3 150 - 5 2,5 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
Difasilitasi dalam Misi Dagang 
Produk Ekspor Unggulan 

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 
Unggulan 

3 

3 

.30.005.1.01.003 

.30.005.1.01.005 

2 2 

- 

2 4 200 

110 

5 

- 

11 

55 

5,5 

1,1 
Jumlah Pelaku Usaha Ekspor 
yang Dibina 

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 50 50 55 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 

- 

(11) = (10/4) 

2 

Persentase peningkatan 
pengawasan barang beredar 
dan/atau jasa SNI wajib yang 
diawasi 

PROGRAM STANDARDISASI 
DAN PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

3 .30.006 15 15 15 15 30 

Pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 

konsumen yang telah diberikan 
edukasi 

3 .30.006.1.01 1000 1142 1000 1000 100 - 2142 2,142 

Pemberdayaan Konsumen dan 
Kelembagaan Perlindungan 
Konsumen 

Jumah Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK) yang 
Aktif 

3 

3 

.30.006.1.01.001 

.30.006.1.01.003 

3 - 3 3 

5 

100 

25 

- 

- 

3 1 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penanganan dan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen 

Jumlah Pengaduan Konsumen 
yang Ditangani 

20 6 20 11 0,55 



  
  

- 36 - 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Pelaksanaan Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa di Seluruh 
Daerah Kabupaten/Kota 

jumlah barang dan jasa yang 
sesuai Ketentuan 

3 .30.006.1.03 27 24 27 

3 

27 - 51 1,888888889 

Peningkatan Kapasitas dan 
Pelaksanaan Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa sesuai 
Parameter Ketentuan 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Barang Beredar dan 
Jasa serta Kegiatan Perdagangan 
yang Diawasi 

3 .30.006.1.03.001 3 - 3 100 

100 

- 3 

5 

1 

1 

Perlindungan Konsumen 

PROGRAM PENGGUNAAN DAN 
PEMASARAN PRODUK DALAM 
NEGERI 

Peningkatan Jumlah Produk 
Dalam Negeri Yang difasilitasi 
pemasaran 

3 .30.007 5 - 5 5 - 

Pelaksanaan Pemasaran 
Penggunaan Produk Dalam 
Negeri 

Jumlah Pelaku Usaha yang 
difasilitasi Pemasaran 

3 .30.007.1.02 10 - 10 5 50 - 5 0,5 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Jumlah UMKM yang Melakukan 
Pemasaran Produk Dalam Negeri 

Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Terutama Produk yang 
3 .30.007.1.02.001 Produk Dalam Negeri di Tingkat 

Provinsi 
Dihasilkan oleh UMKM melalui 14 - 14 15 107,1428571 10 25 1,785714286 
Kemitraan dengan Retail, 
Marketplace, Perhotelan dan 
Jasa Akomodasi 

Jumlah Industri Pengolahan 
Non Migas dan Non Batubara di 
kawasan peruntukan industri 

PROGRAM PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI 

3 .31.002 3 2 3 4 133,3333333 5,2 11,2 3,733333333 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra (%) 

(11) = (10/4) 

3 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 

Penyusunan, Penerapan dan 
Evaluasi Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi 

Jumlah pelaksanaan rencana 
pembangunan industri provinsi 

3 .31.002.1.01 5 5 5 

3 

5 5 15 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi dan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan, Pengembangan, 
Penyebaran dan Perwilayahan 
Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan Pengembangan, 
Penyebaran dan Perwilayahan 
Industri 

3 

3 

.31.002.1.01.002 

.31.002.1.01.003 

3 

1 

- 

- 

3 

1 

100 

100 

1 

1 

4 

2 

1,333333333 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sumber Daya Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sumber Daya Industri 

1 2 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Industri dan Peran Serta 
Masyarakat 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Industri dan Peran Serta 
Masyarakat 

3 

3 

.31.002.1.01.005 5 - 5 

1 

5 7 12 2,4 

Jumlah Dokumen Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Industri 

Evaluasi terhadap Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri 

.31.002.1.01.006 1 1 1 100 1 3 3 

Persentase pengendalian izin 
usaha sektor industri terhadap 
jumlah industri yang terdata 

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI 

3 .31.003 5 5 5 8,24 164,8 5 18,24 3,648 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Penerbitan Izin Usaha Industri 
(IUI), Izin Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), Izin Usaha 
Kawasan Industri (IUKI) dan Izin 
Perluasan Kawasan Industri 
(IPKI) Kewenangan Provinsi 

Jumlah industri yang dilakukan 
pemantauan dan pengawasan 
dalam penerbitan perizinan 

3 .31.003.1.01 22 17 22 28 127,2727273 25 70 3,181818182 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Verifikasi Teknis Pemenuhan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 

perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kesesuaian Persyaratan Teknis 
Kewenangan provinsi dalam 
Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang 
Terintegrasi dengan Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik 

Perizinan Berusaha Sektor 
Industri dan/atau dalam Rangka 
Perluasan Usaha untuk Bidang 
Usaha dengan Risiko Usaha 
Menengah- Tinggi dan Tinggi, 
melalui SIINas yang Terintegrasi 
dengan Sistem OSS 

3 .31.003.1.01.001 7 - 7 14 200 3 17 2,428571429 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi danSinkronisasi 
Pengawasan Perizinan Di 
BidangIndustri dalam Lingkup 
perizinan Usaha 
Industri,Perizinan Perluasan 
Usaha Industri, 
PerizinanKawasan Industri dan 
Perizinan PerluasanKawasan 
Industri Kewenangan Provinsi 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Perizinan di Bidang 
Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, 
IUKI dan IPKI Kewenangan 
Provinsi 

3 .31.003.1.01.002 10 - 10 14 140 2 16 1,6 

PROGRAM PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI INDUSTRI 
NASIONAL 

Jumlah industri daerah yang 
dapat dipantau 
perkembangannya 

3 .31.004 10 12 10 15 150 - 27 2,7 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Penyediaan Informasi Industri 
untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenangan Provinsi Berbasis 
Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINAS) 

jumlah industri yang memiliki 
IUI, IPUI,IUKI dan IPKI 
kewenangan provinsi 

3 .31.004.1.01 10 5 10 8 80 3 16 1,6 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri serta Data Lain 
Lingkup Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional 
(SIINas) 

Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data 
Industri, Data Kawasan Industri 
serta Data Lain Lingkup Provinsi 
melalui Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

3 .31.004.1.01.001 4 - 4 4 100 1 5 1,25 

Jumlah Dokumen Hasil 
Diseminasi dan Publikasi Data 
Informasi dan Analisis Industri 
Provinsi melalui SIINas 

Diseminasi dan Publikasi Data 
Informasi dan Analisis Industri 
Provinsi melalui SIINas 

3 .31.004.1.01.002 1 - 1 1 100 1 2 2 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 9 (11) = (10/4) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemantauan dan Evaluasi 
Kepatuhan Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi dalam 
Penyampaian Data ke SIINas 

Pemantauan dan Evaluasi 
Kepatuhan Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi dalam 
Penyampaian Data ke SIINas 

3 .31.004.1.01.003 5 - 5 5 100 2 7 1,4 

UPTD Balai Pengujian dan 
Sertifikasi Mutu Barang 

3 .31.3.30.2.17.01.0002 

Skor kepuasan masyarakat 
terhadap urusan Bidang 
Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

3 .30.001 90 96 90 87,18 96,86666667 - 183,18 2,035333333 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

2 
Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

persentase laporan yang disusun 
sesuai ketentuan 

3 .30.001.1.02 100 100 100 100 - 200 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

3 

3 

.30.001.1.02.002 26 

10 

- 

- 

26 

10 

26 

40 

100 

400 

13 

- 

39 

40 

1,5 

4 
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah PNS yang Mengikuti 
Pelatihan/Bimtek 

3 .30.001.1.05 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

.30.001.1.05.009 10 

12 

10 

- 

12 

- 

10 

12 

10 

40 

12 

10 

400 

100 

100 

20 

- 

60 

24 

20 

6 

2 

2 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Bulan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

3 .30.001.1.06 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

3 .30.001.1.06.001 10 



  
  

- 47 - 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 

7 

5 

- 

6 

7 

7 

7 

8 = 7/6 

100 

9 

4 

(11) = (10/4) 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

3 

3 

3 

.30.001.1.06.002 

.30.001.1.06.004 

.30.001.1.06.005 

11 1,571428571 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

24 

11 

- 24 

11 

24 

11 

100 24 

11 

48 

22 

2 

2 
Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

- 100 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 
Undangan yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

3 .30.001.1.06.006 12 - 12 12 100 12 24 

23 

2 

1 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Disperindagkop 

3 .30.001.1.07 23 

23 

12 

- 

- 

23 

23 

12 

23 

23 

12 

100 

100 

100 

- 

10 

- 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

3 .30.001.1.07.006 33 1,434782609 

jumlah bulan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Disperindagkop 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

3 .30.001.1.08 12 24 2 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

2 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

3 

3 

.30.001.1.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 - 12 12 12 24 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

.30.001.1.08.002 

.30.001.1.08.004 

15 

12 

12 

4 

- 

- 

15 

12 

12 

4 

15 

12 

12 

4 

100 

100 

100 

100 

14 

12 

- 

14 0,933333333 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

3 12 

24 

12 

1 

2 

3 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

jumlah bulan Pemeliharaan 
Barang Milik daerah Penunjang 
Urusan Disperindagkop 

3 .30.001.1.09 12 

4 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

3 .30.001.1.09.002 4 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

3 

3 

.30.001.1.09.006 51 25 51 51 50 126 2,470588235 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

.30.001.1.09.010 4 - 4 4 100 

100 

100 

4 

- 

8 

200 

200 

2 

2 

2 

Dipelihara/Direhabilitasi 

PROGRAM STANDARDISASI 
DAN PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

Persentase capaian target 
sertifikat mutu barang 

3 .30.006 100 

100 

100 

100 

100 100 

100 
Pelaksanaan Pengujian dan 
Sertifikasi Mutu Produk di 
Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 

persentase pelaksanaan 
pengujian dan sertifikasi mutu 
produk 

3 .30.006.1.02 100 - 

Jumlah Komoditi Potensial yang 
Dipantau 

3 

3 

.30.006.1.02.001 

.30.006.1.02.002 

Verifikasi Mutu Produk 3 - 

- 

3 3 100 

330 

- 

- 

3 1 

Pengembangan Layanan 
Pengujian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengujian Mutu Barang 

60 60 198 198 3,3 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 

1 

5 

- 

6 7 

1 

8 = 7/6 

100 

9 

- 

(11) = (10/4) 

1 
Pengembangan Layanan 
Sertifikasi 

Jumlah Sertifikat Produk yang 
Diterbitkan 

3 

3 

.30.006.1.02.003 

.30.006.1.02.004 

1 1 

Pengembangan Layanan 
Kalibrasi 

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang 
Diterbitkan 

2215 2811 2215 2892 130,5643341 - 5703 2,574717833 

3 .31.3.30.2.17.01.0003 UPTD Pelatihan Koperasi 

Skor kepuasan masyarakat 
terhadap urusan Bidang 
Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi dan UKM 

PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

2 .17.001 90 99 90 80 88,88888889 

99,88 

- 179 1,988888889 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

persentase laporan yang disusun 
sesuai ketentuan 

2 .17.001.1.02 100 100 100 99,88 - 199,88 1,9988 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

2 
Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

2 .17.001.1.02.002 12 - 12 12 12 24 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah PNS/NONPNS Yang 
Mengikuti Pelatihan/Bimtek 

2 .17.001.1.05 25 - 25 4 16 189 193 7,72 

Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan 

2 

2 

.17.001.1.05.009 4 - 

12 

- 

4 6 150 

100 

100 

30 

12 

10 

36 

36 

9 

3 
Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

2 .17.001.1.06 12 

12 

12 

12 

12 

12 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

.17.001.1.06.001 22 1,833333333 



  
  

- 52 - 

Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 

7 

4 

5 

- 

6 

7 

4 

7 

7 

4 

8 = 7/6 

100 

9 

5 

(11) = (10/4) 

0,714285714 

4 

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

2 

2 

.17.001.1.06.004 

.17.001.1.06.005 

5 

Jumlah Paket Barang Cetakan 
dan Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

- 100 12 16 

24 

51 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang- 
Undangan yang Disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan 

2 .17.001.1.06.006 12 - 12 12 100 12 2 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Disperindagkop 

2 .17.001.1.07 25 

21 

30 

- 

25 

21 

12 

21 

21 

84 - 2,04 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

2 

2 

.17.001.1.07.006 100 

100 

100 

61 

- 

82 3,904761905 

jumlah bulan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Disperindagkop 

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

2 .17.001.1.08 12 12 

- 

12 24 2 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

.17.001.1.08.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 400 400 400 12 412 1,03 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

100 

9 (11) = (10/4) 

2 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

2 .17.001.1.08.002 12 - 12 

12 

3 

12 12 24 

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

jumlah Bulan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah Penunjang 
urusan Disperindagkop 

2 .17.001.1.09 12 

3 

12 

- 

12 

3 

100 

100 

- 24 2 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

2 .17.001.1.09.002 16 19 6,333333333 

Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara 

2 

2 

.17.001.1.09.006 

.17.001.1.09.007 

80 

2 

- 

- 

80 

2 

40 

2 

50 

100 

80 

105 

160 

- 

145 1,8125 

81 
Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya 

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara 

162 

540 
PROGRAM PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN PERKOPERASIAN 

Jumlah Koperasi dan UKM yang 
Terlatih 

2 .17.005 300 300 300 240 1,8 
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Perkiraan Realisasi 
Capaian Daerah Tahun 

Target 
Capaian 
Kinerja 
Renstra 

PD 

Target dan Realisasi Kinerja Program 
da Kegiatan Tahun 2023 Realisasi 

Capaian 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Renja 
SKPD 
Tahun 
2022 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

2 024 

Target 
Program 

dan 
Kegiatan 

(Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun 

Perangkat Daerah / Program / 
Kegiatan 

Target 
Renja 

Realisasi 
Renja 

Kode Indikator Kinerja Tahun Tingkat 
Capaian 
Realisasi 

Target 

2 026 
Perangkat Perangkat Tingkat (akhir 

periode 
Renstra 

PD) 

Daerah 
Tahun 

Daerah 
Tahun 
2023 

Realisasi (%) 

2024) Renstra (%) 
2 023 

2 024) 

(10) = 
(5+7+9) 

(1) (2) (3) 4 5 6 7 8 = 7/6 

80 

9 (11) = (10/4) 

Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian bagi Koperasi 
yang Wilayah Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

jumlah Koperasi dan UKM yang 
Mengikuti Pelatihan 

2 .17.005.1.01 300 600 300 

240 

240 660 1500 5 

Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian 
serta Kapasitas dan Kompetensi 
SDM Koperasi 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian 

2 .17.005.1.01.001 240 - 240 100 660 900 3,75 
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2 .2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Mengacu pada isu strategis daerah tahun 2024 – 2026 Provinsi 

Kalimantan Timur , Dimana terdapat lima isu yaitu: 

1 . Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia 

. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan 

Ekonomi yang Inklusif 

2 

3. Peningkatan Aksebilitas dan Konektivitas Infrastruktur 

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup 

5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan 

Akuntabel 

Dari kelima Isu tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

melaksanakan misi yang ke dua yaitu “Percepatan Transformasi 

Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif.”. Kinerja 

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai hal 

antara lain : Sasaran Daerah yang berkaitan dengan tugas dan 

fungsi Perangkat Daerah (PD). Kemudian ditetapkan Sasaran 

Kinerja Utama yang menyatakan sebuah target yang terukur atas 

sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik dan 

sesuai bidang layanan Perangkat Daerah. Analisis Kinerja 

Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Capaian 

indikator pembangunan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 

2023 adalah sebagai berikut : 

Sesuai dengan Rencana Kinerja tahun 2023 implementasinya 

mencakup pelaksanaan dalam 18 (delapan belas) program yang 

merupakan bagian dari 4 ( empat ) sasaran selama tahun 2023, 

maka dapat diuraikan analisa capaian kinerja sebagai berikut : 

❑ Sasaran I : Peningkatan Kontribusi lapangan 

industri pengolahan non migas dan 

non batubara 
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Dengan Indikator : Pertumbuhan Sektor Industri 

Pengolahan non migas dan non 

batubara terhadap PDRB (%) 

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran I 

pada tahun 2023 ini adalah 4,51 %, dan realisasi tingkat 

capaian sampai dengan Triwulan IV hasil pengukuran terhadap 

indikator tersebut sebesar 7,43 %, sehingga persentase 

pencapaian indikator I sebesar 164,75 % . 

❑ Sasaran II : Peningkatan efisiensi Sistem 

Distribusi Perdagangan, daya saing 

Komoditi dan ekspor non migas dan 

non batubara 

Dengan Indikator : 1. Presentase Ekspor non migas dan 

non batubara terhadap total 

ekspor kaltim (%) 

2. Disparitas Harga Antar Wilayah 

(%) 

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran II 

(dua) pada tahun 2023 ini adalah untuk indikator Presentase 

Ekspor non migas dan nonbatubara terhadap total ekspor kaltim 

ditetapkan targetnya sebesar 18,97 % dan realisasi sampai 

dengan tahun 2023 sebesar 15,80 %, sehingga persentase 

pencapaian indikator sasarannya sebesar 83,29%. 

Sedangkan untuk indikator sasaran disparitas harga antar 

wilayah ditetapkan targetnya sebesar 17% dan realisasi capaian 

indikator sasaran sebesar 13,10 %. Dimana presentasi perbedaan 

harga antar wilayah kab/kota semakin kecil maka pencapaian 

semakin baik. 

❑ Sasaran III : Peningkatan Indeks Keberdayaan 

Konsumen. 

Dengan Indikator : Indeks Keberdayaan Konsumen 

(IKK) 
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Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran III 

(tiga) pada tahun 2023 adalah dengan nilai 54 dan realisasi 

tingkat capaian dari hasil pengukuran terhadap indikator 

tersebut diperoleh nilai 57,04 sehingga pencapaian indikator 

sasarannya sebesar 105,63%. 

❑ Sasaran IV : Peningkatan Usaha Ekonomi 

Koperasi dan UKM 

Dengan Indikator : 1. Nilai Omzet Koperasi 

2. Nilai Omzet UKM 

Rencana tingkat capaian (target) terhadap indikator sasaran IV 

(empat) tahun 2023 adalah untuk indikator Nilai Omzet 

Koperasi sebesar 1,05 Trilyun dan realisasi tingkat capaian dari 

hasil pengukuran terhadap indikator tersebut diperoleh angka 

1,14 Trilyun sehingga persentase pencapaian sasarannya 

sebesar 108,57%. Untuk indikator Nilai Omzet UKM sebesar 52 

Triliun dan realisasi tingkat capaian dari hasil pengukuran 

terhadap indikator tersebut sebesar 77,6 Triliun, sehingga 

persentase pencapaian indikator sasarannya sebesar 149,23 

persen. dapat diliat tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur 

Proyeksi 

Capaian 
Target Renstra PD Realisasi Capaian 

Indikator IKU, 
IKK 

SPM/Standar 
nasional 

Catatan 
Analisis 

No IKK 
Tahun 

2023 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
Tahun 2023 

2024 2025 2026 2024 2025 2026 

Pertumbuhan 
Sektor Industri 

Pengolahan non 
non 

8.94% 
(Sementara) 

Perubahan 
indikator 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

4.51% - - - - - - 
migas dan 
batubara terhadap 

PDRB 

Persentase Ekspor 

non migas dan non 
batubata terhadap 
total ekspor kaltim 

15,80% 
(sementara) 

Perubahan 
indikator 

18.97% - - - - - - 

Disparitas 

Antar Wilayah 

Harga Perubahan 

indikator 
3 

4 

5 

6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17% 

54 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

13.10 % - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Indeks 

Keberdayaan 

Konsumen 

57.04 

(Dirjen PKTN 

Nasional) 

Perubahan 

indikator 

Nilai 

Koperasi 

Omzet Perubahan 

indikator 
1.05 T 

52 T 

1.03 T 

77.6 T 
Perubahan 

indikator 
Nilai Omzet UKM 
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Proyeksi 
Capaian 

Target Renstra PD Realisasi Capaian 

Indikator IKU, 

IKK 

SPM/Standar 

nasional 

Catatan 

Analisis 
No IKK 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
Tahun 2023 

2023 2024 2025 2026 2024 2025 2026 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

LPE Sektor Industri 
Pengolahan (%) 

6 6 6 6 6 7 - 

- 

- - - - 

Kontribusi sektor 
industri 
pengolahan non 
migas dan non 
batu bara terhadap 
PDRB (%) 

Presentase Ekspor 
non migas dan non 
batubara terhadap 
total ekspor Kaltim 
(%) 

Nilai ekspor non 
migas dan non 
batubara (Juta 
Dollar) 

1 0.06 

20 

10.43 

22 

10.43 

22 

8 

9 

- - 11 

25 

- - 11 

25 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
Indikator 

mulai 
tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

5 66.60 600.60 636.64 600.60 636.64 1 0 

Nilai indeks 
keberdayaan 
konsumen (Indeks) 

60 

2 

62 

6 

62 

6 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

64 - 

- 

- 

- 

64 

Pertumbuhan nilai 
PDRB Sektor 

7 7 
tahun 2024 
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Proyeksi 
Capaian 

Target Renstra PD Realisasi Capaian 

Indikator IKU, 

IKK 

SPM/Standar 

nasional 

Catatan 

Analisis 
No IKK 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
Tahun 2023 

2023 2024 2025 2026 2024 2025 2026 

koperasi dan UKM 
(%) 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

Inflasi pangan 
bergejolak (%) 

4 .5 4.4 

6.3 

21 

4.3 

6.8 

23 

4.4 

6.3 

21 

4.3 

6.8 

23 

1 

1 

1 

3 

4 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pertumbuhan 
Omzet UKM 

5 .80 

Pertumbuhan 
Omzet Koperasi 

1 9 
tahun 2024 

Persentase 
stabilitas harga dan 
jumlah 
ketersediaan 

1 .15 1.15 1.15 1.15 1.15 1 6 - - - - - 
Indikator 

mulai 
tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

barang kebutuhan 
pokok (%) 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja Pemerintah 
Daerah 

78.50 

85 

79.50 

85.50 

80.01 

86 

79.50 

85.50 

80.01 

86 

1 

1 

7 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 
Pemerintah Daerah tahun 2024 



  
  

- 41 - 

Proyeksi 
Capaian 

Target Renstra PD Realisasi Capaian 

Indikator IKU, 

IKK 

SPM/Standar 

nasional 

Catatan 

Analisis 
No IKK 

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 
Tahun 2023 

2023 2024 2025 2026 2024 2025 2026 

Nilai Akuntabilitas 
Kinerja 
Disperindagkop 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

75.5 77.5 80 77.5 80 1 

2 

2 

2 

2 

9 

0 

1 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

85 

100 

95.6 

86 

85.50 

- 

86 

- 

85.50 

- 

86 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Disperindagkop 

Galeri UKM (%) 

Skor Kepuasan 
Masyarakat (UPTD 
BPSMB) 

Skor Kepuasan 
Masyarakat (UPTD 
Pelatihan Koperasi) 

95.7 

87 

96 

88 

95.7 

87 

96 

88 

tahun 2024 

Indikator 
mulai 

tahun 2024 
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah 

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi 

pelaksanaan, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Rencana 

Strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait 

dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pada tingkat 

implementasi program pada Bagian di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur dapat diidentifikasikan 

permasalahan pelayanan sebagai berikut: 

a. Pelayanan Administrasi dan Aparatur 

1. Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalitas 

aparatur 

2. Masih kurang nya sumber Daya Manusia PNS 

b. Urusan Wajib Koperasi dan UKM 

1. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif, yang 

mengakibatkan pembubaran koperasi, disinyalir koperasi 

yang ada terbagi atas koperasi aktif non produktif, 

koperasi tidak aktif namun produktif dan koperasi tidak 

aktif dan tidak produktif. 

2 . Kurangnya pemahaman para pengurus koperasi 

mengenai pelaporan pertanggung jawaban Koperasi 

. Penumbuhan UKM sebagai wirausaha baru dan produktif 3 

c. Urusan Pilihan Perindustrian 

1. Belum Memadainya Infrastuktur industri dan 

infrastuktur penunjang termasuk 

wilayah. 

konektivitas antar 

2 . Terbatasnya sumber daya manusia industri 

. Rendahnya komitmen dan respon stakeholder dalam 

bekerjasama untuk menyelesaikan masalah 

. Sulitnya mendapatkan lahan yang sesuai kebutuhan 

industri dan harga yang masil relatif tinggi. 

. Kelembagaan belum efektif 

3 

4 

5 
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d. Urusan Pilihan Perdagangan 

1. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk non Migas non 

Batubara 

2 . Rendahnya Daya Saing Produk yang dipasarkan 

. Belum optimalnya Pemanfaatan peluang Ekspor langsung 

di Kalimantan Timur. 

3 

4 . Terbatasnya Jangkauan Pemasaran komoditi dan produk 

ekspor 

5 . Terbatasnya produksi dan saranan distribusi bahan 

pokok 

6. Belum optimal fasilitasi sistem distribusi perdagangan 

7. Belum optimal Kerjasama Perdagangan 

8. Konsumen Kalimantan Timur pada umumnya masih pada 

tahap mampu belum kritis. 

9. Belum adanya peran aktif masyarakat mengunakan hak 

dan kewajiban sebagai konsumen 

1 0.Pelaku usaha masih ada yang belum patuh 

1.Belum optimal pemanfaatan Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK) di Kalimantan Timur 

2.Stabilitas Harga Kebutuhan Masyarakat dan Ketersediaan 

Stok Barang Kebutuhan Masyarakat. 

1 

1 

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting yang 

menjadi masalah-masalah mendesak yaitu antara lain : 

1 . Perlunya peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur ; 

. Perlunya peningkatan kualitas manajemen dan produktivitas 

Koperasi 

2 

3. Kebijakan untuk mendorong tercapainya jumlah RAT 

Koperasi 

4 . Sosialisasi tentang Manajemen Perkoperasian 

. Perlu nya Forum FGD lintas Sektor membahas Kawasan 

Ekonomi khusus 

5 

6 . Perlunya operasi pasar atau pasar murah agar penstabilkan 

harga barang pokok yang naik 

7. Sosialisasi konsumen cerdas dan pelaku usaha taat SNI 
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2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rancangan Awal RKPD 2025 menjadi acuan dalam 

penyusunan rancangan rencana kerja OPD Tahun 2025. Dalam 

proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap 

kebutuhan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur. Secara 

Keseluruhan hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 

dapat dilihat pada tabel 2.3 
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Tabel 2.3. Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2025 

Sumber Anggaran : APBD 

Unit Organisasi : 3.31.3.30.2.17.01.00 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Program Perencanaan 
dan Pembangunan 
Industri 

Pertumbuhan Industri 
Pengolahan Non Migas 
dan Non Batubara (%) 

Program Perencanaan 
13.020.000.00 dan Pembangunan 

Pertumbuhan Industri 
Pengolahan Non Migas 
dan Non Batubara (%) 

3 

3 

.31.02 5,56 5,56% 13.226.279.34 
1 0 Industri 

Kegiatan Penyusunan, 
Penerapan, dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi 

Kegiatan Penyusunan, 
Penerapan, dan Evaluasi 
Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi 

Jumlah pelaksanaan 
rencana pembangunan 
industri provinsi (Dok) 

Jumlah pelaksanaan 
rencana pembangunan 
industri provinsi (Dok) 

.31.02.1.01 5 13.020.000.00 
0 

5 Dokumen 13.226.279.34 
1 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi (Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (10) 

Sub Kegiatan Sub Kegiatan 
Jumlah Dokumen 
Rencana Pembangunan 
Industri 

10 Jumlah Dokumen 
Rencana Pembangunan 
Industri 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
1 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri 
Provinsi 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri 
Provinsi 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 

1 Dokumen 
150.000.000 

100.000.000 

25.434.000 

20.076.000 

Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan 
Pengembangan, 
Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Kebijakan Percepatan, 
Pengembangan, 
Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan 
Pengembangan, 
Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi 
dan Pelaksanaan 
Kebijakan Percepatan, 
Pengembangan, 
Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

10 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
2 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 

1 Dokumen 

Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber 
Daya Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber 
Daya Industri 

10 Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber 
Daya Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber 
Daya Industri 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
3 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

120.000.000 28.136.000 

Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen hasil 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen hasil 
Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

10 Sinkronisasi, dan 
10.200.000.00 Pelaksanaan 

Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana 
dan Prasarana Industri 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
4 

kab/Kot 1 Dokumen 10.090.773.80 
9 a 0 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Sub Kegiatan Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri 
dan Peran Serta 
Masyarakat 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri 
dan Peran Serta 

Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 

2.100.000.000 Pemberdayaan Industri 
dan Peran Serta 

Koordinasi, Sinkronisasi, 
dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri 
dan Peran Serta 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
5 

kab/Kot 7 Dokumen 
a 

4 Dokumen 
3.025.541.532 

Masyarakat Masyarakat Masyarakat 

Sub Kegiatan Evaluasi 
terhadap Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan 
Industri 

Jumlah Dokumen 
Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan 
Industri 

Sub Kegiatan Evaluasi 
terhadap Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan 
Industri 

Jumlah Dokumen 
Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan 
Industri 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
6 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 

1 Dokumen 
150.000.000 

60.000.000 

33.822.000 

2.496.000 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Data dan 
Informasi dalam rangka 
Evaluasi Percepatan 
Penyebaran dan 

Data dan informasi 
dalam rangka evaluasi 
percepatan penyabaran 
dan perwilayahan 
industri 

Data dan informasi 
dalam rangka evaluasi 
percepatan penyabaran 
dan perwilayahan 
industri 

Penyediaan Data dan 
Informasi dalam rangka 
Evaluasi Percepatan 
Penyebaran dan 

10 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.02.1.01. 
007 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 

1 Laporan 

Perwilayahan Industri 
Perwilayahan Industri 

Sub Kegiatan 
Rekomendasi Kebijakan 
Daerah dalam rangka 
Percepatan Penyebaran 
dan Perwilayahan 
Industri 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan daerah dalam 
rangka percepatan 
penyebaran dan 

Jumlah rekomendasi 
kebijakan daerah dalam 
rangka percepatan 
penyebaran dan 

Rekomendasi Kebijakan 
Daerah dalam rangka 
Percepatan Penyebaran 
dan Perwilayahan 
Industri 

10 
kab/Kot rekomenda 

si 

1 10 0 
3 
0 

.31.02.1.01. 
008 

kab/Kot rekomendas 
60.000.000 - 

a a i 
perwilayahan industri perwilayahan industri 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi (Rp) 

(6) 

Lokasi (Rp) 

(11) (1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) 

Jumlah rekomendasi 
kebutuhan 
pengembangan 
infrastruktur dalam 
rangka percepatan 
penyebaran dan 
perwilayahan industri 

Jumlah rekomendasi 
kebutuhan 
pengembangan 
infrastruktur dalam 
rangka percepatan 
penyebaran dan 
perwilayahan industri 

Rekomendasi 
Kebutuhan Infrastruktur 
dalam rangka 
Percepatan Penyebaran 
dan Perwilayahan 
Industri 

Sub Kegiatan 
Rekomendasi Kebutuhan 
Infrastruktur dalam 
rangka Percepatan 
Penyebaran dan 

10 1 10 0 
3 
0 

.31.02.1.01. 
009 

kab/Kot rekomenda kab/Kot rekomendas 
80.000.000 - 

a si a i 

Perwilayahan Industri 

Persentase 
Pengendalian Periijinan 
Berusaha Sektor Industri 

Persentase 
Pengendalian Periijinan 
Berusaha Sektor Industri 

Program Pengendalian 
Izin Usaha Industri 

Program Pengendalian 
Izin Usaha Industri 

3 

3 

.31.03 0,1 10% 
690.000.000 574.691.552 

Kegiatan Penerbitan Izin 
Usaha Industri (IUI), Izin 
Perluasan Usaha Industri 
(IPUI), Izin Usaha 
Kawasan Industri (IUKI), 
dan Izin Perluasan 

Kegiatan Penerbitan Izin 
Usaha Industri (IUI), Izin 
Perluasan Usaha Industri 
(IPUI), Izin Usaha 
Kawasan Industri (IUKI), 
dan Izin Perluasan 

Presentase jumlah hasil 
pemantauan (IKK ouput) 

Presentase jumlah hasil 
pemantauan (IKK ouput) 

.31.03.1.01 25,5 25,5% 
690.000.000 574.691.552 

Kawasan Industri (IPKI) 
Kewenangan Provinsi 

Kawasan Industri (IPKI) 
Kewenangan Provinsi 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Verifikasi Teknis 
Pemenuhan Kesesuaian 
Persyaratan Teknis 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Verifikasi Teknis 
Pemenuhan Kesesuaian 
Persyaratan Teknis 

Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha 
Sektor Industri dan/atau 
Dalam Rangka Perluasan 
Usaha Untuk Bidang 
Usaha Dengan Risiko 
Usaha Menengah Tinggi 
dan Tinggi, Melalui 
SIINas yang Terintegrasi 
Dengan Sistem OSS, 
Bagi: 1) Industri Besar; 
dan 2) Industri Kecil dan 
Industri Menengah yang 
Lokasinya Lintas 

Sektor Industri dan/atau 
Dalam Rangka Perluasan 
Usaha Untuk Bidang 
Usaha Dengan Risiko 
Usaha Menengah Tinggi 
dan Tinggi, Melalui 
SIINas yang Terintegrasi 
Dengan Sistem OSS, 
Bagi: 1) Industri Besar; 
dan 2) Industri Kecil dan 
Industri Menengah yang 
Lokasinya Lintas 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pemenuhan Komitmen 
Perolehan IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan 
Provinsi Dalam Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang 
Terintegrasi Dengan 
Sistem Pelayanan 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pemenuhan Komitmen 
Perolehan IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan 
Provinsi Dalam Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang 
Terintegrasi Dengan 
Sistem Pelayanan 

10 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.03.1.01. 
1 

kab/Kot 3 Dokumen 
a 

3 Dokumen 
200.000.000 - 

Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Kabupaten/Kota, 3) 
Kawasan Industri, dan 
Perizinan Perluasan 

Kabupaten/Kota, 3) 
Kawasan Industri, dan 
Perizinan Perluasan 

Kawasan Industri yang 
Merupakan PMDN yang 
Berlokasi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Provinsi 

Kawasan Industri yang 
Merupakan PMDN yang 
Berlokasi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Provinsi 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan Di Bidang 
Industri Dalam Lingkup 
Perizinan Usaha Industri, 
Perizinan Perluasan 
Usaha Industri, Perizinan 
Kawasan Industri dan 
Perizinan Perluasan 
Kawasan Industri 

Sinkronisasi Pengawasan 
Perizinan Di Bidang 
Industri Dalam Lingkup 
Perizinan Usaha Industri, 
Perizinan Perluasan 
Usaha Industri, Perizinan 
Kawasan Industri dan 
Perizinan Perluasan 
Kawasan Industri 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Pengawasan Perizinan di 
Bidang Industri Dalam 
Lingkup IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan 
Provinsi 

Pengawasan Perizinan di 
Bidang Industri Dalam 
Lingkup IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan 
Provinsi 

10 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.03.1.01. 
2 

kab/Kot 2 Dokumen 
a 

2 Dokumen 
490.000.000 - 

Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah dokumen hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
terhadap Perizinan 
Berusaha industri 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 

dengan skala usaha 
Industri Kecil dan 

Pengawasan terhadap 
Perizinan Berusaha 
sektor perindustrian 
yang menjadi 

Industri Menengah yang 
lokasinya lintas 
Kab./Kota, dan Industri 
Besar sepanjang 

3 
0 

.31.03.1.01. 
3 

2 Dokumen 
374.737.202 

kewenangan Provinsi merupakan Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan 
selain bidang usaha 
tertentu yang menjadi 
kewenangan pemerintah 
pusat 
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Jumlah dokumen 
Laporan Verifikasi 
pemenuhan 
persyaratan/standar 
kegiatan usaha sektor 
perindustrian dalam 
rangka 
penerbitan perizinan 
berusaha berbasis risiko 
untuk bidang usaha 
sektor perindustrian 
dengan tingkat risiko 
usaha 
Menengah-TInggi dan 
Tinggi, melalui SIINas 
yang terintegrasi dengan 
Sistem OSS RBA, bagi: 1) 
Penanaman Modal 
Dalam 
Negeri (PMDN) dengan 
skala usaha Industri 
Besar, selain bidang 
usaha tertentu yang 
menjadi kewenangan 
pemerintah 
pusat dan 2) Penanaman 
Modal Dalam Negeri 
(PMDN) dengan skala 
usaha Industri Kecil dan 
Industri Menengah pada 
1 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
verifikasi pemenuhan 
persyaratan/standar 
kegiatan usaha sektor 
perindustrian dalam 
rangka penerbitan 
perizinan berusaha 
berbasis risiko melalui 
Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang 
terintegrasi dengan 
Sistem Online Single 
Submission Risk Base 
Approach (OSS 

3 
0 

.31.03.1.01. 
4 

3 Dokumen 
199.954.350 

RBA) 

(satu) hamparan lokasi 
yang sama namun lintas 
kabupaten/kota, selain 
bidang usaha tertentu 
yang menjadi 
kewenangan 
pemerintah pusat. 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Program Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Industri Nasional 

Persentase Jumlah 
Industri yang Terdaftar 
di SIINas 

Program Pengelolaan 
Sistem Informasi 
Industri Nasional 

Persentase Jumlah 
Industri yang Terdaftar 
di SIINas 

3 .31.04 0,1902 19,02% 
5 00.000.000 378.514.997 

Kegiatan Penyediaan 
Informasi Industri untuk 
IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI 
Kewenangan Provinsi 
Berbasis Sistem 

Kegiatan Penyediaan 
Informasi Industri untuk 
IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI 
Kewenangan Provinsi 
Berbasis Sistem 

Jumlah Informasi Jumlah Informasi 
Industri yang Tersedia 
Kewenangan Provinsi 
Berbasis SIINAS 

Industri yang Tersedia 
Kewenangan Provinsi 
Berbasis SIINAS 

3 .31.04.1.01 3 industri 3 industri 
500.000.000 378.514.997 

Informasi Industri Informasi Industri 
Nasional (SIINas) Nasional (SIINas) 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data 
Kawasan Industri Serta 
Data Lain Lingkup 
Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data 
Kawasan Industri Serta 
Data Lain Lingkup 
Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data 
Kawasan Industri Serta 
Data Lain Lingkup 
Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

Jumlah Dokumen Hasil 
Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data 
Kawasan Industri Serta 
Data Lain Lingkup 
Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

10 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.04.1.01. 
1 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

150.000.000 

100.000.000 

145.391.873 

95.345.923 

Sub Kegiatan Diseminasi 
dan Publikasi Data 
Informasi dan Analisis 
Industri Provinsi Melalui 
SIINas 

Jumlah Dokumen Hasil 
Diseminasi dan Publikasi 
Data Informasi dan 
Analisis Industri Provinsi 
melalui SIINas 

Sub Kegiatan Diseminasi 
dan Publikasi Data 
Informasi dan Analisis 
Industri Provinsi Melalui 
SIINas 

Jumlah Dokumen Hasil 
Diseminasi dan Publikasi 
Data Informasi dan 
Analisis Industri Provinsi 
melalui SIINas 

10 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.04.1.01. 
2 

kab/Kot 1 Dokumen 
a 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Sub Kegiatan 
Pemantauan dan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemantauan dan 

Sub Kegiatan 
Pemantauan dan 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemantauan dan 

Evaluasi Kepatuhan 
Perusahaan Industri dan 
Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi 
Dalam Penyampaian 
Data ke SIINas 

Evaluasi Kepatuhan 
Perusahaan Industri dan 
Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi 
Dalam Penyampaian 
Data ke SIINas 

Evaluasi Kepatuhan 
Perusahaan Industri dan 
Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi 
Dalam Penyampaian 
Data ke SIINas 

Evaluasi Kepatuhan 
Perusahaan Industri dan 
Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi 
Dalam Penyampaian 
Data ke SIINas 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.31.04.1.01. 
3 

kab/Kot 2 Dokumen 
a 

2 Dokumen 
250.000.000 137.777.201 

Produk Daerah yg 
masuk pasar ekspor dan 
atau negara tujuan baru 

Produk Daerah yg 
masuk pasar ekspor dan 
atau negara tujuan baru 

Program Pengembangan 
Ekspor 

70 Jenis 
produk 

Program Pengembangan 
1.895.509.000 Ekspor 

70 Jenis 
produk 

3 

3 

.30.05 
1.837.873.610 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 

Kegiatan 
Penyelenggaraan 
Promosi Dagang melalui 
Pameran Dagang dan 

Promosi Dagang melalui 
Pameran Dagang dan 
Misi Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan yang 
terdapat pada lebih dari 

jumlah pelaku usaha 
yang didampingi untuk 
menjadi eksportir 

jumlah pelaku usaha 
yang didampingi untuk 
menjadi eksportir 

10 Pelaku 
Usaha 

Misi Dagang bagi Produk 
1.895.509.000 Ekspor Unggulan yang 

terdapat pada lebih dari 
1 (satu) Daerah 

10 Pelaku 
Usaha 

.30.05.1.01 
1.837.873.610 

442.574.800 

1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
Provinsi 

Sub Kegiatan Pameran 
Dagang 

Kabupaten/Kota dalam 
Provinsi 

Sub Kegiatan Pameran 
Dagang 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Difasilitasi Dalam 
Pameran Dagang 

10 
kab/Kot 

a 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Difasilitasi Dalam 
Pameran Dagang 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.05.1.01. 
1 

3 Pelaku 
Usaha 

1 Pelaku 
Usaha 726.569.000 

Internasional/Nasional Internasional/Nasional 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor 
Pada Pameran Dagang 
Lokal 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Berorientasi Ekspor 
Pada Pameran Dagang 
Lokal 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.05.1.01. 
2 

Sub Kegiatan Pameran 
Dagang Lokal 

4 Pelaku 
Usaha 

Sub Kegiatan Pameran 
Dagang Lokal 

4 Pelaku 
Usaha 

kab/Kot 
a 

298.969.000 

306.515.000 

343.880.000 

295.206.400 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Difasilitasi Dalam 
Misi Dagang Produk 
Ekspor Unggulan 

Jumlah Pelaku Usaha 
yang Difasilitasi Dalam 
Misi Dagang Produk 
Ekspor Unggulan 

Sub Kegiatan Misi 
Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan 

10 
kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan Misi 
Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.05.1.01. 
3 

5 Prelaku 
Usaha 

5 Prelaku 
Usaha 

Jumlah Produk Unggulan 
Ekspor Daerah yang 
Disusun Menjadi Materi 
Promosi 

Jumlah Produk Unggulan 
Ekspor Daerah yang 
Disusun Menjadi Materi 
Promosi 

Sub Kegiatan 
Peningkatan Citra 
Produk Ekspor 

10 
kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan 
Peningkatan Citra 
Produk Ekspor 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.05.1.01. 
4 

20 Produk 

0 

20 Produk 

0 

563.456.000 

- 

756.212.410 

- 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.05.1.01. 
5 

Sub Kegiatan Pembinaan 
Pelaku Usaha Ekspor 

Jumlah Pelaku Usaha 
Ekspor yang Dibina 

Sub Kegiatan Pembinaan 
Pelaku Usaha Ekspor 

Jumlah Pelaku Usaha 
Ekspor yang Dibina 

kab/Kot 
a 

Persentase penerbitan 
SKA yang tepat waktu 
(IKK) 

Persentase penerbitan 
SKA yang tepat waktu 
(IKK) 

Program Perizinan 
Pendaftaran Perusahaan 

Program Perizinan 
Pendaftaran Perusahaan 

3 .30.02 100 

100 

100% 

persentase surat 
rekomendasi yang tepat 
waktu 

648.157.600 354.877.500 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

persentase ketaatan 
pelaku usaha dalam 
tertib niaga 

persentase ketaatan 
pelaku usaha dalam 
tertib niaga 

0,85 85% 

Pengendalian 
Perdagangan 
Berbahaya Pengecer 
Terdaftar 

Usaha 
Bahan 

Pengendalian 
Perdagangan 
Berbahaya Pengecer 
Terdaftar 

Usaha 
Bahan jumlah rekomendasi 

yang tepat waktu (%) 
jumlah rekomendasi 
yang tepat waktu (%) 

3 .30.02 .1.03 100 100% 

2 80.000.000 108.401.500 
jumlah pelaku usaha 
yang diawasi yang sesuai 
ketentuan 

jumlah pelaku usaha 
yang diawasi yang sesuai 
ketentuan 

9 pelaku 
usaha 

9 pelaku 
usaha 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Surat Izin 
Usaha Perdagangan 
Bahan Berbahaya 
Pengecer Terdaftar 
melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Surat Izin 
Usaha Perdagangan 
Bahan Berbahaya 
Pengecer Terdaftar 
melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

Jumlah Surat 
Rekomendasi 
Perdagangan 
Besar/Distributor Bahan 
Berbahaya melalui 
Online Single Submission 

Jumlah Surat 
Rekomendasi 
Perdagangan 
Besar/Distributor Bahan 
Berbahaya melalui 
Online Single Submission 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.02 .1.03. 
1 

10 
Dokumen 

10 
Dokumen 130.000.000 

150.000.000 

63.002.000 

45.399.500 

pengawasan distribusi , pengawasan distribusi , 
pengemasan dan 
pelabelan bahan 

jumlah laporan hasil 
pengawasan bahan 
berbahaya 

jumlah laporan hasil 
pengawasan bahan 
berbahaya 

3 
0 

.30.02 .1.03. pengemasan dan 
3 Laporan 3 Laporan 

3 pelabelan bahan 
berbahaya berbahaya 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Penerbitan 
Surat Keterangan Asal 
(SKA) bagi Daerah 
Provinsi yang Telah 
Ditetapkan Sebagai 
Instansi Penerbit SKA 
dan Angka Pengenal 
Importir (API) 

Kegiatan Penerbitan 
Surat Keterangan Asal 
(SKA) bagi Daerah 
Provinsi yang Telah 
Ditetapkan Sebagai 
Instansi Penerbit SKA 
dan Angka Pengenal 
Importir (API) 

Jumlah Eksportir yang 
Aktif Menggunakan SKA 

265 
Eksportir 

Jumlah Eksportir yang 
Aktif Menggunakan SKA 

265 
Eksportir 

3 .30.02 .1.04 
368.157.600 246.476.000 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi Layanan 
Penerbitan SKA 

10 
kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi Layanan 
Penerbitan SKA 

Jumlah Dokumen 
Penerbitan Surat 
Keterangan Asal 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.02 .1.04. 
1 

Jumlah SKA yang 
diterbitkan 

4000 Dok 4000 Dok 
368.157.600 246.476.000 

Persentase produk 
UMKM binaan yang 
terserap di pasar dalam 
negeri 

Persentase produk 
UMKM binaan yang 
terserap di pasar dalam 
negeri 

Program Penggunaan 
dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri 

Program Penggunaan 
dan Pemasaran Produk 
Dalam Negeri 

3 

3 

.30.07 0,9 90% 
988.785.000 719.357.743 

Persentase pelaku usaha 
yang memperoleh 
fasilitas pengembangan 
produk (ikk Output) 

Persentase pelaku usaha 
yang memperoleh 
fasilitas pengembangan 
produk (ikk Output) 

Pelaksanaan Promosi 
Produk Dalam Negeri 

Pelaksanaan Promosi 
Produk Dalam Negeri 

.30.07.1.01 33,33 33,3% 
336.000.000 208.677.127 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah UMKM yang 
memperoleh fasilitasi 
pemasaran produk 
dalam negeri terutama 
produk yang dihasilkan 
oleh UMKM melalui 
kepersertaan dan 
partisipasi pada 

Jumlah UMKM yang 
Melakukan Pemasaran 
Produk Dalam Negeri 
Terutama Produk yang 
Dihasilkan oleh UMKM 
melalui Kepersertaan 
dan Partisipasi pada 
Pameran Produk Dalam 
Negeri 

Sub KegiatanFasilitasi 
Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Provinsi 

Sub KegiatanFasilitasi 
Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Provinsi 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.07.1.01. 
2 

8 8 UMKM 
336.000.000 

172.785.000 

172.785.000 

208.677.127 

63.544.000 

63.544.000 

pameran produk dalam 
negeri 

Persentase pelaku usaha 
yang memperoleh 
fasilitas promosi dagang 
( IKK OUTPUT) 

Persentase pelaku usaha 
yang memperoleh 
fasilitas promosi dagang 
( IKK OUTPUT) 

Pelaksanaan Pemasaran 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Pelaksanaan Pemasaran 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

3 .30.07.1.02 23,4375 23,43% 

Jumlah UMKM yang 
Melakukan Pemasaran 
Produk Dalam Negeri 
Terutama Produk yang 
Dihasilkan oleh UMKM 
melalui Kemitraan 
dengan 

Jumlah UMKM yang 
Melakukan Pemasaran 
Produk Dalam Negeri 
Terutama Produk yang 
Dihasilkan oleh UMKM 
melalui Kemitraan 
dengan 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pemasaran Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Provinsi 

Sub Kegiatan Fasilitasi 
Pemasaran Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Provinsi 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.07.1.02. 
2 

kab/Kot 
a 

15 15 UMKM 

Retail, Marketplace, 
Perhotelan dan Jasa 
Akomodasi 

Retail, Marketplace, 
Perhotelan dan Jasa 
Akomodasi 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Pelaksanaan 
Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Sub Kegiatan Sosialisasi 
Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Kegiatan Pelaksanaan 
Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Sub Kegiatan Sosialisasi 
Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

3 .30.07.1.03 jumlah yang di sosialisasi 800 orang jumlah yang di sosialisasi 800 orang 
480.000.000 

480.000.000 

447.136.616 

447.136.616 

Jumlah Laporan Jumlah Laporan 
1 0 10 

kab/Kot 
a 

3 
0 

.30.07.1.03. 
2 

Sosialisasi Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

Sosialisasi Peningkatan 
Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

kab/Kot 
a 

7 Laporan 7 Laporan 

Persentase Barang 
Beredar Yang Diawasi 
Yang Sesuai Dengan 
Ketentuan Perundang- 
Undangan (IKK 

Persentase Barang 
Beredar Yang Diawasi 
Yang Sesuai Dengan 
Ketentuan Perundang- 
Undangan (IKK 

Program Standarisasi 
dan Perlindungan 
Konsumen 

Program Standarisasi 
dan Perlindungan 
Konsumen 

3 

3 

.30.06 79 79% 
8.660.171.780 4.850.569.077 

OUTCOME ) OUTCOME ) 

Kegiatan Pelaksanaan 
Perlindungan Konsumen 
di Seluruh Daerah 

Kegiatan Pelaksanaan 
Perlindungan Konsumen 

5.477.695.520 di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 

jumlah konsumen dan 
pelaku usaha yang 
teredukasi 

jumlah konsumen dan 
pelaku usaha yang 
teredukasi 

.30.06.1.01 1000 1000 orang 

3 BPSK 

3.738.773.052 
Kabupaten/Kota 

Jumah Badan 
Sub Kegiatan Sub Kegiatan 

Pemberdayaan 
Konsumen dan 
Kelembagaan 
Perlindungan Konsumen 

Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) yang 
Aktif (Pelayanan 
Pengaduan, Operasional 
BPSK, Survey IKK) 

Jumah Badan 
Pemberdayaan 
Konsumen dan 
Kelembagaan 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.01. 
1 

Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) yang 
Aktif 

3 BPSK 
3.442.863.600 3.004.164.492 

Perlindungan Konsumen 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Lembaga 
Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) yang Aktif 
(Forum, Pembentukan 
LPKSM, Peningkatan 
Kompetensi SDM 

Sub Kegiatan Sub Kegiatan Jumlah Lembaga 
10 

kab/Kot 
a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.01. 
2 

Peningkatan Hubungan 
Kerja Dengan Lembaga 
Perlindungan Konsumen 

Peningkatan Hubungan 
Kerja Dengan Lembaga 
Perlindungan Konsumen 

Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) yang Aktif 

1 LPKSM 1 LPKSM 
489.748.600 243.520.000 

Perlindungan Konsumen, 
Evaluasi LPKSM) 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penanganan dan 
Penyelesaian Sengketa 
Konsumen 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Penanganan dan 
Penyelesaian Sengketa 
Konsumen 

Jumlah Pengaduan 
Konsumen yang 
Ditangani 

10 
kab/Kot 

a 

Jumlah Pengaduan 
Konsumen yang 
Ditangani 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.01. 
3 

25 25 
pengaduan 1.545.083.320 pengaduan 491.088.560 

Kegiatan Pelaksanaan 
Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa di 
Seluruh Daerah 

Kegiatan Pelaksanaan 
Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa di 
Seluruh Daerah 

Persentase Barang dan 
Jasa yang Sesuai 
Ketentuan 

Persentase Barang dan 
Jasa yang Sesuai 
Ketentuan 

3 .30.06.1.03 5% 5% 
3 .182.476.260 1.111.796.025 

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Peningkatan Kapasitas 
dan Pelaksanaan 
Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa 
serta 
Kegiatan Perdagangan 
sesuai Parameter 
Ketentuan 

Peningkatan Kapasitas 
dan Pelaksanaan 
Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa 
serta 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa 
serta 
Kegiatan Perdagangan 
yang Diawasi 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa 
serta 
Kegiatan Perdagangan 
yang Diawasi 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.03. 
003 

kab/Kot 
a 

3 Laporan 3 Laporan 
1.591.238.130 Kegiatan Perdagangan 

sesuai Parameter 
434.654.646 

Ketentuan 
Perlindungan Konsumen 
dan Tertib Niaga 

Perlindungan Konsumen 
dan Tertib Niaga 

Fasilitasi Penanganan 
terhadap Pelanggaran 
Atas Ketentuan 
Perlindungan Konsumen 
dan Tertib Niaga 

Fasilitasi Penanganan 
terhadap Pelanggaran 
Atas Ketentuan 
Perlindungan Konsumen 
dan Tertib Niaga 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.03. 
004 

Jumlah Kasus yang 
Ditangani 

Jumlah Kasus yang 
Ditangani 

3 Kasus 3 Kasus 
1.591.238.130 677.141.379 

Program Pengawasan 
dan Pemeriksaan 
Koperasi 

Persentase Koperasi 
Binaan Provinsi yang 
Sehat 

Program Pengawasan 
dan Pemeriksaan 
Koperasi 

Persentase Koperasi 
Binaan Provinsi yang 
Sehat 

2 .17.03 34,55% 35,00% 
1 .200.000.000 812.542.184 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

54% 

Kegiatan Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

Kegiatan Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

Persentase Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi Provinsi 

Persentase Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi Provinsi 

2 .17.03.1.01 0,54 
6 00.000.000 325.550.926 

Jumlah Dokumen Hasil 
Peningkatan 
Akuntabilitas, 
Kepercayaan, 

Tata Kelola Kelembagaan Kepatuhan, 

Jumlah Koperasi yang 
Dilakukan Penguatan 
Tata Kelola Kelembagaan 
Koperasi 

Sub KegiatanPenguatan 10 
kab/Kot 

a 

Sub KegiatanPenguatan 
Tata Kelola Kelembagaan 
Koperasi 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.03.1.01. 
3 

30 unit 
usaha 

30 unit 
usaha 600.000.000 325.550.926 

Koperasi Kesinambungan, dan 
Pemberian Manfaat ke 
Pada Anggota KUKM dan 
Masyarakat 

kegiatan Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang 
Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

kegiatan Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan 
Pinjam Koperasi yang 
Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

Persentase Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi Simpan Pinjam 
Provinsi 

Persentase Pemeriksaan 
dan Pengawasan 
Koperasi Simpan Pinjam 
Provinsi 

2 0 20% 
600.000.000 486.991.258 



  
  

- 60 - 

RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Sub Kegiatan Sub Kegiatan 
Pelaksanaan Jumlah Koperasi yang 

Memenuhi Peraturan 
Perundang-Undangan 
dan Tersedianya 
Koperasi yang Kuat, 
Sehat, Mandiri, Tangguh, 
Serta Akuntabel 

Pelaksanaan 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi 
yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi 
yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

Jumlah Koperasi yang 
Telah Dilakukan 
Pemeriksaan dan 
Pengawasan 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.03.1.02. 
2 

30 unit 
usaha 

30 unit 
usaha 600.000.000 486.991.258 

PROGRAM PROGRAM 
PEMBERDAYAAN DAN 

2.161.846.500 PERLINDUNGAN 
KOPERASI 

PEMBERDAYAAN DAN 
PERLINDUNGAN 
KOPERASI 

Persentase Koperasi 
Modern binaan provinsi 

Persentase Koperasi 
Modern binaan provinsi 

2 

2 

.17.06 0,66 66% 
1.190.169.275 

1.190.169.275 

Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 
Lintas Daerah 

Pemberdayaan dan 
Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 

persentase koperasi 
provinsi yang mengalami 
perkembangan usaha 

persentase koperasi 
provinsi yang mengalami 
perkembangan usaha 

.17.06.1.01 #REF! 61,65% 
2.161.846.500 Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam 
1 (satu) Daerah Provinsi 1 (satu) Daerah Provinsi 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Koperasi dengan 
Keanggotaan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi yang 

Koperasi dengan 
Pemberdayaan Koperasi 
dengan Keanggotaan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

Pemberdayaan Koperasi 
dengan Keanggotaan 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

Keanggotaan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi yang 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.06.1.01. 
9 

11 unit 
usaha 

29 unit 
usaha 1.739.204.500 

422.642.000 

499.996.440 

diberdayakan diberdayakan 

Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang 
Produktif, Bernilai 
Tambah, Memiliki Akses 
Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, 

Peningkatan Jumlah Unit Usaha yang 
Produktif, Bernilai 
Tambah, Memiliki Akses 
Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, 

Produktivitas, Nilai 
Tambah, Akses Pasar, 
Akses Pembiayaan, 
Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, 

Produktivitas, Nilai 
Tambah, Akses Pasar, 
Akses Pembiayaan, 
Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.06.1.01. 
2 

30 unit 
usaha 

30 unit 
usaha 690.172.835 

Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

Program Pemberdayaan 
Usaha Menengah, 
Usaha Kecil, dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

Program Pemberdayaan 
Usaha Menengah, 

2.042.752.000 Usaha Kecil, dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

Persentase UKM yang 
Masuk Pasar Digital 

Persentase UKM yang 
Masuk Pasar Digital 

2 .17.07 10 10% 
5.343.502.674 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Pemberdayaan 
Usaha Kecil yang 

Kegiatan Pemberdayaan 
Usaha Kecil yang 

dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan 
dan Koordinasi Dengan 
Para Pemangku 

dilakukan Melalui 
Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan 
dan Koordinasi Dengan 
Para Pemangku 

Persentase jumlah usaha 
kecil yang bermitra (IKK) 

Persentase jumlah usaha 
kecil yang bermitra (IKK) 

2 .17.07.1.01 7,5 7,50% 
2.042.752.000 5.343.502.674 

Kepentingan Kepentingan 

Sub Kegiatan Sub Kegiatan 
Menumbuhkembangkan 
UMKM Untuk Menjadi 
Usaha yang Tangguh dan 
Mandiri Sehingga Dapat 
Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, 
dan Pengentasan 
Kemiskinan 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 

Jumlah Unit Usaha 
UMKM yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga 
Dapat Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, 
dan Pengentasan 
Kemiskinan (115 UKM ) 

Menumbuhkembangkan 
UMKM Untuk Menjadi 
Usaha yang Tangguh dan 
Mandiri Sehingga Dapat 
Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, 
dan Pengentasan 
Kemiskinan 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 

Jumlah Unit Usaha 
UMKM yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga 
Dapat Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, 
dan Pengentasan 
Kemiskinan 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.07.1.01. 
1 

120 Unit 
Usaha 

kab/Kot 
a 

125UKM 
785.768.500 

406.983.500 

4.252.979.224 

Jumlah SDM yang 
Memahami Pengetahuan kab/Kot 
UKM dan Kewirausahaan 

10 Jumlah SDM yang 
Memahami Pengetahuan kab/Kot 
UKM dan Kewirausahaan 

10 
2 
0 

.17.07.1.01. 
2 

Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM 
Serta Kapasitas dan 

150 Orang Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM 
Serta Kapasitas dan 

120 Orang 
279.265.850 

a a 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kompetensi SDM UMKM 
dan Kewirausahaan 

Kompetensi SDM UMKM 
dan Kewirausahaan 

Jumlah Unit Usaha Kecil 
Terdata 

10 
kab/Kot 

a 

Jumlah Unit Usaha Kecil 
Terdata 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.07.1.01. 
5 

subkegiatan Penyusunan 
Basis Data Usaha Kecil 

subkegiatan Penyusunan 
Basis Data Usaha Kecil 

3500 unit 
usaha 

3500 unit 
500.000.000 

350.000.000 

317.895.600 

493.362.000 

subkegiatan Jumlah Usaha Kecil yang 
Terfasilitasi 

subkegiatan Jumlah Usaha Kecil yang 
Terfasilitasi 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.07.1.01. 
8 

Pendampingan dan 
Bantuan Hukum bagi 
Usaha Kecil 

150 unit 
usaha 

Pendampingan dan 
Bantuan Hukum bagi 
Usaha Kecil 

150 unit 
usaha 

kab/Kot 
a 

Program Pengembangan Jumlah UKM Potensial 
UMKM Ekspor 

Program Pengembangan Jumlah UKM Potensial 
UMKM Ekspor 

2 .17.08 40 UKM 14.094.139.69 
2 

40 UKM 
1.690.263.283 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Pengembangan 
Usaha Kecil Dengan 
Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi 
Usaha Menengah 

Kegiatan Pengembangan 
Usaha Kecil Dengan 

14.094.139.69 Orientasi Peningkatan 
Jumlah UKM yang di 
fasilitasii 

Jumlah UKM yang di 
fasilitasii 

2 .17.08.1.01 455 UKM 455 UKM 
1.690.263.283 

1.390.619.451 

2 Skala Usaha Menjadi 
Usaha Menengah 

Jumlah Unit Usaha 
UMKM yang 
Mendapatkan Fasilitas 
Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, 
Sumber Daya Manusia, 
Serta Desain dan 
Teknologi 

Jumlah Unit Usaha 
UMKM yang 
Mendapatkan Fasilitas 
Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, 
Sumber Daya Manusia, 
Serta Desain dan 
Teknologi 

Sub Kegiatan Produksi 
dan Pengolahan, 
Pemasaran, Sumber 
Daya Manusia, Serta 
Desain dan Teknologi 

Sub Kegiatan Produksi 
dan Pengolahan, 

13.561.090.69 Pemasaran, Sumber 
10 

kab/Kot 
a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.08.1.01. 
1 

40 Unit 
Usaha 

40 UKM 
2 Daya Manusia, Serta 

Desain dan Teknologi 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 

Jumlah Pelaku UMKM 
yang Memahami Literasi 
Hukum (258 UKM ), 
Syarat Peserta UKM yang 
Sudah Punya Hubungan 
Kerja Dengan Pihak Lain 

Pemahaman dan 
Pengetahuan Literasi 
Hukum dan Bantuan 
Penyelesaian Perkara 
Bagi Pelaku UMKM 

10 
kab/Kot 

a 

Pemahaman dan 
Pengetahuan Literasi 
Hukum dan Bantuan 
Penyelesaian Perkara 
Bagi Pelaku UMKM 

Jumlah Pelaku UMKM 
yang Memahami Literasi 
Hukum 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.08.1.01. 
2 

258 UKM 258 Orang 
533.049.000 299.643.832 

Program Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Program Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

2 .17.05 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi yang 
Wilayah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan 

Kegiatan Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi yang 
Wilayah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan 

2 .17.005.1.01 

Peningkatan 
Pemahaman dan 

.17.005.1.01 Pengetahuan 

Peningkatan 
Pemahaman dan 
Pengetahuan 2 

.001 Perkoperasian Serta 
Kapasitas dan 

Perkoperasian Serta 
Kapasitas dan 

Kompetensi SDM 
Koperasi 

Kompetensi SDM 
Koperasi 

Program Stabilisasi 
Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting 

Program Stabilisasi 
Harga Barang 

1.305.500.000 Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting 

Disparitas Harga Barang 
Pokok dan Barang 
Penting (%) 

Disparitas Harga Barang 
Pokok dan Barang 
Penting (%) 

3 .30.04 0,14 14% 
868.676.243 

Persentase kinerja 
realisasi pupuk (IKK 
OUTCOME) 

Persentase kinerja 
realisasi pupuk (IKK 
OUTCOME) 

0,9 90% 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Menjamin 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di 

Kegiatan Menjamin 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di 

persentase laporan 
harga harian melalui 
sistem informasi 

persentase laporan 
harga harian melalui 
sistem informasi 

3 .30.04.1.01 100% 100% 
300.500.000 

165.000.000 

279.404.000 

191.024.000 

kemendag (IKK output ) kemendag (IKK output ) 
Tingkat Daerah Provinsi Tingkat Daerah Provinsi 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di 
Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di 
Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di 
Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di 
Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.04.1.01. 
1 

2400 
laporan 

240 laporan 

48 laporan 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Penting di Tingkat 
Distributor dan Sub 
Distributor 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang 
Penting di Tingkat 
Distributor dan Sub 
Distributor 

Sinkronisasi 10 
kab/Kot 

a 

Sinkronisasi 10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.04.1.01. 
2 

480 
laporan 

Ketersediaan Barang 
Penting Pokok di Tingkat 
Distributor dan Sub 
Distributor 

Ketersediaan Barang 
Penting Pokok di Tingkat 
Distributor dan Sub 
Distributor 

135.500.000 88.380.000 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Pengendalian 
Harga, Informasi 
Ketersediaan Stok 

Kegiatan Pengendalian 
Harga, Informasi 
Ketersediaan Stok 

Barang Kebutuhan Pokok Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting Pada persentase stabilitas dan Barang Penting Pada persentase stabilitas 

3 .30.04.1.02 Pelaku Usaha Distribusi 
Barang Lintas 

komoditi bapokting yang 
di pantau 

80 Pelaku Usaha Distribusi 
Barang Lintas 

komoditi bapokting yang 
di pantau 

80% 
7 55.000.000 519.642.443 

Kabupaten/Kota yang 
Terintegrasi Dalam 
Sistem Informasi 

Kabupaten/Kota yang 
Terintegrasi Dalam 
Sistem Informasi 

Perdagangan Perdagangan 

Sub Kegiatan Jumlah Laporan Sub Kegiatan Jumlah Laporan 
Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang 
Lintas Kabupaten/Kota 

Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting Pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang 
Lintas Kabupaten/Kota 

Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang 
Lintas Kabupaten/Kota 

Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting Pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang 
Lintas Kabupaten/Kota 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.04.1.02. 
1 

15 lap 12 laporan 
465.000.000 38.478.878 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Laporan Jumlah Laporan 
Sub Kegiatan Operasi 
Pasar Dalam Rangka 
Stabilisasi Harga Pangan 
Pokok yang Dampaknya 
Beberapa Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan Operasi 
Pasar Dalam Rangka 
Stabilisasi Harga Pangan 
Pokok yang Dampaknya 
Beberapa Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Pelaksanaan Operasi 
Pasar Dalam Rangka 
Stabilisasi Harga Pangan 
Pokok yang Dampaknya 
Beberapa Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Pelaksanaan Operasi 
Pasar Dalam Rangka 
Stabilisasi Harga Pangan 
Pokok yang Dampaknya 
Beberapa Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.04.1.02. 
2 

15 lap 15 laporan 
290.000.000 481.163.565 

kegiatan Pengawasan 
Pupuk dan Pestisida 
Tingkat DaerahProvinsi 
dalam Melakukan 
Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran 
dan Penggunaan Pupuk 
Bersubsidi di Wilayah 
Kerjanya 

Jumlah Laporan 
Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida Tingkat 
DaerahProvinsi dalam 
Melakukan Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran 
dan Penggunaan Pupuk 
Bersubsidi di Wilayah 
Kerjanya 

kegiatan Pengawasan 
Pupuk dan Pestisida 
Tingkat DaerahProvinsi 
dalam Melakukan 
Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran 
dan Penggunaan Pupuk 
Bersubsidi di Wilayah 
Kerjanya 

Jumlah Laporan 
Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida Tingkat 
DaerahProvinsi dalam 
Melakukan Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran 
dan Penggunaan Pupuk 
Bersubsidi di Wilayah 
Kerjanya 

3 .30.04.1.03 10 laporan 

5 laporan 

10 laporan 

5 laporan 

2 50.000.000 69.629.800 

36.319.600 

Jumlah Laporan Jumlah Laporan 
pengawasan penyaluran 
dan pengunaan pupuk 
bersubsidi (pkpb) 

Pengawasan Penyaluran 
danPenggunaan Pupuk 
Bersubsidi dengan 
RealisasiMinimal 90% 

10 
kab/Kot 

a 

pengawasan penyaluran 
dan pengunaan pupuk 
bersubsidi (pkpb) 

Pengawasan Penyaluran 
danPenggunaan Pupuk 
Bersubsidi dengan 
RealisasiMinimal 90% 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.04.1.03. 
3 200.000.000 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pupuk Bersubsidi dan 
Pestisida 

Jumlah Laporan 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pupuk Bersubsidi dan 
Pestisida 

koordinasi dan koordinasi dan 
10 

kab/Kot 
a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.04.1.03. 
4 

sinkronisasi pengawasan 
pupuk bersubsidi dan 
pestisida (pkpb) 

sinkronisasi pengawasan 
pupuk bersubsidi dan 
pestisida (pkpb) 

5 laporan 5 laporan 
50.000.000 33.310.200 

Persentase Persentase 
Program Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Program Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Terbentuknya Food 
Station / Pusat 
Distribusi Pangan 

Terbentuknya Food 
Station / Pusat 
Distribusi Pangan 

3 

3 

.30.03 50 50% 

7 kegiatan 

3 unit 

800.000.000 

800.000.000 

800.000.000 

1.199.856.800 

1.199.856.800 

1.199.856.800 

Kegiatan Pembangunan 
dan Pengelolaan Pusat 
Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi 
Serta Pasar Lelang 

Kegiatan Pembangunan 
dan Pengelolaan Pusat 
Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi 
Serta Pasar Lelang 

jumlah kegiatan fasilitasi 
pembentukan Food 
Station ( rapat, 

jumlah kegiatan fasilitasi 
pembentukan Food 
Station ( rapat, 

.30.03.101 7 kegiatan 

3 unit 

koordinasi , FGD ) koordinasi , FGD ) 
Komoditas Komoditas 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Pusat Distribusi Regional 
dan Pusat Distribusi 
Provinsi 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Sarana dan Prasarana 
Pusat Distribusi Regional 
dan Pusat Distribusi 
Provinsi 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pusat 
Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pusat 
Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

3 
1 

.30.03.101.0 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Program Penunjang 
36.993.138.42 Urusan Pemerintahan 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

2 .17.01 88,8 

100 

29 

88,8 Indeks 
8 Daerah Provinsi 

5 7.234.468.39 
7 Persentase keluhan 

pengguna layanan yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran yg 
ditetapkan tepat waktu 

Persentase keluhan 
pengguna layanan yang 
ditindaklanjuti 

Jumlah dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran yg 
ditetapkan tepat waktu 

100% 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan 

1.645.292.418 Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

29 
Dokumen 

2 .17.01.1.01 
1.606.735.966 

661.378.966 

Sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

10 
kab/Kot 

a 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.01. 
1 

6 

5 

6 Dokumen 

2 Dokumen 

768.301.496 

155.925.000 

Jumlah Dokumen RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Jumlah Dokumen RKA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan 
Dokumen RKA SKPD 

10 
kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan 
Dokumen RKA SKPD 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.01. 
2 152.884.000 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Dokumen DPA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

Jumlah Dokumen DPA- 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan DPA- 
SKPD 

10 
kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan DPA- 
SKPD 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.01. 
4 

4 2 Dokumen 
68.722.500 64.884.000 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 
dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.01. 
6 

11 

3 

11 Laporan 

2 Laporan 

468.698.423 

183.645.000 

593.661.000 

133.928.000 

Sub Kegiatan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

10 
kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat 
Daerah 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.01. 
7 

Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

jumlah Dokumen 
administrasi keuangan 
tiap tahun 

Kegiatan Administrasi 
17.048.580.35 Keuangan Perangkat 

jumlah Dokumen 
administrasi keuangan 
tiap tahun 

7 5 
2 .17.01.1.02 75 Dok 33.147.981.82 

3 
Dokumen 

0 Daerah 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota 
Samari 

nda 

Sub Kegiatan 
16.071.100.35 Penyediaan Gaji dan 

Jumlah Orang yang 
Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.02. 
1 

75 orang / 
Bulan 

75 orang 32.076.281.74 
9 0 tunjangan ASN 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kota 
Samari 

nda 

Sub Kegiatan 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Sub Kegiatan 
Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.02. 
2 

12 dok 12 dokumen 
398.360.000 

15.000.000 

648.840.000 

102.229.667 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.02. 
3 

4 

2 

4 Dokuemn 

2 Laporan 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi 
dan Penyusunan Laporan SKPD dan Laporan Hasil 

215.200.000 Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.02. 
5 

kab/Kot 
a 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

249.087.303 

1.790.000 

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 
dan Tindak Lanjut 

Sub Kegiatan 
Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 
dan Tindak Lanjut 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.02. 
6 

Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

kab/Kot 
a 

3 1 Dokumen 
223.520.000 

Pemeriksaan Pemeriksaan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Se 

Jumlah Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Se Sub Kegiatan Koordinasi Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Penyusunan Laporan mesteran SKPD dan 10 
kab/Kot 

a 

dan Penyusunan Laporan mesteran SKPD dan 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.02. 
7 

Keuangan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 

14 Keuangan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan 

14 Laporan 
75.400.000 1.750.000 

Bulanan/Triwulanan/Se 
mesteran SKPD 

Bulanan/Triwulanan/Se 
mesteran SKPD 

Bulanan/Triwulanan/Se 
mesteran SKPD 

Bulanan/Triwulanan/Se 
mesteran SKPD 

Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran 

Sub Kegiatan 
Penyusunan Pelaporan 

50.000.000 dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.02. 
8 

Penyusunan Pelaporan 
dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

kab/Kot 
a 

2 2 Dokumen 
68.003.104 

157.395.925 

jumlah Dokumen 
Administrasi barang 
milik daerah (SIMDA 
BARANG, SIKAP , 
RKMBD , daftar 
pemeliharaan , laporan 
rekonsilisasi barang (2) 
dan laporan 

Kegiatan Administrasi 
Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi 
Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen 
Administrasi barang 
milik daerah 

1 8 
2 .17.01.1.03 18 

2 45.800.000 Dokumen 

penatausahaan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

SubKegiatan SubKegiatan 
Penyusunan Jumlah Rencana 

Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Penyusunan Jumlah Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD 

2 
0 

.17.01.1.03. 
1 

Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

Subkegiatan 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

1 Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah 
SKPD 

Subkegiatan 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

4Dokumen 
50.000.000 

50.000.000 

67.200.000 

33.156.000 

49.942.000 

12.577.925 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 

2 
0 

.17.01.1.03. 
2 

1 

4 

1 Dokumen 

4 Laporan 

Subkegiatan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Subkegiatan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah 
pada SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.03. 
5 

Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Subkegiatan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

Subkegiatan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.03. 
6 

16 

2 

4 Laporan 
15.000.000 

63.600.000 

14.500.000 

47.220.000 

SubKegiatan 
Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

SubKegiatan 
Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.03. 
7 

2 Dokumen 

Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah SDM Aparatur 
yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah SDM Aparatur 
yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

2 .17.01.1.05 189 189 Orang 
2 .413.879.000 2.181.499.550 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Subkegiatan Subkegiatan 
peningkatan Sarana dan 

63.600.000 Prasarana Disiplin 
Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

10 
kab/Kot 

a 

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.05. 
1 

peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin 
Pegawai 

4 7 Unit 
36.400.000 

502.055.342 

499.809.800 

subkegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

subkegiatan pendataan 
dan Pengolahan 
Administrasi 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 

10 
kab/Kot 

a 

subkegiatan Pengadaan 
Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

subkegiatan pendataan 
dan Pengolahan 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.05. 
2 

3 

3 

3 Paket 
350.709.000 

1 0 10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.05. 
3 

kab/Kot 
a 

4 Dokumen 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

1.056.450.000 Administrasi 
Kepegawaian 

Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

subkegiatan Koordinasi 
dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

10 
kab/Kot 

a 

subkegiatan Koordinasi 
dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.05. 
4 

4 

4 

4 Dokumen 

2 Dokumen 

35 Orang 

61.200.000 

219.840.000 

662.080.000 

25.642.808 

159.899.600 

957.692.000 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja 
Pegawai 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

subkegiatan Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

10 
kab/Kot 

a 

subkegiatan Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.05. 
5 

subkegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

subkegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi 

10 
kab/Kot 

a 

10 
kab/Kot 

a 

2 
0 

.17.01.1.05. 
9 

35 

Pelatihan Pelatihan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi Kegiatan Administrasi 
3.196.391.800 Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 12 
Dokumen 

2 .17.01.1.06 12 
4.202.010.340 

73.430.398 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

subkegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

subkegiatan Penyediaan 
Komponen Instalasi 

50.020.000 Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
1 

10 14 Paket 

subkegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Kota 
Samari 

nda 

subkegiatan Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
2 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

4 

4 

Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

16 Paket 

2 Paket 

4 paket 

5 Paket 

171.957.400 

20.000.000 

314.562.600 

643.546.400 

1.135.403.630 

4.675.130 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
3 

subkegiatan Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

subkegiatan Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
4 

subkegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

subkegiatan Penyediaan 
Bahan Logistik Kantor 

5 
1.693.963.833 

238.099.000 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

subkegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samari 

nda 

subkegiatan Penyediaan 
Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
5 

12 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

subkegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- 
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

subkegiatan Penyediaan 
Bahan Bacaan dan 

23.270.400 Peraturan Perundang- 
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
6 

12 
Dokumen 

12 
23.270.400 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
8 

subkegiatan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

subkegiatan Fasilitasi 
59.410.000 Kunjungan Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

5 

12 

4 

3 Laporan 

3 Laporan 

2 Dokumen 

122.881.800 

742.739.600 

133.626.840 

subkegiatan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

subkegiatan 
Penyelenggaraan Rapat 

1.813.625.000 Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
9 

Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 

subkegiatan 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

subkegiatan 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

2 
1 

.17.01.1.06. 
0 50.000.000 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

subkegiatan Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

subkegiatan Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

50.000.000 Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

2 
1 

.17.01.1.06. 
1 

1 3 Dokumen 
33.919.709 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

4.601.496.000 Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

2 .17.01.1.07 100 100 Unit 
7.649.924.112 

889.962.000 

subkegiatan Pengadaan 
Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 

subkegiatan Pengadaan 
Kendaraan Dinas 

2.262.440.000 Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
2 

6 2 Unit 

Disediakan Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
5 

subkegiatan Pengadaan 
Mebel 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

subkegiatan Pengadaan 
2.000.000.000 Mebel 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

3 

4 

4 

0 

3 Paket 

7 Unit 

4 Unit 

1 Unit 

420.769.965 

120.643.907 

488.528.000 

2.287.265.720 

subkegiatan Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

subkegiatan Pengadaan 
Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
6 150.000.000 

50.000.000 

500.000 

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
8 

subkegiatan Pengadaan 
Aset Tak Berwujud 

subkegiatan Pengadaan 
Aset Tak Berwujud 

subkegiatan Pengadaan 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

subkegiatan Pengadaan 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
9 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

subkegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

subkegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
1 

.17.01.1.07. 
0 

1 20 Unit 
89.056.000 

49.500.000 

3.126.166.520 

316.588.000 

subkegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

subkegiatan Pengadaan 
Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
1 

.17.01.1.07. 
1 

1 1 Unit 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

2 .17.01.1.08 12 

12 

12 Kegaiatn 

12 Laporan 

5 .013.644.460 

4.722.300 

5.379.581.800 

39.885.000 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
1 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Jasa Komunikasi, Sumber Komunikasi, Sumber 
Subkegiatan Penyediaan Kota 

Samari 
nda 

Subkegiatan Penyediaan Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
2 

36 36 Laporan 
1.139.400.000 1.592.230.000 

Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
4 

12 12 Laporan 
3.869.522.160 3.747.466.800 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 

2.828.054.400 Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah sarana dan 
prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

Jumlah sarana dan 
prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

2 .17.01.1.09 200 200 Unit 

2 Unit 

2.909.338.881 

43.986.900 

Pemerintahan Daerah 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Kota 
Samari 

nda 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
1 

8 
40.000.000 

Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Subkegiatan Penyediaan 
Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional atau 
Pemeliharaan, Pajak dan 

Jumlah Kendaraan Dinas 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
2 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

16 24 Unit 
437.340.400 Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 
Lapangan 

380.546.565 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Subkegiatan 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

Subkegiatan 
Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
6 

105 416 Unit 
188.960.000 258.024.916 

Subkegiatan 
Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya 

Kota 
Samari 

nda 

Subkegiatan 
Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
7 

Jumlah Aset Tetap 
Lainnya yang Dipelihara 

Jumlah Aset Tetap 
Lainnya yang Dipelihara 

103 

1 

2 Unit 

5 Unit 

171.500.000 

49.920.000 

52.730.000 

88.800.000 

Subkegiatan 
Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Aset Tak 
Berwujud yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

Subkegiatan 
Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Aset Tak 
Berwujud yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
8 

Subkegiatan Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 

Subkegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilita 

1.335.600.000 si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
9 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

10 

3 

10 Unit 

3 Unit 

1 Ha 

1.848.418.000 
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor 
atau Bangunan Lainnya 
yang 

Subkegiatan Subkegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilita 
si Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
1 

.17.01.1.09. 
0 511.438.000 

93.296.000 

236.832.500 

Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi 

Luas Tanah yang 
Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilita 
si 

Luas Tanah yang 
Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilita 
si 

Subkegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilita 
si Tanah 

Kota 
Samari 

nda 

Subkegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilita 
si Tanah 

Kota 
Samari 

nda 

2 
1 

.17.01.1.09. 
2 

1 
- 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) 

74 

(7) (8) (10) 

74% 

Program Standarisasi 
dan Perlindungan 
Konsumen 

Persentase komoditi 
potensial yang sesuai 
dengan ketentuan 

Program Standarisasi 
dan Perlindungan 

Persentase komoditi 
potensial yang sesuai 
dengan ketentuan 

3 

3 

.30.06 
1.619.710.000 Konsumen 

(UPTD.BPSMB) 
1.214.817.780 

(UPTD.BPSMB) berlaku (IKK outcome) berlaku (IKK outcome) 

mutu pelayanan BPSMB (A) 83 % 

2% 

mutu pelayanan BPSMB (A) 83 % 

≤ 
Kegiatan Pelaksanaan 
Pengujian dan Sertifikasi 
Mutu Produk di Seluruh 
Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan Pelaksanaan 
Pengujian dan Sertifikasi 

≤ 2% 
(Pengujian 

jumlah keluhan 
pelanggan 

jumlah keluhan 
pelanggan 

(Pengujian ) 
dan ≤ 0,5% 
(kalibrasi ) 

.30.06.1.02 ) dan ≤ 
1.619.710.000 Mutu Produk di Seluruh 

Daerah Kabupaten/Kota 
1.214.817.780 

0 ,5% 
(kalibrasi ) 

jumlah laporan mutu 
akriditasi 

jumlah IKM yang 
mendapatkan 

jumlah laporan mutu 
akriditasi 

jumlah IKM yang 
mendapatkan 

1 2 12 Laporan 

12 IKM 12 
pendampingan GMP pendampingan GMP 

persentase capaian 
penerbitan sertifikat 
layanan 

persentase capaian 
penerbitan sertifikat 
layanan 

100 100% 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

1 0 Sub Kegiatan 
Pemantauan Mutu 
Produk 

10 
Kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.02. 
6 

Sub Kegiatan Verifikasi 
Mutu Produk 

Jumlah Komoditi 
Potensial yang Dipantau 

Jumlah produk potensial 
yang dipantau 

Kab/Kot 
a 

6 6 Produk 
123.800.000 

353.000.000 

57.087.600 

Jumlah 
Sub Kegiatan 
Pengembangan Layanan 
Pengujian 

10 
Kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan 
Pengembangan Layanan 
Pengujian 

10 
3 
0 

.30.06.1.02. 
5 

Jumlah Dokumen Hasil 
Pengujian Mutu Barang 

Laporan/Sertifikat 
Pengujian Mutu Barang 
yang Diterbitkan 

180 Kab/Kot 180 Laporan 
a 

255.078.670 

Sub Kegiatan 
Sub Kegiatan 
Pengembangan Layanan 
Sertifikasi 

10 
Kab/Kot 

a 

Jumlah Sertifikat 
Produk/person/sertifikat 
Inspeksi yang Diterbitkan 

10 
Kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.02. 
7 

Jumlah Sertifikat Produk 
yang Diterbitkan 

Pengembangan Layanan 
Sertifikasi/Lembaga 
Inspeksi 

1 1 Sertifikat 
414.310.000 

728.600.000 

294.747.708 

607.903.802 

Sub Kegiatan 
Pengembangan Layanan 
Kalibrasi 

Jumlah Sertifikat 
Kalibrasi yang 
Diterbitkan 

10 
Kab/Kot 

a 

Sub Kegiatan 
Pengembangan Layanan 
Kalibrasi 

Jumlah Sertifikat 
Kalibrasi yang 
Diterbitkan 

10 
Kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.06.1.02. 
4 

2600 
Sertifikat 

2600 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

3 .30.01 88,8 

90 

88,8 Indeks 

100% 

3.680.290.000 

Persentase keluhan 
pengguna layanan yang 
ditindaklanjuti 

Persentase keluhan 
pengguna layanan yang 
ditindaklanjuti 

2.811.727.433 

9 0 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

jumlah Dokumen 
administrasi keuangan 
tiap tahun 

jumlah Dokumen 
administrasi keuangan 
tiap tahun 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

13 
Dokumen 

3 .30.01.1.02 13 
97.540.000 

97.540.000 

84.120.000 

84.120.000 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

10 
Kab/Kot 

a 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

10 
Kab/Kot 

a 

3 
0 

.30.01.1.02. 
2 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 
Dokumen 

13 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah SDM Aparatur 
yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah SDM Aparatur 
yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

3 .30.01.1.05 20 

1 

20 Orang 

0 Paket 

2 27.000.000 194.050.000 

- 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Kota 
Samari 

nda 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.05. 
2 27.000.000 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan 
Fungsi 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan 
Fungsi 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.05. 
9 

20 20 Orang 
200.000.000 194.050.000 

Pelatihan Pelatihan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Administrasi Umum 
624.327.632 Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

3 .30.01.1.06 7 7 Dokumen 
1.280.841.575 

12.226.640 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 

12.000.000 Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
1 

10 10 Paket 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
2 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

4 6 Paket 
61.000.000 

58.200.000 

513.528.578 

262.197.701 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
4 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

24 24 Paket 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
5 

11 

12 

9 Paket 
46.581.200 

2.346.432 

44.213.856 

2.344.800 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
6 

12 
Dokumen 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
8 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

4 4 Laporan 
19.200.000 5.200.000 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.06. 
9 

14 14 Laporan 

5 Dokumen 

425.000.000 441.130.000 
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 

jumlah Dokumen 
Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat 
Daerah 

jumlah Dokumen 
Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat 
Daerah 

Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 

Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 

3 .30.01.1.04 5 
100.000.000 90.582.106 

Jumlah Dokumen 
Rencana Pengelolaan 
Retribusi 

Perencanaan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Perencanaan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Rencana Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.04. 
1 

12 
Dokumen 

12 

12 

12 

20.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

17.400.000 

17.400.000 

Daerah 

Pendataan dan 
Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. 
Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Pendataan dan 
Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. 
Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.04. 
4 

12 
Dokumen 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.04. 
5 

Pengolahan Data 
Retribusi Daerah 

Pengolahan Data 
20.000.000 Retribusi Daerah 

12 Laporan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Pelaporan Data Retribusi 
Daerah 

Pelaporan Data Retribusi 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Dokumen 
Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.04. 
6 

Penetapan Wajib 
Retribusi Daerah 

Penetapan Wajib 
20.000.000 Retribusi Daerah 

12 
Dokumen 

12 
17.400.000 

18.382.106 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.04. 
7 

Pelaporan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Pelaporan Pengelolaan 
20.000.000 Retribusi Daerah 

12 12 Laporan 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Daerah Penunjang 
580.000.000 Urusan Pemerintah 

Daerah 

3 .30.01.1.07 11 11 Unit 
121.723.160 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan yang 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Samari 

nda 

Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.07. 
1 

1 0 Unit 
500.000.000 

80.000.000 

- 
Disediakan Disediakan 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.07. 
6 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

10 10 Unit 
121.723.160 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

3 .30.01.1.08 38 38 Kegiatan 
1 .773.022.368 

11.000.000 

768.262.292 

11.035.796 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.08. 
1 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

12 

14 

12 Laporan 

14 Laporan 

Jumlah Laporan Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.08. 
2 198.450.000 186.168.000 

571.058.496 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.08. 
4 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Penyediaan Jasa 
1.563.572.368 Pelayanan Umum Kantor 

12 12 Laporan 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

278.400.000 Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah sarana dan 
prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

Jumlah sarana dan 
prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

3 .30.01.1.09 58 58 Unit 
272.148.300 

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.09. 
1 

4 4 Unit 
82.500.000 77.012.000 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.09. 
6 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

50 50 Unit 
148.500.000 148.257.100 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

3 
0 

.30.01.1.09. 
9 

4 1 Unit 
47.400.000 46.879.200 

Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi 

TOTAL BPSMB TOTAL BPSMB 
5 .300.000.000 4.026.545.213 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Persentase koperasi dan 
UKM yang mengikuti 
pelatihan 

Persentase koperasi dan 
UKM yang mengikuti 
pelatihan 

Program Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Program Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

2 .17.05 5,0% 4,97% 
1.850.000.000 1.935.637.985 

Jumlah Koperasi dan 
ukm yang Mengikuti 
Pelatihan 

Jumlah Koperasi dan 
ukm yang Mengikuti 
Pelatihan 

Kegiatan Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi yang 
Wilayah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Kegiatan Pendidikan dan 
Latihan Perkoperasian 

Bagi Koperasi yang 
Wilayah Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

260 
Koperasi 

1400 orang 
1.850.000.000 1.935.637.985 

2 .17.05.1.01 

Jumlah UKM yang 
Mengikuti Pelatihan 

Jumlah UKM yang 
Mengikuti Pelatihan 

480 UKM 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 

Sub Kegiatan 
Peningkatan 
Pemahaman dan 
Pengetahuan 

Pemahaman dan 
Pengetahuan 
Perkoperasian Serta 
Kapasitas dan 
Kompetensi SDM 
Koperasi 

Jumlah SDM yang 
Memahami Pengetahuan kab/kot 1400 orang 
Perkoperasian 

10 Jumlah SDM yang 
Memahami Pengetahuan kab/kot 
Perkoperasian 

10 
2 
0 

.17.05.1.01. 
1 

740 Orang 
1.850.000.000 Perkoperasian Serta 

Kapasitas dan 
1.935.637.985 

a a 

Kompetensi SDM 
Koperasi 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Program Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

2 .17.01 88,8 88,8 Indeks 
3.750.000.000 

Persentase keluhan 
pengguna layanan yang 
ditindaklanjuti 

Persentase keluhan 
pengguna layanan yang 
ditindaklanjuti 

3.890.632.126 

90 100% 

jumlah Dokumen 
administrasi keuangan 
tiap tahun 

jumlah Dokumen 
administrasi keuangan 
tiap tahun 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

12 
Dokumen 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

12 
Dokumen 

2 .17.01.1.02 
93.000.000 

93.000.000 

87.960.000 

87.960.000 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.02. 
1 

12 
Dokumen 

12 bulan 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah SDM Aparatur 
yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Jumlah SDM Aparatur 
yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

2 .17.01.1.05 20 orang 

1 

20 orang 

0 Paket 

1 55.000.000 89.796.000 

- 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Kota 
Samari 

nda 

Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.05. 
2 65.000.000 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

Jumlah Pegawai 
Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan 
Fungsi 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan 
Fungsi 

Kota 
Samari 

nda 

Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.05. 
9 

12 12 Orang 
90.000.000 89.796.000 

Pelatihan Pelatihan 

Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Administrasi Umum 
529.000.000 Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

12 
Dokumen 

2 .17.01.1.06 12 Dok 

12 

579.380.505 

25.991.517 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Penyediaan Komponen 
Instalasi 
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
1 

10 Paket 
26.000.000 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
2 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

75 

12 

7 Paket 
75.000.000 

35.000.000 

89.707.837 

61.027.747 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
3 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

12 Paket 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
4 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

12 15 Paket 
27.000.000 39.797.942 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan yang 
Disediakan 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Barang 
Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
5 

12 

30 

4 Paket 
43.900.000 43.899.900 

yang Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
9 

30 Laporan 
210.000.000 209.927.850 

Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

Jumlah Dokumen Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 
yang Disediakan 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
6 

12 
Dokumen 

12 

24 

2.100.000 2.100.000 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.06. 
7 

Penyediaan 
Bahan/Material 

Penyediaan 
Bahan/Material 

24 Paket 
110.000.000 106.927.712 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

jumlah Dokumen 
Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat 
Daerah 

jumlah Dokumen 
Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat 
Daerah 

Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 

Administrasi Pendapatan 
Daerah Kewenangan 
Perangkat Daerah 

2 .17.01.1.04 5 5 Dokumen 
100.000.000 79.966.947 

Jumlah Dokumen 
Rencana Pengelolaan 
Retribusi 

Perencanaan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Perencanaan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Dokumen 
Rencana Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.04. 
1 

12 
Dokumen 

12 

12 

12 

20.000.000 

20.000.000 

11.621.021 

19.999.594 

8.433.696 

Daerah 

Pendataan dan 
Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. 
Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan 
Pelaporan Data Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Pendataan dan 
Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. 
Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Jumlah Laporan Hasil 
Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan 
Pelaporan Data Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.04. 
4 

12 
Dokumen 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.04. 
5 

Pengolahan Data 
Retribusi Daerah 

Pengolahan Data 
20.000.000 Retribusi Daerah 

12 Laporan 

Jumlah Dokumen 
Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Dokumen 
Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.04. 
6 

Penetapan Wajib 
Retribusi Daerah 

Penetapan Wajib 
20.000.000 Retribusi Daerah 

12 
Dokumen 

12 

12 

19.920.000 

19.992.636 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Laporan 
Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.04. 
7 

Pelaporan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Pelaporan Pengelolaan 
20.000.000 Retribusi Daerah 

12 Laporan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang 

452.000.000 Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Barang Milik 
Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

2 .17.01.1.07 12 unit 12 unit 
415.131.106 

97.417.390 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
5 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

Jumlah Paket Mebel 
yang Disediakan 

Pengadaan Mebel 1 

7 

Pengadaan Mebel 2 Paket 

85 Unit 

152.000.000 

300.000.000 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Unit Peralatan 
dan Mesin Lainnya yang 
Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.07. 
6 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 317.713.716 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

2 .17.01.1.08 12 keg 

60 

12 keg 
1 .636.000.000 

6.000.000 

1.143.804.200 

5.980.200 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
1 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

60 laporan 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Jumlah Laporan Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
2 

12 12 Laporan 
230.000.000 

50.000.000 

225.501.600 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 
yang Disediakan 

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 
Pelayanan 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
3 

12 

12 

12 Laporan 

12 Laporan 

9.922.400 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.08. 
4 

Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Penyediaan Jasa 
1.350.000.000 Pelayanan Umum Kantor 902.400.000 

Umum Kantor yang 
Disediakan 

Umum Kantor yang 
Disediakan 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

785.000.000 Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah sarana dan 
prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

Jumlah sarana dan 
prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

2 .17.01.1.09 18 unit 18 unit 
1.494.593.368 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 
Jumlah Kendaraan Jumlah Kendaraan 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Kota 
Samari 

nda 

Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
1 

1 Unit 1 Unit 
17.000.000 

34.000.000 

10.203.000 

33.987.300 

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya 

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau 
Lapangan yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan 
Perizinannya 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau 
Lapangan 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
2 

2 Unit 2 Unit 

Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa 
Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Perizinannya 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan 
Dibayarkan Perizinannya 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
3 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Alat Besar 

Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 
Perizinan Alat Besar 

15 Unit 15 Unit 

12 Unit 

27.000.000 

37.000.000 

9.040.000 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
6 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

12 Bulan 
70.750.000 
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RANCANGAN AWAL RKPD 2025 ANALISIS KEBUTUHAN 

Rencana Tahun 2025 

target 

Rencana Tahun 2025 

target 

CATAT 
AN 

PENTI 
NG 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

URUSAN / BIDANG 
URUSAN / PROGRAM / 

KEGIATAN / SUB 
KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / 
KODE KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

Lokasi 

(9) 

(Rp) 

(11) (1) (2) (3) (5) (7) (8) (10) 

Kota 
Samari 

nda 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
7 

Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap 
12 Bulan 1 Unit 

Lainnya Lainnya yang Dipelihara 420.000.000 Lainnya Lainnya yang Dipelihara 14.620.000 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 

Jumlah Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 
yang 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samari 

nda 

Pemeliharaan/Rehabilita 
si Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samari 

nda 

2 
0 

.17.01.1.09. 
9 

1 Paket 1 Unit 
250.000.000 1.355.993.068 

Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi 

TOTAL USULAN PAGU 
PELKOP 

TOTAL USULAN PAGU 
PELKOP 5.600.000.000 5.826.270.111 

Tota Rancangan Pagu Dinas dan UPTD 95.900.000.00 
0 

Tota Rancangan Pagu Dinas dan UPTD 100.134.458.0 
00 
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan 

sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan 

pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan 

perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas 

(bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan 

desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi- 

asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah 

kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan 

informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan 

dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang 

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk 

selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan 

dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 

Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai 

dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. 

Penelahan usulan pemangku kepentingan sebagai berikut : 

1 . Optimalisasi peran provinsi sebagai wakil pemerintah pusat 

dalam hal kordinasi, integrasi, sinkronisasi serta 

perencanaan pembangunan. 

2 . Peningkatan SDM dan Pendapatan UKM dan Koperasi 

provinsi Kalimantan Timur . 

Berikut hasil dari Forum Perangkat Daerah yang merangkum 

usulan Dinas Perindagkop Kabupaten/Kota : 
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Tabel 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Program Perencanaan dan Pembangunan 
Industri 

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non 
Migas dan Non Batubara (%) 

3 .31.02 5,56% 

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan 
Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 
Provinsi 

Jumlah pelaksanaan rencana 
pembangunan industri provinsi (Dok) 

3 

3 

.31.02.1.01 5 Dokumen 

1 Dokumen 
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri Provinsi 

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan 
Industri 

.31.02.1.01.01 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan, Pengembangan, Penyebaran 
dan Perwilayahan Industri 

3 .31.02.1.01.02 1 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya 
Industri 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber Daya Industri 

3 

3 

.31.02.1.01.03 

.31.02.1.01.04 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

1 Dokumen 

Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Industri 

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Industri 

1 Dokumen 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 
Masyarakat 

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 
Peran Serta Masyarakat 

3 

3 

.31.02.1.01.05 

.31.02.1.01.06 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

4 Dokumen 

1 Dokumen 
Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri Rencana Pembangunan Industri 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Data dan informasi dalam rangka evaluasi 
3 

3 

.31.02.1.01.0007 

.31.02.1.01.0008 

dalam rangka Evaluasi Percepatan 
Penyebaran dan Perwilayahan Industri 

percepatan penyabaran dan perwilayahan 10 kab/Kota 
industri 

1 Laporan 

Sub Kegiatan Rekomendasi Kebijakan 
Daerah dalam rangka Percepatan 
Penyebaran dan Perwilayahan Industri 

Jumlah rekomendasi kebijakan daerah 
dalam rangka percepatan penyebaran dan 10 kab/Kota 
perwilayahan industri 

0 rekomendasi 

Jumlah rekomendasi kebutuhan 
pengembangan infrastruktur dalam 
rangka percepatan penyebaran dan 
perwilayahan industri 

Sub Kegiatan Rekomendasi Kebutuhan 
Infrastruktur dalam rangka Percepatan 
Penyebaran dan Perwilayahan Industri 

3 

3 

.31.02.1.01.0009 

.31.03 

10 kab/Kota 0 rekomendasi 

Persentase Pengendalian Periijinan 
Berusaha Sektor Industri 

Program Pengendalian Izin Usaha Industri 10% 



  
  

- 96 - 

Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), 
Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin 
Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin 
Perluasan Kawasan Industri (IPKI) 
Kewenangan Provinsi 

Presentase jumlah hasil pemantauan (IKK 
ouput) 

3 .31.03.1.01 25,5% 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi 
Teknis Pemenuhan Kesesuaian 
Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha 
Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 

Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha 
Kewenangan Provinsi Dalam Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas) yang 
Terintegrasi Dengan Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi 
dan Tinggi, Melalui SIINas yang 3 .31.03.1.01.01 10 kab/Kota 3 Dokumen 
Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) 
Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan 
Industri Menengah yang Lokasinya Lintas 
Kabupaten/Kota, 3) Kawasan Industri, dan 
Perizinan Perluasan Kawasan Industri 
yang Merupakan PMDN yang Berlokasi 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(Satu) Provinsi 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di 
Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan 
Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha 10 kab/Kota 
Industri, Perizinan Kawasan Industri dan 
Perizinan Perluasan Kawasan Industri 
Kewenangan Provinsi 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Perizinan di Bidang Industri 
Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI 
Kewenangan Provinsi 

3 .31.03.1.01.02 2 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan terhadap 
Perizinan Berusaha industri dengan skala 
usaha 
Industri Kecil dan Industri Menengah yang 
lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri 
Besar sepanjang merupakan Penanaman 
Modal Dalam Negeri dan selain bidang 
usaha tertentu yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha 
sektor perindustrian yang menjadi 
kewenangan Provinsi 

3 .31.03.1.01.03 2 Dokumen 
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Jumlah dokumen Laporan Verifikasi 
pemenuhan persyaratan/standar kegiatan 
usaha sektor perindustrian dalam rangka 
penerbitan perizinan berusaha berbasis 
risiko untuk bidang usaha sektor 
perindustrian dengan tingkat risiko usaha 
Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui 
SIINas yang terintegrasi dengan Sistem 
OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal 
Dalam 
Negeri (PMDN) dengan skala usaha 
Industri Besar, selain bidang usaha 
tertentu yang menjadi kewenangan 
pemerintah 
pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) dengan skala usaha 
Industri Kecil dan Industri Menengah pada 
1 

Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan 
persyaratan/standar kegiatan usaha sektor 
perindustrian dalam rangka penerbitan 
perizinan berusaha 
berbasis risiko melalui Sistem Informasi 
Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi 
dengan Sistem Online Single Submission Risk 
Base Approach (OSS 

3 .31.03.1.01.04 3 Dokumen 

RBA) 

(satu) hamparan lokasi yang sama namun 
lintas kabupaten/kota, selain bidang 
usaha tertentu yang menjadi kewenangan 
pemerintah pusat. 

Program Pengelolaan Sistem Informasi 
Industri Nasional 

Persentase Jumlah Industri yang 
Terdaftar di SIINas 

3 .31.04 19,02% 



  
  

- 101 - 

Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kegiatan Penyediaan Informasi Industri 
untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan 
Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

Jumlah Informasi Industri yang Tersedia 
Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS 

3 .31.04.1.01 3 industri 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup 
Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data Kawasan Industri Serta 10 kab/Kota 
Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas) 

3 

3 

3 

.31.04.1.01.01 

.31.04.1.01.02 

.31.04.1.01.03 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

2 Dokumen 

Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data 
Informasi dan Analisis Industri Provinsi 
Melalui SIINas 

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan 
Publikasi Data Informasi dan Analisis 
Industri Provinsi melalui SIINas 

10 kab/Kota 

Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan 
Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup 10 kab/Kota 
Provinsi Dalam Penyampaian Data ke 
SIINas 

Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi 
Kepatuhan Perusahaan Industri dan 
Perusahaan Kawasan Industri Lingkup 
Provinsi Dalam Penyampaian Data ke SIINas 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Produk Daerah yg masuk pasar ekspor 
dan atau negara tujuan baru 

3 .30.05 Program Pengembangan Ekspor 70 Jenis produk 

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang 
melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang 
bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat 
pada lebih dari 1 (satu) Daerah 

jumlah pelaku usaha yang didampingi 
untuk menjadi eksportir 

3 .30.05.1.01 10 Pelaku Usaha 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi 

Sub Kegiatan Pameran Dagang 
Internasional/Nasional 

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 
Dalam Pameran Dagang 

3 

3 

.30.05.1.01.01 

.30.05.1.01.02 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

1 Pelaku Usaha 

4 Pelaku Usaha 
Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi 
Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal 

Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal 

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 
Dalam Misi Dagang Produk Ekspor 
Unggulan 

Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk 
Ekspor Unggulan 

3 .30.05.1.01.03 10 kab/Kota 5 Prelaku Usaha 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk 
Ekspor 

Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah 
yang Disusun Menjadi Materi Promosi 

3 .30.05.1.01.04 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

20 Produk 

Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha 
Ekspor 

3 

3 

.30.05.1.01.05 

.30.02 

Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 0 

Persentase penerbitan SKA yang tepat 
waktu (IKK) 

Program Perizinan Pendaftaran Perusahaan 100% 

persentase ketaatan pelaku usaha dalam 
tertib niaga 

8 5% 

Pengendalian 
Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar 

Usaha Perdagangan 
3 .30.02 .1.03 jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%) 100% 

jumlah pelaku usaha yang diawasi yang 
sesuai ketentuan 

9 pelaku usaha 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat 
Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya 
Pengecer Terdaftar melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan 
Besar/Distributor Bahan Berbahaya 
melalui 

3 .30.02 .1.03.01 10 kab/Kota 10 Dokumen 

Online Single Submission 

pengawasan distribusi , pengemasan dan 
pelabelan bahan berbahaya 

jumlah laporan hasil pengawasan bahan 
berbahaya 

3 

3 

.30.02 .1.03.03 

.30.02 .1.04 

3 Laporan 

Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal 
(SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah 
Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan SKA 
Angka Pengenal Importir (API) 

Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan 
265 Eksportir 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Layanan Penerbitan SKA 

Jumlah Dokumen Penerbitan Surat 
Keterangan Asal 

3 

3 

.30.02 .1.04.01 

.30.07 

10 kab/Kota 4000 Dok 

Program Penggunaan dan Pemasaran 
Produk Dalam Negeri 

Persentase produk UMKM binaan yang 
terserap di pasar dalam negeri 

90% 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh fasilitas pengembangan 
produk (ikk Output) 

3 .30.07.1.01 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri 33,3% 

Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi 
pemasaran produk dalam negeri terutama 
produk yang dihasilkan oleh UMKM 
melalui kepersertaan dan partisipasi pada 
pameran produk dalam negeri 

Sub KegiatanFasilitasi Promosi Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi 

3 

3 

.30.07.1.01.02 

.30.07.1.02 

10 kab/Kota 8 UMKM 

23,43% 
Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh fasilitas promosi dagang 
( IKK OUTPUT) 

Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah UMKM yang Melakukan 
Pemasaran Produk Dalam Negeri 
Terutama Produk yang Dihasilkan oleh 
UMKM melalui Kemitraan dengan 
Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa 
Akomodasi 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran 
Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat 
Provinsi 

3 .30.07.1.02.02 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

15 UMKM 

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

3 

3 

.30.07.1.03 jumlah yang di sosialisasi 800 orang 

7 Laporan 
Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

.30.07.1.03.02 

Persentase Barang Beredar Yang Diawasi 
Yang Sesuai Dengan Ketentuan 
Perundang-Undangan (IKK OUTCOME ) 

Program Standarisasi dan Perlindungan 
Konsumen 

3 

3 

.30.06 79% 

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 

jumlah konsumen dan pelaku usaha yang 
teredukasi 

.30.06.1.01 1000 orang 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sub Kegiatan Pemberdayaan Konsumen dan Jumah Badan Penyelesaian Sengketa 
3 

3 

3 

3 

.30.06.1.01.01 

.30.06.1.01.02 

.30.06.1.01.03 

.30.06.1.03 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

3 BPSK 
Kelembagaan Perlindungan Konsumen Konsumen (BPSK) yang Aktif 

Sub Kegiatan Peningkatan Hubungan Kerja 
Dengan Lembaga Perlindungan Konsumen 

Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen 
Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif 

1 LPKSM 

25 pengaduan 

5% 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penanganan dan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen 

Jumlah Pengaduan Konsumen yang 
Ditangani 

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 

Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai 
Ketentuan 

Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan 
Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa 
serta 
Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter 
Ketentuan 

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Barang Beredar dan Jasa serta 
Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 

3 .30.06.1.03.0003 10 kab/Kota 3 Laporan 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran 
Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Jumlah Kasus yang Ditangani 
Tertib Niaga 

3 

2 

.30.06.1.03.0004 

.17.03 

10 kab/Kota 3 Kasus 

Program Pengawasan dan Pemeriksaan 
Koperasi 

Persentase Koperasi Binaan Provinsi 
yang Sehat 

35,00% 

Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Persentase Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi Provinsi 

2 

2 

.17.03.1.01 54% 

Jumlah Koperasi yang Dilakukan 
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan 
Koperasi 

Sub KegiatanPenguatan Tata Kelola 
Kelembagaan Koperasi 

.17.03.1.01.03 10 kab/Kota 30 unit usaha 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 
Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi 

Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi Simpan Pinjam Provinsi 

20% 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan 
Pemeriksaan dan Pengawasan 

2 .17.03.1.02.02 10 kab/Kota 30 unit usaha 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PERLINDUNGAN KOPERASI 

Persentase Koperasi Modern binaan 
provinsi 

2 

2 

.17.06 66% 

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi 

persentase koperasi provinsi yang 
mengalami perkembangan usaha 

.17.06.1.01 61,65% 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pemberdayaan Koperasi dengan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas 
2 .17.06.1.01.09 Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 10 kab/Kota 29 unit usaha 

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Daerah Provinsi yang diberdayakan 

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, 
Bernilai 
Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, 
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, 
Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan Manajemen, 
Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 

2 

2 

.17.06.1.01.02 

.17.07 

10 kab/Kota 30 unit usaha 

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, 
Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 

Persentase UKM yang Masuk Pasar 
Digital 

10% 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang 
dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, 
Kemudahan Perijinan, Penguatan 
Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Persentase jumlah usaha kecil yang 
bermitra (IKK) 

2 

2 

.17.07.1.01 7,50% 

Sub Kegiatan Menumbuhkembangkan 
UMKM Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga Dapat Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan 
Pengentasan Kemiskinan 

Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga Dapat 
Meningkatkan Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan 
Kemiskinan 

.17.07.1.01.01 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

120 Unit Usaha 

120 Orang 
Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM Serta Kapasitas dan 
Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 

2 

2 

.17.07.1.01.02 

.17.07.1.01.05 
subkegiatan Penyusunan Basis Data Usaha 
Kecil 

Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata 
10 kab/Kota 3500 unit usaha 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

subkegiatan Pendampingan dan Bantuan 
Hukum bagi Usaha Kecil 

Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi 
2 .17.07.1.01.08 10 kab/Kota 150 unit usaha 

2 .17.08 Program Pengembangan UMKM Jumlah UKM Potensial Ekspor 40 UKM 

455 UKM 
Kegiatan Pengembangan Usaha Kecil Dengan 
Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi 
Usaha Menengah 

2 

2 

.17.08.1.01 Jumlah UKM yang di fasilitasii 

Jumlah Unit Usaha UMKM yang 
Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, 
Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta 
Desain dan Teknologi 

Mendapatkan Fasilitas Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya 
Manusia, Serta Desain dan Teknologi 

.17.08.1.01.01 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

40 Unit Usaha 

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan 
Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku UMKM 

Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami 
Literasi Hukum 

2 .17.08.1.01.02 258 Orang 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Program Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian 

Kegiatan Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

2 

2 

.17.05 

.17.005.1.01 

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas 
dan Kompetensi SDM Koperasi 

2 

3 

.17.005.1.01.001 

.30.04 
Program Stabilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

Disparitas Harga Barang Pokok dan 
Barang Penting (%) 

14% 

Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK 
OUTCOME) 

9 0% 

Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di 
Tingkat Daerah Provinsi 

persentase laporan harga harian melalui 
sistem informasi kemendag (IKK output ) 

3 .30.04.1.01 100% 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor 
dan Sub Distributor 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di 
Tingkat Distributor dan Sub Distributor 

3 

3 

.30.04.1.01.01 

.30.04.1.01.02 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

240 laporan 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting 
Pokok di Tingkat Distributor dan Sub 
Distributor 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Penting di Tingkat 
Distributor dan Sub Distributor 

48 laporan 

Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi 
Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 
yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi 
Perdagangan 

persentase stabilitas komoditi bapokting 
yang di pantau 

3 .30.04.1.02 80% 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan 
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

3 

3 

.30.04.1.02.01 

.30.04.1.02.02 

10 kab/Kota 12 laporan 
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas 
Kabupaten/Kota 

Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi 
Barang Lintas Kabupaten/Kota 

Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam Rangka 
Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang 
Dampaknya Beberapa Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi 
Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga 
Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa 10 kab/Kota 
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi 

15 laporan 

10 laporan 

kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
Tingkat DaerahProvinsi dalam Melakukan 
Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan 
Pupuk 

Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam 
Melakukan Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan 
Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 

3 .30.04.1.03 

Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran 
danPenggunaan Pupuk Bersubsidi dengan 10 kab/Kota 
RealisasiMinimal 90% 

pengawasan penyaluran dan pengunaan 
pupuk bersubsidi (pkpb) 

3 .30.04.1.03.03 5 laporan 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Pupuk 
Bersubsidi dan Pestisida 

koordinasi dan sinkronisasi pengawasan 
pupuk bersubsidi dan pestisida (pkpb) 

3 

3 

.30.04.1.03.04 

.30.03 

10 kab/Kota 5 laporan 

Program Peningkatan Sarana Distribusi 
Perdagangan 

Persentase Terbentuknya Food Station / 
Pusat Distribusi Pangan 

50% 

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan 
Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi 
Provinsi Serta Pasar Lelang Komoditas 

jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan 
Food Station ( rapat, koordinasi , FGD ) 

3 

3 

.30.03.101 7 kegiatan 

3 unit 
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pusat Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi Provinsi 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat 
Distribusi Regional dan Pusat Distribusi 
Provinsi 

.30.03.101.01 10 kab/Kota 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

2 .17.01 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 88,8 Indeks 

Persentase keluhan pengguna layanan 
yang ditindaklanjuti 

1 00% 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yg ditetapkan tepat waktu 

2 

2 

2 

.17.01.1.01 29 Dokumen 

6 Dokumen 

2 Dokumen 

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

.17.01.1.01.01 

.17.01.1.01.02 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA SKPD 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 
DPA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 
DPA-SKPD 

2 .17.01.1.01.04 10 kab/Kota 2 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

2 .17.01.1.01.06 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

11 Laporan 

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen administrasi keuangan 
tiap tahun 

2 

2 

.17.01.1.01.07 

.17.01.1.02 

2 Laporan 

75 Dokumen 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

.17.01.1.02.01 

.17.01.1.02.02 

.17.01.1.02.03 

75 orang / Bulan 

12 dokumen 

4 Dokuemn 

ASN Tunjangan ASN 

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Kota 
Samarinda 

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

10 kab/Kota 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 

2 

2 

.17.01.1.02.05 

.17.01.1.02.06 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

2 Laporan 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan Pemeriksaan 

1 Dokumen 

14 Laporan 

Jumlah Laporan Keuangan 
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 

2 .17.01.1.02.07 10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

2 

2 

.17.01.1.02.08 

.17.01.1.03 

2 Dokumen 

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 
pada Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen Administrasi barang 
milik daerah 

18 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

SubKegiatan Penyusunan Perencanaan 
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD 

2 

2 

.17.01.1.03.01 

.17.01.1.03.02 

4Dokumen 

Subkegiatan Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

1 Dokumen 

4 Laporan 
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Subkegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.03.05 

Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.03.06 

.17.01.1.03.07 

4 Laporan 

SubKegiatan Pemanfaatan Barang Milik 
Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 Dokumen 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

2 .17.01.1.05 189 Orang 
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Rencana Tahun 2025 

target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN Lokasi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Subkegiatan peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapan 

2 

2 

.17.01.1.05.01 

.17.01.1.05.02 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

7 Unit 

3 Paket 

subkegiatan pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

2 

2 

2 

.17.01.1.05.03 

.17.01.1.05.04 

.17.01.1.05.05 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 

4 Dokumen 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

subkegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian 

4 Dokumen 

2 Dokumen 
subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja Pegawai 

10 kab/Kota 

10 kab/Kota 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

2 

2 

.17.01.1.05.09 

.17.01.1.06 

35 Orang 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

12 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2 .17.01.1.06.01 14 Paket 
Samarinda 

subkegiatan Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

2 

.17.01.1.06.02 

.17.01.1.06.03 

.17.01.1.06.04 

.17.01.1.06.05 

16 Paket 

2 Paket 

4 paket 

5 Paket 

subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Kota 
Samarinda Penggandaan yang Disediakan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.06.06 12 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

2 

2 

2 

.17.01.1.06.08 

.17.01.1.06.09 

.17.01.1.06.10 

subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 3 Laporan 
Samarinda 

subkegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Samarinda 

3 Laporan 

subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 Dokumen 
pada SKPD 

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD 

subkegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 

2 

2 

.17.01.1.06.11 

.17.01.1.07 

3 Dokumen 

100 Unit 
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.07.02 

.17.01.1.07.05 

2 Unit 

Kota 
Samarinda 

subkegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

(5) (6) 

subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
2 

2 

.17.01.1.07.06 

.17.01.1.07.08 

7 Unit 
Lainnya yang Disediakan 

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 
Disediakan 

subkegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud 4 Unit 

1 Unit 
subkegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Jumlah Unit Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang Disediakan 
Kota 

Samarinda 
2 

2 

.17.01.1.07.09 

.17.01.1.07.10 

Bangunan Lainnya 

subkegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

20 Unit 

1 Unit 
subkegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.07.11 

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 
2 

2 

.17.01.1.08 12 Kegaiatn 

12 Laporan 

Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah 

Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.08.01 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

2 

2 

2 

.17.01.1.08.02 

.17.01.1.08.04 

.17.01.1.09 

36 Laporan 
Samarinda 

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

12 Laporan 

200 Unit 

Umum Kantor 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah sarana dan prasarana kantor yang 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berfungsi dengan baik 

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan Dibayarkan Pajaknya 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.01 

.17.01.1.09.02 

2 Unit 

Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

24 Unit 

Dinas Operasional atau Lapangan 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

2 .17.01.1.09.06 416 Unit 
Mesin Lainnya Samarinda 

Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tetap 
Lainnya 

Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.07 

.17.01.1.09.08 

2 Unit 

5 Unit Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.09 

.17.01.1.09.10 

10 Unit 

3 Unit 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samarinda 

Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Tanah 

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Kota 
Samarinda 

2 

3 

.17.01.1.09.12 

.30.06 

1 Ha 

Persentase komoditi potensial yang 
sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK 
outcome) 

Program Standarisasi dan Perlindungan 
Konsumen (UPTD.BPSMB) 

74% 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

mutu pelayanan BPSMB (A) 83 % 

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan 
Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 

≤ 2% (Pengujian ) 
dan ≤ 0,5% 3 .30.06.1.02 jumlah keluhan pelanggan 
(kalibrasi ) 

jumlah laporan mutu akriditasi 12 Laporan 

jumlah IKM yang mendapatkan 
pendampingan GMP 

1 2 IKM 

persentase capaian penerbitan sertifikat 
layanan 

1 00% 

1 0 
3 

3 

.30.06.1.02.06 

.30.06.1.02.05 

Sub Kegiatan Pemantauan Mutu Produk Jumlah produk potensial yang dipantau 6 Produk 
Kab/Kota 

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan 
Pengujian 

Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu 
Barang yang Diterbitkan 

10 
Kab/Kota 

180 Laporan 



  
  

- 128 - 

Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

10 

(5) (6) 

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan 
Sertifikasi/Lembaga Inspeksi 

Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat 
Inspeksi yang Diterbitkan 

3 .30.06.1.02.07 1 Sertifikat 
Kab/Kota 

Sub Kegiatan Pengembangan Layanan 
Kalibrasi 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang 
Diterbitkan 

10 
Kab/Kota 

3 

3 

.30.06.1.02.04 

.30.01 

2600 Sertifikat 

Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 88,8 Indeks 

Persentase keluhan pengguna layanan 
yang ditindaklanjuti 

1 00% 

jumlah Dokumen administrasi keuangan 
tiap tahun 

3 

3 

.30.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13 Dokumen 

12 Dokumen 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 10 

Kab/Kota 
.30.01.1.02.02 

ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

3 .30.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20 Orang 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapan 

3 .30.01.1.05.02 0 Paket 
Samarinda 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan Fungsi 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

3 

.30.01.1.05.09 

.30.01.1.06 

20 Orang 

7 Dokumen 

10 Paket 

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Kota 
Samarinda 

.30.01.1.06.01 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.06.02 6 Paket 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.06.04 

.30.01.1.06.05 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24 Paket 

9 Paket 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

3 

3 

3 

.30.01.1.06.06 

.30.01.1.06.08 

.30.01.1.06.09 

12 Dokumen 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Samarinda 

14 Laporan 

Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

3 

3 

3 

.30.01.1.04 5 Dokumen 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

.30.01.1.04.01 

.30.01.1.04.04 

Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 

12 Dokumen 
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan Pelaporan Data 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.04.05 

.30.01.1.04.06 

Pengolahan Data Retribusi Daerah 

Penetapan Wajib Retribusi Daerah 

12 Laporan 

Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samarinda 

12 Dokumen 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 
Samarinda 

(5) (6) 

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

3 

3 

.30.01.1.04.07 

.30.01.1.07 

Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

11 Unit 

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.07.01 0 Unit 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

3 

.30.01.1.07.06 

.30.01.1.08 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10 Unit 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

38 Kegiatan 

12 Laporan 
Kota 

Samarinda 
.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.08.02 14 Laporan 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 

3 .30.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 
Samarinda 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

3 .30.01.1.09 58 Unit 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.09.01 

.30.01.1.09.06 

4 Unit 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samarinda 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50 Unit 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.09.09 1 Unit 

TOTAL BPSMB 

Program Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian 

Persentase koperasi dan UKM yang 
mengikuti pelatihan 

Jumlah Koperasi dan ukm yang Mengikuti 
Pelatihan 

2 

2 

.17.05 4,97% 

Kegiatan Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah 

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

2 60 Koperasi 

.17.05.1.01 

Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan 480 UKM 

Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas 
dan Kompetensi SDM Koperasi 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian 

2 .17.05.1.01.01 10 kab/kota 740 Orang 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah Provinsi 

2 .17.01 Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 88,8 Indeks 

Persentase keluhan pengguna layanan 
yang ditindaklanjuti 

1 00% 

jumlah Dokumen administrasi keuangan 
tiap tahun 

2 

2 

.17.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12 Dokumen 

12 Dokumen 
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kota 

Samarinda 
.17.01.1.02.01 

ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

2 

2 

2 

.17.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20 orang 

0 Paket 
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapan 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.05.02 

.17.01.1.05.09 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan Fungsi 

Kota 
Samarinda 

12 Orang 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

2 .17.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12 Dokumen 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.06.01 10 Paket 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

2 

2 

.17.01.1.06.02 

.17.01.1.06.03 

.17.01.1.06.04 

.17.01.1.06.05 

.17.01.1.06.09 

7 Paket 

12 Paket 

15 Paket 

4 Paket 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Samarinda 

30 Laporan 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

2 

2 

.17.01.1.06.06 

.17.01.1.06.07 

12 Dokumen 
Samarinda 

Jumlah Paket Bahan/Material yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyediaan Bahan/Material 24 Paket 

Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat Daerah 

2 

2 

2 

.17.01.1.04 5 Dokumen 

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.04.01 

.17.01.1.04.04 

Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Dokumen 

12 Dokumen 
Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan Pelaporan Data 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 12 Laporan 

Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.04.06 

.17.01.1.04.07 

Penetapan Wajib Retribusi Daerah 12 Dokumen 

12 Laporan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

2 .17.01.1.07 12 unit 

Kota 
Samarinda 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

2 

.17.01.1.07.05 

.17.01.1.07.06 

.17.01.1.08 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 

85 Unit 
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Disediakan 

Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

12 keg 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 laporan 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.08.02 

.17.01.1.08.03 

12 Laporan 

12 Laporan 

Disediakan 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

Kota 
Samarinda 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

2 

2 

.17.01.1.08.04 

.17.01.1.09 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 
Samarinda 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah sarana dan prasarana kantor yang 
berfungsi dengan baik 

18 unit 

1 Unit 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara 
dan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.09.01 

Dibayarkan Pajaknya 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.02 

.17.01.1.09.03 

2 Unit 

Dinas Operasional atau Lapangan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

15 Unit 
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Rencana Tahun 2025 

Lokasi target 

URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB CATATAN 
PENTING 

KODE 
KEGIATAN / SUB KEGIATAN KEGIATAN 

(1) (2) (3) (4) 

Kota 

(5) (6) 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

2 

2 

2 

.17.01.1.09.06 

.17.01.1.09.07 

.17.01.1.09.09 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12 Unit 
Samarinda 

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samarinda 

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 1 Unit 

1 Unit 
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

Kota 
Samarinda 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Sesuai dengan berakhirnya RPJMN Pemerintah Pusat Tahun 

2 019 – 2024, maka untuk tahun 2025 menggunakan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045. Ditahun 

025 sampai dengan 2029 dengan tema memperkuat fondasi 2 

transformasi. RPJP Nasional mengenai Perkuatan Fondasi 

Transformasi 

1 . Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, dan 

Perlindungan Sosial 

. Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas 

tenaga kerja 

. Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan 

2 

3 

kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, 

peningkatan integritas partai politik dan pemberdayaan 

masyarakat sipil 

Berdasarkan Rancangan RKP tahun 2024 kebijakan nasional 

sektor Koperasi, Industri dan Perdagangan adalah sebagai 

berikut: 

A. Sektor Koperasi & UKM 

1 . Meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional 

. Perhatian khusus pada usaha mikro kecil dengan program 

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

2 

3 . Mendorong terwujudnya kemudahan, kepastian dan 

perlindungan usaha melalui program Fasilitasi Sertifikasi 

HAKI. 

4 . Penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan 

ekonomi dengan program Pasar Rakyat yang dikelola 

Koperasi termasuk di daerah tertinggal dan Pusat 

Layanan Usaha Terpadu (PLUT). 
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5. Pengembangan Kewirausahaan melalui program 

Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan, Perkoperasian, 

Keterampilan Teknis dan Manajerial. 

Berkaitan Kebijakan Nasional di sektor Koperasi, Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi 

Kalimantan Timur dalam penyusunan program kegiatan 

tahun 2025 telah selaras dengan kebijakan nasional tersebut. 

Program yang telah dilaksanakan dan yang akan 

direncanakan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi 

dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan rencana 

kerja yang disusun adalah sebagai berikut Pengembangan 

Kewirausahaan melalui program Pendidikan dan Pelatihan 

Kewirausahaan, Perkoperasian, Keterampilan Teknis dan 

Manajerial, progam ini dilaksanakan dalam rangka 

membantu usaha mikro kecil dalam memperoleh akses 

pembiayaan dan Meningkatkan peran UMKM terhadap 

ekonomi Nasional. 

Dalam hal mendorong terwujudnya kemudahan, 

kepastian dan perlindungan usaha telah dilaksanakan 

program yang membantu pengembangan usaha KUKM. 

Demikian pula halnya kebijakan pengembangan 

kewirausahaan telah dilaksanakan dan direncanakan 

program pendidikan dan pelatihan bagi koperasi, pelatihan 

kewirausahaan, pelatihan manajerial bagi pengurus koperasi 

dan pelatihan ketrampilan teknis bagi bagi pelaku koperasi. 

Kebijakan nasional penyediaan sarana prasarana pendukung 

kegiatan ekonomi, dalam hal ini revitalisasi pasar dan PLUT 

merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengembangan 

Koperasi dan UKM di Kalimantan Timur, akan tetapi 

menimbang kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur pada 

saat ini, kebijakan tersebut masih belum memungkinkan 

untuk dilaksanakan. Berdasarkan kondisi tersebut diatas 

sangat diharapkan dukungan pendanaan dari pusat melalui 
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DAK agar kegiatan revitalisasi pasar dan PLUT dapat 

diwujudkan di Kalimantan Timur. 

B. Sektor Industri 

1 . Meningkatkan Nilai Tambah sektor Industri 

. Pertumbuhan Industri : 2 

a. Pengembangan Perwilayahan Industri diluar pulau 

jawa 

b. Penumbuhan Populasi industri dengan menambah 

paling tidak sekitar 9 ribu usaha. 

c. Peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai 

ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja) 

. Pembangunan kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar 

Jawa : 

3 

a. Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah, melalui 

percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan SDA, 

Menciptakan nilai tambah, menciptakan kesempatan 

kerja baru, terutama industri manufaktur, industri 

pangan, industri maritim dan pariwisata. 

b. Percepatan Pembangunan Konektivitas/Infrastruktur. 

c. Pengembangan SDM dan IPTEK. 

d. Pengembangan regulasi dan Kebijakan 

e. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha antara 

lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan 

pemberian Insentif fiskal dan non-fiskal. 

Berkaitan dengan Kebijakan Pembangunan Industri 

Nasional berdasarkan arah pembangunan kebijakan 

nasional, jika dikaitkan dengan Visi dan Misi Dinas 

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sudah 

sejalan dan selaras. Dimana pada sektor industri, Provinsi 

Kalimantan Timur memiliki 3 (tiga) Kawasan Industri, yaitu 

Kawasan Ekonomi khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan 

(KEK MBTK), Kawasan Industri Kariangau (KIK) dan Kaltim 

Industrial Estate (KIE). 
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Berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi 

Kalimantan Timur, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 

2014 dengan total luas area sebesar 557,34 Ha. Kawasan ini 

kaya akan sumber daya alam terutama kelapa sawit, kayu 

dan energi didukung dengan posisi geostrategis yaitu 

terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II 

(ALKI II). ALKI II merupakan lintasan laut perdagangan 

internasional yang menghubungkan Pulau Kalimantan dan 

Sulawesi, serta merupakan jalur regional lintas trans 

Kalimantan dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan- 

Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju. 

KEK MBTK diharapkan dapat mendorong penciptaan 

nilai tambah melalui industrialisasi atas berbagai komoditi 

di wilayah tersebut. Berdasarkan keunggulan geostrategis 

wilayah Kutai Timur, KEK MBTK akan menjadi pusat 

pengolahan kelapa sawit dan produk turunannya. 

Kawasan Industri Kariangau (KIK) berlokasi di Kelurahan 

Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat dengan menempati 

area seluas 133 Ha, dengan rencana pengembangan hingga 

3.565 Ha yang selanjutnya akan dikembangkan hingga ke 

Pulau Balang. KIK memiliki letak strategis karena berada di 

teluk Balikpapan yang berhadapan langsung dengan selat 

Makassar yang merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI II), posisi strategis tersebut memudahkan 

dalam mobilisasi barang untuk tujuan domestik maupun 

mancanegara (ekspor-impor). Hal ini ditunjang dengan 

kedalaman laut Teluk Balikpapan yang dapat dilalui dengan 

kapal berkapasitas 50.000 ton. Kawasan Industri Kariangau 

dibangun untuk mengakomodir pembangunan industri 

kimia, batubara, pengolahan kayu, pengeboran minyak, 

pupuk dan aneka industri lainnya. Hingga saat ini tercatat 

ada sekitar 20 pabrik yang sudah mengantongi izin 

membuat pabrik, dimana 13 diantaranya sudah beroperasi 

menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja. Perusahaan yang 
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sudah beroperasi antara lain bergerak dalam pengolahan 

CPO (Crude Palm Oil), pertambangan, batubara, dan migas, 

industri perkapalan, industri logam, tekstil perkayuan, serta 

pergudangan. Dalam menjalankan fungsinya, Kawasan 

Industri Kariangau didukung oleh infrastruktur terminal 

peti kemas, pembangkit tenaga listrik, jalan akses, jembatan 

dan jalan tol. 

PT. Kaltim Industrial Estate (KIE), awalnya bergerak di 

bidang pengelolaan kawasan industri yang menyediakan 

lahan bagi berbagai perusahaan berbasis gas bumi, yang 

didirikan pada tanggal 29 Agustus 1990 di Bontang oleh PT. 

Pupuk Kalimantan Timur (PT. Pupuk Kaltim). KIni PT. KIE 

telah berkembang menjadi diversified firm sehingga saat ini 

ada lima pilar bisnis yakni : Kawasan Industri, Rekayasa dan 

Konstruksi, Properti, Beton dan Trading. Komitmen jajaran 

PT. KIE untuk senantiasa meningkatkan kualitas proses 

bisnis dan memahami kebutuhan konsumen, serta 

dukungan penuh PT. Pupuk Kaltim merupakan faktor kunci 

keberhasilan PT. KIE dalam mengembangkan bisnis-bisnis 

ini. 

PT. KIE merupakan anak perusahaan dari PT. Pupuk Kaltim 

yang juga merupakan pengelola Kaltim Industrial Estate 

dengan luas ± 230 Ha, kepemilikan saham sebesar 99,99% 

PT. Pupuk Kaltim merupakan perusahaan produsen pupuk 

dengan kapasitas produksi urea ± 3,43 juta ton per tahun, 

amoniak sebanyak ± 2,74 juta ton per tahun dan NPK ± 350 

ribu ton per tahun. 

C. Sektor Perdagangan 

1 . Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inflasi yang 

rendah. 

a. Pemantauan dan informasi harga & stok kebutuhan 

bahan pokok dan barang strategis. 
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b. Penyusunan Prognosa Kebutuhan Bahan Pokok dan 

Strategis. 

c. Penanganan/ pemantauan jalur distribusi bahan 

pokok dan barang strategis. 

d. Sebagai Anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kaltim. 

e. Sosialisasi Perlindungan Konsumen 

f. Sosialisasi Cinta Produk Indonesia 

2 . Mendorong peningkatan kualitas produk Indonesia dan 

ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi. 

a. Pengawasan Barang Beredar di 10 Kabupaten/Kota. 

b. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Standarisasi 

Bidang Perdagangan. 

c. Peningkatan pemanfaatan skema kerjasama 

perdagangan internasional. 

- 

- 

Meningkatkan promosi ekspor melalui promosi 

terpadu (nation branding) melalui pengembangan 

tagline promosi bersama antar Kementerian dan 

pengembangan nation branding. 

Identifikasi peluang pasar produk barang dan jasa 

dengan penyediaan informasi/katalog produk 

buatan Indonesia dan melakukan upaya aktif untuk 

menjadikan Indonesia pemasok jaringan produksi 

global. 

d. Mendorong para pengusaha untuk ekspor dan 

mencetak para eksportir baru. 

- Pengembangan industri pengolah sumber daya alam 

berorientasi ekspor. 

- Peningkatan ekspor produk KUMKM melalui 

program kemitraan, fasilitasi ekspor diversifikasi 

produk dan standirisasi dan inovasi. 

Program yang direncanakan pemerintah untuk tahun 2025 

diatas secara umum telah bersinergi atau sejalan dengan 
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program kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perindagkop 

dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melalui Rencana Kerja 

(Renja) 2025 melalui kegiatan yang didanai oleh APBD dan 

didukung oleh pendanaan dari pemerintah pusat (APBN), 

sebagai berikut penyelarasan target Nasional dengan daerah : 

Tabel 3.1 Penetapan Target Indikator Kinerja Urusan Daerah 

Target 

Prov No. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 

-2 

Satuan 

-3 

2 025 

-4 - 1 

1 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 

1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas % 40 

75 
% 

2 Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha 

3 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 

1 Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas % 

% 

55,77 

100 2 Persentase penanganan pengaduan konsumen 

Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan 

ketentuan berlaku 
3 % 74 

4 

5 

Tertib Usaha % 

% 

100 

90 Persentase kinerja realisasi pupuk 

Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai 

Dengan Ketentuan Perundang-Undangan 
6 

7 

% 

% 

79 

Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang 

kebutuhan pokok 
1,15 

3 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 

1 Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi % 

% 

16 

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri 

termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam 

RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP 

2 118 

Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan 

dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang 

dikeluarkan oleh instansi terkait 

3 % 25,5 
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 

Sasaran merupakan tujuan terhadap sesuatu yang akan 

dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, 

Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka 

waktu tertentu, bagian integral dalam proses perencanaan 

strategik yang fokus pada tindakan dan alokasi sumber daya 

dalam kegiatan atau aktivitas. 

Adapun yang menjadi tujuan strategik Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kaltim Melakukan perubahan 

berdasarkan RPD 2025-2026: 

Tabel 3. 1 Tujuan Renstra 2025-2026 Disperindagkop 

SASARAN RPD PROV KALTIM TUJUAN DISPERINDAGKOP 

Sasaran 5 : Terwujudnya 1. Terwujudnya diversifikasi 

ekonomi sektor Industri Diversifikasi Ekonomi 

2. Terwujudnya diversifikasi 

ekonomi Sektor Perdagangan 

3. Meningkatkannya keberdayaan 

ekonomi masyarakat. 

Sasaran 6 : Meningkatnya 

Keberdayaan Masyarakat Miskin 

Sasaran 11 : Terwujudnya Birokrasi 4. Mewujudkan birokrasi 

yang Profesional, Akuntabel, serta pemerintahan yang akuntabel dan 

Berorientasi Pelayanan Publik yang 

Didukung ASN BerAKHLAK 

memiliki pelayanan publik 

berkualitas 

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai 

sebagai berikut: 

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan Kontribusi Industri Pengolahan 

Sasaran peningkatan kontribusi industri pengolahan di 

Kalimantan Timur bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan 

kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian daerah dan 

nasional. Beberapa sasaran yang dapat diidentifikasi terkait 
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peningkatan kontribusi industri pengolahan Kaltim antara lain 

Peningkatan produksi dan kualitas: Sasaran ini bertujuan untuk 

meningkatkan produksi dan kualitas produk industri pengolahan di 

Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan 

teknologi dan peningkatan kualitas SDM industri pengolahan, 

sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang tinggi di 

pasar domestik dan internasional. 

Diversifikasi produk: Sasaran ini bertujuan untuk 

mengembangkan produk baru dan meningkatkan variasi produk 

agar dapat bersaing di pasar domestik dan internasional. Hal ini 

dapat dilakukan dengan melakukan riset dan pengembangan 

terhadap produk baru serta mengeksplorasi produk yang memiliki 

potensi dan keunggulan komparatif di Kalimantan Timur. 

Peningkatan ekspor: Sasaran ini bertujuan untuk 

meningkatkan volume dan nilai ekspor produk industri pengolahan 

dari Kalimantan Timur. Hal ini dapat dicapai dengan memperluas 

pasar ekspor, mengembangkan jaringan distribusi yang efisien, 

serta meningkatkan kualitas produk agar dapat memenuhi standar 

pasar internasional. 

Peningkatan infrastruktur dan dukungan kebijakan: Sasaran 

ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan 

dalam transportasi, distribusi, dan penyimpanan produk industri 

pengolahan di Kalimantan Timur serta dukungan kebijakan yang 

mendukung pengembangan industri pengolahan. Hal ini dapat 

dicapai 

menyediakan fasilitas pergudangan dan jaringan distribusi yang 

efisien, serta kebijakan pemerintah yang mendukung 

dengan meningkatkan infrastruktur transportasi, 

pengembangan industri pengolahan di Kalimantan Timur. 

Dengan implementasi sasaran-sasaran di atas, diharapkan 

dapat meningkatkan kontribusi industri pengolahan di Kalimantan 

Timur terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional serta 

memberikan dampak positif pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 
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2. Sasaran Peningkatan daya saing Komoditi dan ekspor. 

Dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komoditi 

di Kalimantan Timur, serta meningkatkan daya saing komoditi 

dan ekspor di pasar domestik dan internasional. Beberapa 

strategi untuk mencapai terkait peningkatan daya saing komoditi 

dan ekspor Kaltim, meningkatkan produksi komoditi dan 

meningkatkan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar 

domestik dan internasional. Hal ini dapat dicapai dengan stake 

holder pengembangan teknologi pertanian dan peternakan yang 

modern, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta 

peningkatan keahlian petani dan peternak melalui pelatihan dan 

pendidikan, mengembangkan komoditi baru dan meningkatkan 

variasi produk agar dapat bersaing di pasar domestik dan 

internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan mengeksplorasi 

komoditi yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif di 

Kalimantan Timur serta melakukan riset dan pengembangan 

terhadap komoditi, strategi memperluas jangkauan pasar dan 

meningkatkan akses ke pasar domestik dan internasional. Hal ini 

dapat dicapai melalui promosi dan branding produk, penyediaan 

informasi pasar dan pembeli potensial, serta kerjasama dengan 

pelaku bisnis dan industri yang memiliki jaringan luas di pasar 

domestik dan internasional. 

Untuk menunjang sasaran ini diawali Peningkatan infrastruktur 

dan dukungan kebijakan: Sasaran ini bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan kemudahan transportasi, pengiriman, 

dan distribusi produk komoditi di Kalimantan Timur serta 

dukungan kebijakan yang mendukung pengembangan komoditi 

dan ekspor. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan 

infrastruktur transportasi, perbaikan jalur distribusi dan 

penyediaan fasilitas pergudangan, serta kebijakan pemerintah 

yang mendukung pengembangan sektor komoditi dan ekspor di 

Kalimantan Timur. 
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3. Sasaran Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen. 

Sasaran peningkatan indeks keberdayaan konsumen di Kaltim 

merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup 

konsumen di provinsi Kalimantan Timur Dalam sasaran ini, 

pemerintah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik 

kepada konsumen terhadap produk dan layanan yang berkualitas 

serta mengembangkan kapasitas konsumen untuk memahami dan 

menggunakan produk dan layanan secara efektif. 

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan 

meningkatkan kualitas dan aksesibilitas produk dan layanan yang 

tersedia di Kaltim. Hal ini dapat dicapai dengan mendukung 

pengembangan usaha kecil dan menengah yang memproduksi produk 

dan layanan berkualitas tinggi, dan memperkuat kemitraan antara 

produsen dan konsumen. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk 

mempromosikan produk lokal yang berkualitas dan memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi, agar masyarakat lebih tertarik dan merasa 

bangga menggunakan produk-produk tersebut. 

Selain itu, peningkatan kapasitas konsumen juga menjadi fokus 

dalam sasaran ini. Pemerintah berupaya untuk memberikan edukasi 

dan pelatihan bagi konsumen mengenai hak-hak dan kewajiban 

mereka sebagai konsumen, serta cara memilih dan menggunakan 

produk dan layanan dengan bijak dan efektif. Dengan meningkatkan 

kapasitas konsumen, diharapkan konsumen akan lebih berdaya 

dalam mengambil keputusan yang tepat dan menghindari penipuan 

atau penggunaan produk dan layanan yang berbahaya. 

Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas 

dan aksesibilitas informasi yang diperlukan oleh konsumen dalam 

mengambil keputusan pembelian. Hal ini dapat dilakukan melalui 

pengembangan sistem informasi yang memadai mengenai produk dan 

layanan yang tersedia di pasar. Dengan adanya informasi yang akurat 

dan mudah diakses, konsumen akan lebih mudah memilih produk 

dan layanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka. 
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4. Sasaran Peningkatan Kapasitas usaha Ekonomi Koperasi dan 

UKM. 

Koperasi memiliki peran yang penting dalam perekonomian daerah 

yaitu untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Kalimantan Timur. 

Koperasi berdasarkan Jenis nya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam, 

Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan 

Koperasi Jasa.Selama ini Koperasi simpan pinjam mendapatkan 

prioritas pembinaan namun dalam fungsinya sebagai pendorong 

pertumbuhan perekonomian daerah sangat minim. Oleh karena itu 

untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah akan 

diprioritaskan pengembangan usaha Koperasi Konsumen, Koperasi 

Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Yang akan 

berfokus pada peningkatan tenaga kerja, modal dan aset. 

Usaha Kecil Menengah memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian daerah yaitu untuk mengurangi kemiskinan, 

pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi 

Kalimantan Timur. Oleh karena itu untuk mendorong pertumbuhan 

perekonomian daerah akan diprioritaskan pengembangan usaha 

berfokus pada UKM ekspor dan UKM memanfaatkan bahan baku 

lokal. 

5. Sasaran Peningkatan Efesiensi Sistem Distribusi. 

Peningkatan efisiensi sistem distribusi perdagangan, daya saing 

komoditi, dan ekspor non-migas di Kaltim adalah suatu upaya untuk 

meningkatkan kualitas dan produktivitas sektor perdagangan, 

industri, dan ekspor non-migas di provinsi tersebut. Sasaran ini 

sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kaltim dan 

meningkatkan daya saing produk dan komoditi di pasar global. 

Salah satu strategi untuk mencapai sasaran ini adalah dengan 

meningkatkan efisiensi sistem distribusi perdagangan. Hal ini dapat 

dilakukan melalui pengembangan infrastruktur logistik yang 

memadai, seperti pelabuhan, jalan tol, dan jaringan transportasi 
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lainnya. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, maka 

distribusi komoditi dan produk non-migas di Kaltim dapat menjadi 

lebih efisien dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, arah 

kebijakan Pusat Distribusi ( Food Station ) lokasi pusat yang 

digunakan untuk menyimpan dan mendistribusikan barang ke 

pelanggan atau lokasi penjualan. Pusat distribusi dapat berperan 

sebagai jembatan antara produsen dan konsumen, serta sebagai 

pusat kontrol untuk pengiriman, penerimaan, dan pengelolaan 

persediaan, Fungsi utama dari pusat distribusi adalah: 

Penyimpanan dan pengelolaan persediaan: Pusat distribusi 

digunakan untuk menyimpan barang-barang dari berbagai produsen 

sehingga dapat dikirimkan ke berbagai tujuan secara efisien. Dalam 

pusat distribusi, persediaan barang dipantau dan dikelola dengan 

baik untuk memastikan ketersediaan produk yang cukup saat 

diperlukan. 

Pengolahan dan pengemasan: Pusat distribusi sering kali dilengkapi 

dengan fasilitas untuk mengemas dan memproses barang sebelum 

dikirim ke tujuan akhir. Fasilitas ini mencakup pelabelan, 

pengemasan ulang, dan perakitan produk. 

Pengiriman dan distribusi: Pusat distribusi berfungsi sebagai pusat 

pengiriman dan distribusi barang ke lokasi penjualan atau 

konsumen akhir. Pengiriman dilakukan melalui berbagai mode 

transportasi, termasuk truk, kapal, dan pesawat terbang. 

Pengendalian mutu dan audit: Pusat distribusi juga digunakan 

untuk memeriksa kualitas dan keamanan produk sebelum dikirim 

ke pelanggan. Audit rutin dilakukan untuk memastikan bahwa 

proses distribusi berjalan dengan lancar dan efektif. 
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6. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik 

Disperindagkop 

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas: Sasaran ini mencakup 

upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan 

kebijakan, program, dan anggaran di dalam Disperindagkop. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pelaporan, audit 

internal, dan pertanggungjawaban keuangan yang efektif. Melalui 

transparansi yang baik, masyarakat dapat memperoleh informasi 

yang diperlukan tentang kinerja dan penggunaan sumber daya 

Disperindagkop. 

Mengembangkan indikator kinerja yang jelas: Disperindagkop perlu 

menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk 

mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan. 

Dengan memiliki indikator kinerja yang jelas, Disperindagkop dapat 

memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan strategis yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja ini dapat mencakup aspek-aspek seperti 

peningkatan jumlah perizinan usaha, peningkatan investasi sektor 

industri dan perdagangan, peningkatan pendapatan koperasi, dan 

sebagainya. 

Meningkatkan partisipasi masyarakat: Disperindagkop perlu 

melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan 

terkait kebijakan dan program di sektor industri, perdagangan, dan 

koperasi. Melalui partisipasi masyarakat, kebijakan dan program yang 

diimplementasikan akan lebih responsif terhadap kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Disperindagkop dapat melakukan berbagai 

bentuk partisipasi, seperti melalui konsultasi publik, dialog dengan 

pelaku usaha, atau pembentukan forum atau kelompok kerja yang 

melibatkan berbagai pihak terkait. 

Meningkatkan kualitas layanan publik: Sasaran ini berfokus pada 

peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan oleh 

Disperindagkop kepada masyarakat. Hal ini meliputi peningkatan 

efisiensi proses administrasi, responsivitas terhadap permintaan dan 

keluhan masyarakat, dan penerapan standar pelayanan yang 

berkualitas. Disperindagkop dapat melakukan langkah-langkah 
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seperti penggunaan teknologi informasi untuk mempercepat proses 

administrasi, pelatihan staf dalam pelayanan publik yang baik, dan 

pengembangan sistem umpan balik dari masyarakat untuk 

memperbaiki dan meningkatkan layanan yang diberikan. 

7. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik 

UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang. 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai 

Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dapat dijelaskan sebagai perbaikan 

dan peningkatan transparansi, tanggung jawab, dan kualitas layanan 

yang diberikan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat. 

Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi pada 

peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD Balai 

Pengujian Sertifikasi Mutu Barang: 

Transparansi: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang harus 

menerapkan praktik-praktik transparan dalam operasionalnya. Ini 

berarti memberikan akses informasi yang mudah dipahami dan 

komprehensif kepada masyarakat mengenai prosedur pengujian, 

kriteria sertifikasi mutu barang, biaya yang terkait, dan hasil 

pengujian. 

Standar dan Kualitas: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang 

harus menjaga dan meningkatkan standar kualitas pelayanan yang 

disediakan. Ini melibatkan penggunaan metode pengujian yang 

akurat, peralatan yang mutakhir, serta tenaga kerja yang terlatih dan 

berkualitas. 

Evaluasi Kinerja: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang perlu 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dan hasil kerjanya secara 

berkala. Evaluasi ini dapat melibatkan peninjauan internal dan 

eksternal, serta pengukuran kinerja dengan indikator yang jelas dan 

terukur. 

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pengujian dan sertifikasi mutu barang dapat membantu 

meningkatkan akuntabilitas. UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu 
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Barang dapat mengadakan forum atau mekanisme yang 

memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, keluhan, 

dan saran terkait pelayanan yang diberikan. 

Penanganan Keluhan: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang 

harus memiliki mekanisme yang jelas dan efektif untuk menangani 

keluhan dari masyarakat. Keluhan harus ditindaklanjuti dengan cepat 

dan solusi yang memadai harus diberikan untuk memperbaiki 

kekurangan yang teridentifikasi. 

Akuntabilitas Internal: UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang 

perlu memastikan bahwa ada sistem akuntabilitas internal yang kuat 

di tempatnya. Hal ini melibatkan pemantauan dan pengawasan 

internal yang ketat terhadap proses pengujian dan sertifikasi mutu 

barang, serta tindakan disiplin jika terjadi pelanggaran atau 

ketidakpatuhan. 

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di 

UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang, diharapkan akan 

terjadi peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga 

tersebut. Ini akan membantu memastikan bahwa barang-barang 

yang beredar di pasaran memenuhi standar kualitas yang 

ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen 

8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik 

UPTD Pelatihan Koperasi . 

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD 

Pelatihan Koperasi mengacu pada usaha untuk memperbaiki 

transparansi, efektivitas, dan kualitas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dalam bidang pelatihan dan pengembangan 

koperasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UPTD tersebut 

menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu memenuhi 

kebutuhan serta harapan masyarakat terkait pelatihan koperasi. 

Berikut adalah beberapa aspek yang mungkin terkait dengan 

peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik di UPTD 

Pelatihan Koperasi: 
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Transparansi: UPTD Pelatihan Koperasi harus menerapkan prinsip 

transparansi dalam kegiatan operasionalnya. Ini meliputi 

menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang 

program pelatihan yang ditawarkan, persyaratan pendaftaran, biaya 

yang terkait, jadwal, dan evaluasi hasil pelatihan. 

Standar Kualitas: UPTD Pelatihan Koperasi harus menjaga dan 

meningkatkan standar kualitas dalam penyelenggaraan pelatihan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa materi pelatihan 

relevan dan up-to-date, fasilitas dan sumber daya yang memadai, 

serta melibatkan instruktur yang berkualitas dan berpengalaman 

dalam bidang koperasi. 

Evaluasi Kinerja: UPTD Pelatihan Koperasi perlu melakukan evaluasi 

kinerja secara teratur untuk mengukur efektivitas pelatihan yang 

diselenggarakan. Evaluasi ini dapat mencakup penilaian terhadap 

kepuasan peserta, tingkat kelulusan, peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan, serta dampak pelatihan terhadap pengembangan 

koperasi di masyarakat. 

Partisipasi Masyarakat: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan koperasi 

dapat meningkatkan akuntabilitas. UPTD Pelatihan Koperasi dapat 

melibatkan komunitas koperasi, asosiasi, atau pihak-pihak terkait 

lainnya dalam pengambilan keputusan, diskusi, dan penilaian 

program pelatihan. 

Pengawasan Internal: UPTD Pelatihan Koperasi harus memiliki sistem 

pengawasan internal yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan 

pelatihan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini 

melibatkan pemantauan, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika terjadi 

ketidaksesuaian atau pelanggaran. 

Komunikasi dan Informasi: UPTD Pelatihan Koperasi harus 

menyediakan saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat, 

baik itu melalui media sosial, situs web, atau pusat informasi. 

Informasi mengenai program pelatihan, proses pendaftaran, dan hasil 

evaluasi harus mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat 
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Dengan mengimplementasikan sasaran-sasaran ini, Disperindagkop 

dapat mencapai peningkatan akuntabilitas kinerja dan layanan publik 

yang berdampak positif pada sektor industri, perdagangan, dan 

koperasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 

Dengan strategi dan program-program ini, diharapkan dapat 

tercapai 
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Tabel 3.3 Target Indikator Utama Tahun 2025 

Target 
Sasaran 

Tahun 

TARGET 

TUJUAN 
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

2025 

1 

2 

TUJUAN 1 : Terwujudnya 

Diversifikasi EkonomI sektor 

industri 

LPE Sektor Industri 

Pengolahan 

6% 1 Peningkatan Kontribusi Industri 

Pengolahan" 

Kontribusi sektor industri 

pengolahan non migas dan non batu 

bara terhadap PDRB (%) 

10,43 

TUJUAN 2 : Terwujudnya 

Diversifikasi EkonomI sektor 

Perdagangan 

Presentase Ekspor non 

migas dan non batubara 

terhadap total ekspor 
Kaltim 

22% 2 Peningkatan daya saing Komoditi 

dan ekspor Kaltim 

Nilai ekspor non migas dan non 

batubara (Juta Dollar) 
6 00,60 

3 Peningkatan nilai indeks 
keberdayaan konsumen" 

Nilai indeks keberdayaan konsumen 
(poin ) 

6 2 

3 TUJUAN 3 : Meningkatnya 
keberdayaan ekonomi 
masyarakat. 

Pertumbuhan nilai 
PDRB Sektor koperasi 
dan UKM 

6% 4 Peningkatan Kapasitas usaha 
Ekonomi Koperasi dan UKM 

Pertumbuhan Omzet Koperasi 
21% 

6,3% 

1,15 

Pertumbuhan Ozmet UKM 

Inflasi pangan bergejolak 

(%) 

4,4% 5 Peningkatan efisiensi Distribusi 

Perdagangan 

Persentase stabilitas harga dan 

jumlah ketersediaan barang 
kebutuhan pokok 

4 Tujuan 4 : Mewujudkan 

birokrasipemerintahan yang 
akuntabel dan memiliki 

79,50 

85,50 

6 Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja dan layanan publik 
Disperindagkop 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Pemerintah Daerah 

Nilai Akuntabilitas Kinerja 
Disperindagkop 

7 7,5 

pelayanan publik berkualitas 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat Pemerintah 
Daerah 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
Disperindagkop 

85,50 

Galeri UKM (%) - 
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Target 

Sasaran 

Tahun 
TARGET 
TUJUAN 

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 

2025 

7 

8 

Meningkatnya akuntabilitas 

kinerja dan layanan publik (UPTD 
BPSMB ) 

Meningkatnya akuntabilitas 
kinerja dan layanan publik 

Disperindagkop (UPTD Pelatihan 

Koperasi ) 

Skor Kepuasan Masyarakat 
9 5,7 

Skor Kepuasan Masyarakat 

8 7 
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3.3. Program dan Kegiatan 

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur 

Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah . Dalam Rencana Kerja 

(Renja) Tahun 2025 ada 18 program, 26 kegiatan dan 154 sub 

kegiatan . Untuk lokasi kegiatan hampir di semua wilayah 

Provinsi Kalimantan Timur Kebutuhan dana APBD Rp. 

95.900.000.000 Jika rumusan program dan kegiatan yang dirinci 

tidak sesuai dengan Rancangan Akhir maka akan berdampak 

pada capaian kinerja baik program maupun kegiatan. Dan 

diharapkan kebutuhan anggaran yang ada di rumusan rencana 

kerja dapat sesuai dengan yang diharapkan untuk mendukung 

pencapaian kinerja perangkat daerah. Dalam Rencana Kerja 

(Renja) Tahun 2025 ini dibuat untuk mencapai tujuan dan 

sasaran maka dibuat beberapa program yang akan dilaksanakan 

pada tahun 2025, yaitu : 

Tabel 3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

NO PROGRAM 

PROGRAM 
PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
DAERAH PROVINSI 

KEGIATAN SUBKEGIATAN 

1 1 Perencanaan, 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA- SKPD 

3 

4 

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

2 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

6 

7 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 

Tugas 

ASN 

8 

9 

0 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Keuangan Bulanan/ 

1 

Triwulanan/Semesteran SKPD 
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NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 

3 Administrasi Barang 
Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah 

11 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

1 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah 

pada 

SKPD 

1 3 Pemanfaatan Barang Milik Daerah 

SKPD 

4 Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

14 Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Disiplin 

Pegawai 

1 

1 

1 

1 

5 

6 

7 

8 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut 

Kelengkapannya 

Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi 

Kepegawaian 

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja 

Pegawai 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

5 Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

19 Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

2 0 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

2 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan 

Perundang-Undangan 

2 

2 

5 

6 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

2 7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD 

6 Pengadaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

28 Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

2 

3 

9 

0 

Pengadaan Mebel 

Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

3 

3 

1 

2 

Pengadaan Aset Tak Berwujud 

Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

3 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya 
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NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 

3 4 Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

7 Penyediaan Jasa 35 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

3 

3 

6 

7 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

8 Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah 

38 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

3 9 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan 

4 0 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Lainnya 

4 

4 

4 

1 

2 

3 

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 

Pemeliharaan Aset Tak Berwujud 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

4 4 

4 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 

3 PROGRAM 9 Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi 
yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas 
Daerah 

46 Meningkatkan Akuntabilitas, 
Kepercayaan, Kepatuhan, PENGAWASAN DAN 

PEMERIKSAAN 
KOPERASI 

Kesinambungan, dan Memberikan 
Manfaat yang Sebesar-besarnya ke 
pada Anggota dan Masyarakat 

Kabupaten/Kota dalam 

1 (satu) Daerah Provinsi 

4 7 Peningkatan Kepatuhan Koperasi 
terhadap Peraturan Perundang- 
Undangan dan Terbentuknya Koperasi 
yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, 
serta Akuntabel 

4 PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KOPERASI 

10 Pemberdayaan dan 

Perlindungan Koperasi 
yang Keanggotaannya 
Lintas Daerah 

48 Perluasan Akses Pasar, Akses 

Pembiayaan, Penataan Manajemen, 
Standarisasi, dan Restrukturisasi 
Usaha 

Kabupaten/Kota dalam 
1 (satu) Daerah Provinsi 

4 9 Peningkatan Produktivitas, Nilai 

Tambah, Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, 
Penataan Manajemen, Standarisasi, 
dan Restrukturisasi Usaha 

5 PROGRAM 
Pemberdayaan 

USAHA 
MENENGAH, 
USAHA KECIL, DAN 

USAHA MIKRO 
(UMKM) 

11 Pemberdayaan Usaha 
Kecil yang dilakukan 

Melalui Pendataan, 

50 Menumbuhkembangkan UMKM untuk 
Menjadi Usaha yang Tangguh dan 

Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan Kerja, Kemitraan, Kemudahan 

Perijinan, Penguatan 
Kelembagaan dan 
Koordinasi Dengan Para 
Pemangku Kepentingan 

Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan 

Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan 
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NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 

5 1 Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM serta Kapasitas 
dan Kompetensi SDM UMKM dan 
Kewirausahaan 

6 PROGRAM 
PENGEMBANGAN 

UMKM 

12 Pengembangan Usaha 
Kecil dengan Orientasi 

Peningkatan Skala 
Usaha Menjadi Usaha 

Menengah 

52 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, 
Sumber Daya Manusia, serta Desain 

dan Teknologi 

5 3 Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Literasi Hukum dan 
Bantuan Penyelesaian Perkara bagi 
Pelaku UMKM 

7 PROGRAM 13 Pengendalian Usaha 
Perdagangan Bahan 
Berbahaya Pengecer 
Terdaftar 

54 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat 
Izin Usaha Perdagangan Bahan PERIZINAN DAN 

PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik 

5 5 Pengawasan Distribusi, Pengemasan 
dan Pelabelan Bahan Berbahaya 

1 4 Penerbitan Surat 
Keterangan Asal (SKA) 
bagi Daerah Provinsi 
yang Telah Ditetapkan 
Sebagai Instansi 

56 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan 
Penerbitan SKA 

Penerbit SKA dan 
Angka Pengenal 
Importir (API) 

8 

9 

PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA 
DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN 

15 Pembangunan dan 
Pengelolaan Pusat 
Distribusi Regional dan 
Pusat Distribusi 

57 Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pusat Distribusi Regional dan Pusat 
Distribusi Provinsi 

Provinsi serta Pasar 
Lelang Komoditas 

PROGRAM 16 Menjamin Ketersediaan 
Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting di Tingkat 

58 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok 
di Tingkat Distributor dan Sub 
Distributor 

STABILISASI 
HARGA BARANG 
Kebutuhan POKOK 

DAN BARANG 
PENTING 

Daerah Provinsi 

5 9 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Ketersediaan Barang Penting di Tingkat 

Distributor dan Sub Distributor 

1 7 Pengendalian Harga, 
Informasi Ketersediaan 
Stok Barang Kebutuhan 
Pokok dan Barang 
Penting pada Pelaku 
Usaha Distribusi 

60 Pemantauan Harga dan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 
Lintas Kabupaten/Kota 

Barang Lintas 

Kabupaten/Kota yang 
Terintegrasi dalam 
Sistem Informasi 
Perdagangan 

6 1 Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi 

Harga Pangan Pokok yang Dampaknya 
Beberapa Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
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NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 

1 8 Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida Tingkat 
Daerah Provinsi dalam 
Melakukan 

62 Pengawasan Penyaluran dan 
Penggunaan Pupuk Bersubsidi 

Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran 
dan Penggunaan Pupuk 
Bersubsidi di Wilayah 

Kerjanya 

6 3 Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan 
Pestisida 

1 0 PROGRAM 

PENGEMBANGAN 
EKSPOR 

19 Penyelenggaraan 

Promosi Dagang melalui 
Pameran Dagang dan 
Misi Dagang bagi 
Produk Ekspor 

64 Pameran Dagang 

Internasional/Nasional 

Unggulan yang terdapat 

pada lebih dari 1 (satu) 
Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
Provinsi 

6 

6 

5 

6 

Pameran Dagang Lokal 

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 
Unggulan 

6 

6 

7 

8 

Peningkatan Citra Produk Ekspor 

Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor 

1 1 PROGRAM 
STANDARDISASI 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

19 Pelaksanaan 
Perlindungan 

69 Pemberdayaan Konsumen dan 
Kelembagaan Perlindungan Konsumen 

Konsumen di Seluruh 
Daerah 
Kabupaten/Kota 

7 

7 

0 

1 

Peningkatan Hubungan Kerja dengan 
Lembaga Perlindungan Konsumen 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penanganan dan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen 

2 0 Pelaksanaan 72 Peningkatan Kapasitas dan 
Pelaksanaan Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa sesuai 
Parameter Ketentuan Perlindungan 

Konsumen 

Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa 
di Seluruh Daerah 

Kabupaten/Kota 

1 2 PROGRAM 21 Pelaksanaan Promosi 
Produk Dalam Negeri 

73 Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk 
Dalam Negeri di Tingkat Provinsi PENGGUNAAN DAN 

PEMASARAN 
PRODUK DALAM 
NEGERI 

2 

2 

2 

3 

Pelaksanaan 
Pemasaran Penggunaan 
Produk Dalam Negeri 

74 Fasilitasi Pemasaran Penggunaan 
Produk Dalam Negeri di Tingkat 
Provinsi 

Pelaksanaan 
Peningkatan 

75 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan 
Produk Dalam Negeri 

Penggunaan Produk 
Dalam Negeri 

1 3 PROGRAM 24 Penyusunan, 

Penerapan, dan 
Evaluasi Rencana 

Pembangunan Industri 

Provinsi 

76 Penyusunan Rencana Pembangunan 

Industri Provinsi Perencanaan DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 
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NO PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN 

7 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

7 

7 

8 

8 

8 

9 

0 

1 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sumber 

Daya Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri 

Koordinasi, Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 

dan Peran Serta Masyarakat 

Evaluasi terhadap Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri 

1 4 PROGRAM 25 Penerbitan Izin Usaha 
Industri (IUI), Izin 

Perluasan Usaha 

82 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI 

Kewenangan Provinsi dalam Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas) 

yang Terintegrasi dengan Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 

PENGENDALIAN 

IZIN USAHA 
INDUSTRI Industri (IPUI), Izin 

Usaha Kawasan 
Industri (IUKI), dan Izin 

Perluasan Kawasan 
Industri (IPKI) 

Terintegrasi secara Elektronik 

Kewenangan Provinsi 

8 3 Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Perizinan di Bidang 
Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan Provinsi 

1 5 PROGRAM Penyediaan Informasi 
Industri untuk IUI, 
IPUI, IUKI, dan IPKI 
Kewenangan Provinsi 
Berbasis Sistem 

84 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan 
dan Analisis Data Industri, Data 
Kawasan Industri serta Data Lain 
Lingkup Provinsi Melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas) 

PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI 
INDUSTRI 

NASIONAL 
Informasi Industri 
Nasional (SIINas) 

2 6 85 Diseminasi dan Publikasi Data 
Informasi dan Analisis Industri Provinsi 
melalui SIINas 

8 6 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan 
Perusahaan Industri dan Perusahaan 
Kawasan Industri Lingkup Provinsi 
dalam Penyampaian Data ke SIINas 

1 6 PROGRAM 
STANDARDISASI 
DAN 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 

27 Pelaksanaan Pengujian 
dan Sertifikasi Mutu 
Produk di Seluruh 
Daerah 

87 Verifikasi Mutu Produk 

Kabupaten/Kota 

8 

8 

9 

8 

9 

0 

Pengembangan Layanan Pengujian 

Pengembangan Layanan Sertifikasi 

Pengembangan Layanan Kalibrasi 

1 

1 

7 

8 

PROGRAM 
PENDIDIKAN DAN 
LATIHAN 

28 Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian bagi 

91 Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan Perkoperasian serta 
Kapasitas dan Kompetensi SDM 
Koperasi 

Koperasi yang Wilayah 
Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 

PERKOPERASIAN 

1 (satu) Daerah Provinsi 

PROGRAM 
Pemberdayaan 
USAHA 

MENENGAH, 
USAHA KECIL, DAN 
USAHA MIKRO 

(UMKM) 

29 Pemberdayaan Usaha 
Kecil yang dilakukan 
Melalui Pendataan, 

92 Peningkatan Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM serta Kapasitas 
dan Kompetensi SDM UMKM dan 

Kewirausahaan Kemitraan, Kemudahan 

Perijinan, Penguatan 
Kelembagaan dan 

Koordinasi Dengan Para 
Pemangku Kepentingan 
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Tabel 3.5 Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 tertuang dalam prioritas Pembangunan Tahun 2025. 

URAIAN LOKUS 
PENJELASAN PELAKSANAAN 

RENCANA 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN TUJUAN/SASARAN 
DAERAH 

INDIKATOR TARGET 

PROGRAM PROGRAM 

INDIKATOR 

SUB 
KEGIATAN 

TARGET 

SUB 
KEGIATAN 

PROGRAM 

PRIORITAS 

INDIKATOR 

KEGIATAN KEGIATAN 

TARGET PELAKSANAAN PAGU 

INDIKATIF 
SUB 

KEGIATAN 
KEGIATAN SUB KEGIATAN 

SUB 
PRIORITAS 2025 

KEGIATAN DI 
TAHUN 2025 

(OUTPUT DLL) 
(MINIMAL 

KAB/KOTA) 

PP 3 : Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas 
Penguatan 
upaya Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi 

transformasi 
ekonomi melalui URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 
diversifikasi 

vertikal PROGRAM 
PENGEMBANGAN Potensial 
UMKM Ekspor 

Jumlah UKM 20 UKM Pengembangan Jumlah UKM 455 UKM Produksi dan Jumlah Unit 
Usaha UMKM Usaha 
yang 

Mendapatkan 
Fasilitas 
Produksi dan 
Pengolahan, 

40 Unit kajian Rumah 
Produksi 
Bersama 

dan horisontal 
pada sektor 
unggulan. 

Usaha Kecil 
dengan 

yang di 
fasilitasi 

Pengolahan, 1.713.260.000,00 
Pemasaran, Sumber 

Daya Manusia, serta 
Desain dan Teknologi 

Orientasi pendampingan 
Peningkatan 
Skala Usaha 
Menjadi Usaha 
Menengah Pemasaran, 

Sumber Daya 

Manusia, Serta 
Desain dan 
Teknologi 

Peningkatan 
Pemahaman dan 

Jumlah Pelaku 258 Orang 
UMKM yang 484.590.000,00 

Pengetahuan Literasi 

Hukum dan Bantuan 
Penyelesaian Perkara 
bagi Pelaku UMKM 

Memahami 

Literasi Hukum 
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URAIAN LOKUS 
PENJELASAN PELAKSANAAN 

RENCANA 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN TUJUAN/SASARAN 
DAERAH 

INDIKATOR TARGET 
PROGRAM PROGRAM 

INDIKATOR 
SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
SUB 

KEGIATAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

INDIKATOR 
KEGIATAN KEGIATAN 

TARGET PELAKSANAAN PAGU 
INDIKATIF 

SUB 

KEGIATAN 
KEGIATAN SUB KEGIATAN 

SUB 
PRIORITAS 2025 

KEGIATAN DI 

TAHUN 2025 
(OUTPUT DLL) 

(MINIMAL 
KAB/KOTA) 

PROGRAM 
PEMBERDAYAAN UKM yang 
USAHA Masuk Pasar 
MENENGAH DAN Digital 
USAHA MIKRO 

Persentase 5% Pemberdayaan Persentase 
Usaha Kecil jumlah usaha 
yang dilakukan kecil yang 

7,5 % Menumbuhkembangkan Jumlah Unit 115 Unit 

UMKM untuk Menjadi 
Usaha yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga 
dapat Meningkatkan 
Penciptaan Lapangan 

Kerja, Pemerataan 
Pendapatan, 

Usaha UMKM Usaha 598.180.000,00 
yang Tangguh 
dan Mandiri 
Sehingga dapat 
Meningkatkan 

Penciptaan 

Melalui bermitra 
Pendataan, 
Kemitraan, 

Kemudahan 
Perijinan, Lapangan 
Penguatan 
Kelembagaan 
dan Koordinasi 
Dengan Para 

Pemangku 
Kepentingan 

Pertumbuhan Ekonomi, Kerja, 
dan Pengentasan 
Kemiskinan 

Pemerataan 
Pendapatan, 
Pertumbuhan 

Ekonomi, dan 
Pengentasan 
Kemiskinan 

Jumlah SDM 
yang 

Peningkatan 150 Orang 
Pemahaman dan 
Pengetahuan UMKM 

serta Kapasitas dan 
Kompetensi SDM 
UMKM dan 

369.985.000,00 
Memahami 

Pengetahuan 
UKM dan 
Kewirausahaan 

Kewirausahaan 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 

PERDAGANGAN 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN keberhasilan 

persentase 2% Penyelenggaraan jumlah pelaku 10 Pelaku Pameran Dagang Jumlah Pelaku 3 Pelaku 
Usaha Promosi Dagang usaha yang Usaha Internasional/Nasional Usaha yang 350.000.000,00 

EKSPOR produk 
potensial 
ekspor 
menembus 
pasar ekspor 

melalui 
Pameran 
Dagang dan Misi eksportir 
Dagang bagi 
Produk Ekspor 

didampingi 
untuk menjadi 

Difasilitasi 
dalam Pameran 
Dagang 

Unggulan yang 
terdapat pada 
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URAIAN LOKUS 
PENJELASAN PELAKSANAAN 

RENCANA 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN TUJUAN/SASARAN 
DAERAH 

INDIKATOR TARGET 
PROGRAM PROGRAM 

INDIKATOR 
SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
SUB 

KEGIATAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

INDIKATOR 
KEGIATAN KEGIATAN 

TARGET PELAKSANAAN PAGU 
INDIKATIF 

SUB 

KEGIATAN 
KEGIATAN SUB KEGIATAN 

SUB 
PRIORITAS 2025 

KEGIATAN DI 

TAHUN 2025 
(OUTPUT DLL) 

(MINIMAL 
KAB/KOTA) 

lebih dari 1 

(satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 
dalam Provinsi 

Pameran Dagang Lokal Jumlah Pelaku 4 Pelaku 

Usaha yang 
Berorientasi 
Ekspor pada 
Pameran 
Dagang Lokal 

Jumlah Pelaku 5 Pelaku 
Usaha yang 
Difasilitasi 
dalam Misi 
Dagang Produk 
Ekspor 

Usaha 250.000.000,00 

260.000.000,00 
Misi Dagang bagi 
Produk Ekspor 
Unggulan 

Usaha 

Unggulan 

Peningkatan Citra 
Produk Ekspor 

Jumlah Produk 10 Produk 
Unggulan 360.000.000,00 
Ekspor Daerah 
yang Disusun 
menjadi Materi 

Promosi 

Pembinaan Pelaku 
Usaha Ekspor 

Jumlah Pelaku 20 Pelaku 
Usaha Ekspor Usaha 
yang Dibina 

350.000.000,00 

150.000.000,00 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 

PROGRAM Pertumbuhan 5,20% Penyusunan, Jumlah 4 Dok Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri Dokumen 
Provinsi 

Jumlah 1 Jasa 
PERENCANAAN Industri Penerapan, dan pelaksanaan Dokumen Konsulatan 

Kawasan DAN Pengolahan Evaluasi rencana Rencana 
PEMBANGUNAN Non Migas Rencana 

Pembangunan 
pembangunan 
industri 

Pembangunan 
Industri 

industry 
INDUSTRI dan Non 

Batubara Industri Provinsi provinsi 



  
  

- 132 - 

URAIAN LOKUS 
PENJELASAN PELAKSANAAN 

RENCANA 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN TUJUAN/SASARAN 
DAERAH 

INDIKATOR TARGET 
PROGRAM PROGRAM 

INDIKATOR 
SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
SUB 

KEGIATAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

INDIKATOR 
KEGIATAN KEGIATAN 

TARGET PELAKSANAAN PAGU 
INDIKATIF 

SUB 

KEGIATAN 
KEGIATAN SUB KEGIATAN 

SUB 
PRIORITAS 2025 

KEGIATAN DI 

TAHUN 2025 
(OUTPUT DLL) 

(MINIMAL 
KAB/KOTA) 

Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan Kebijakan Koordinasi, 

Jumlah 
Dokumen Hasil Dokumen 

3 

300.000.000,00 

Percepatan Sinkronisasi 
dan Pengembangan, 

Penyebaran dan 

Perwilayahan Industri 
Pelaksanaan 

Kebijakan 
Percepatan, 
Pengembangan, 
Penyebaran 
dan 

Perwilayahan 

Industri 

Koordinasi, Jumlah 1 
Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 

Dokumen Hasil Dokumen 
Koordinasi, 

120.000.000,00 

Pembangunan Sumber Sinkronisasi, 
Daya Industri dan 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Sumber Daya 
Industri 

Koordinasi, Jumlah 10 kajian Rumah 
Sinkronisasi, dan 

Pelaksanaan 

Dokumen Hasil Dokumen Produksi 400.000.000,00 

Koordinasi, Bersama 
Pembangunan Sarana Sinkronisasi, 
dan Prasarana Industri dan 

Pelaksanaan 
Pembangunan 
Sarana dan 

Prasarana 
Industri 
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URAIAN LOKUS 
PENJELASAN PELAKSANAAN 

RENCANA 
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN TUJUAN/SASARAN 
DAERAH 

INDIKATOR TARGET 
PROGRAM PROGRAM 

INDIKATOR 
SUB 

KEGIATAN 

TARGET 
SUB 

KEGIATAN 

PROGRAM 
PRIORITAS 

INDIKATOR 
KEGIATAN KEGIATAN 

TARGET PELAKSANAAN PAGU 
INDIKATIF 

SUB 

KEGIATAN 
KEGIATAN SUB KEGIATAN 

SUB 
PRIORITAS 2025 

KEGIATAN DI 

TAHUN 2025 
(OUTPUT DLL) 

(MINIMAL 
KAB/KOTA) 

Koordinasi, Jumlah 7 

Sinkronisasi, dan 
Pelaksanaan 

Dokumen Hasil Dokumen 
Koordinasi, 

1.700.000.000,00 

Pemberdayaan Industri Sinkronisasi, 
dan Peran Serta 
Masyarakat 

dan 
Pelaksanaan 

Pemberdayaan 
Industri dan 
Peran Serta 
Masyarakat 

Jumlah Evaluasi terhadap 1 
Pelaksanaan Rencana Dokumen Dokumen 150.000.000,00 

Pembangunan Industri Evaluasi 
Pelaksanaan 
Rencana 
Pembangunan 
Industri 



 
  
 
 
  

BAB IV 

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah 

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah berisikan Program dan Prioritas 

Pembangunan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 

dengan tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Optimalisasi 

diversifikasi ekonomi yang didukung dengan peningkatan kualitas 

SDM dan infrastruktur wilayah yang berdaya saing.” sesuai dengan 

peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing- 

masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi 

maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan 

dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam 

indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target 

capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang 

dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam 

penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan 

pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program- 

program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu 

indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat 

Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk 

penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya 

,berikut Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi 

dan Perkiraan Maju Tahun 2025 : 

& UKM Tahun 2025 



 
  
  

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 
UKM Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 

& 

Rencana Tahun 2025 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

target (Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Program Perencanaan dan 
Pembangunan Industri 

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non 
Migas dan Non Batubara (%) 

3 .31.02 5,56% 13.226.279.341 5,92 12.920.000.000 

Kegiatan Penyusunan, Penerapan, 
dan Evaluasi Rencana Pembangunan 
Industri Provinsi 

Jumlah pelaksanaan rencana 
pembangunan industri provinsi (Dok) 

3 

3 

.31.02.1.01 5 Dokumen 

1 Dokumen 

13.226.279.341 

25.434.000 

5 12.920.000.000 

150.000.000 
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri Provinsi 

Jumlah Dokumen Rencana 
Pembangunan Industri 

10 
kab/Kota 

.31.02.1.01.01 1 Dokumen 

Sub Kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Kebijakan Percepatan 
Pengembangan, Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan 
Percepatan, Pengembangan, 

10 
kab/Kota 

3 .31.02.1.01.02 1 Dokumen 20.076.000 1 Dokumen 100.000.000 

Penyebaran dan Perwilayahan Industri 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (6) (9) 

Sub Kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sumber Daya Industri Pembangunan Sumber Daya Industri 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

1 0 
3 

3 

.31.02.1.01.03 

.31.02.1.01.04 

1 Dokumen 28.136.000 1 Dokumen 120.000.000 
kab/Kota 

Sub Kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 10 

kab/Kota 
1 Dokumen 10.090.773.809 1 Dokumen 10.000.000.000 

Industri Industri 

Sub Kegiatan Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran 
Serta Masyarakat 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 
Masyarakat 

10 
kab/Kota 

3 

3 

3 

.31.02.1.01.05 

.31.02.1.01.06 

.31.02.1.01.0007 

4 Dokumen 

1 Dokumen 

1 Laporan 

3.025.541.532 

33.822.000 

2.496.000 

7 Dokumen 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

2.200.000.000 

150.000.000 

60.000.000 

Sub Kegiatan Evaluasi terhadap 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
Industri 

Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Industri 

10 
kab/Kota 

Sub Kegiatan Penyediaan Data dan 
Informasi dalam rangka Evaluasi 
Percepatan Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Data dan informasi dalam rangka 
evaluasi percepatan penyabaran dan 
perwilayahan industri 

10 
kab/Kota 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Sub Kegiatan Rekomendasi 
Kebijakan Daerah dalam rangka 
Percepatan Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Jumlah rekomendasi kebijakan daerah 
dalam rangka percepatan penyebaran 
dan perwilayahan industri 

10 
kab/Kota 

3 .31.02.1.01.0008 0 rekomendasi - 

- 

1 rekomendasi 60.000.000 

Sub Kegiatan Rekomendasi 
Kebutuhan Infrastruktur dalam 
rangka Percepatan Penyebaran dan 
Perwilayahan Industri 

Jumlah rekomendasi kebutuhan 
pengembangan infrastruktur dalam 
rangka percepatan penyebaran dan 
perwilayahan industri 

10 
kab/Kota 

3 

3 

.31.02.1.01.0009 

.31.03 

0 rekomendasi 1 rekomendasi 80.000.000 

Program Pengendalian Izin Usaha 
Industri 

Persentase Pengendalian Periijinan 
Berusaha Sektor Industri 

10% 574.691.552 0,15 700.000.000 

Kegiatan Penerbitan Izin Usaha 
Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha 
Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan 
Industri (IUKI), dan Izin Perluasan 
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan 
Provinsi 

Presentase jumlah hasil pemantauan 
(IKK ouput) 

3 .31.03.1.01 25,5% 574.691.552 26 700.000.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian 
Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha 
Sektor Industri dan/atau Dalam Rangka 
Perluasan Usaha Untuk Bidang Usaha 
Dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi 
dan Tinggi, Melalui SIINas yang 
Terintegrasi Dengan Sistem OSS, Bagi: 1) 
Industri Besar; dan 2) Industri Kecil dan 
Industri Menengah yang Lokasinya 
Lintas Kabupaten/Kota, 3) Kawasan 
Industri, dan Perizinan Perluasan 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI, 
dan IPKI Kewenangan Provinsi 
Dalam Sistem Informasi Industri 
Nasional (SIINas) yang Terintegrasi 
Dengan Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

10 
kab/Kota 

3 .31.03.1.01.01 3 Dokumen - 3 Dokumen 200.000.000 

Kawasan Industri yang Merupakan 
PMDN yang Berlokasi Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan Di 
Bidang Industri Dalam Lingkup Perizinan 
Usaha Industri, Perizinan Perluasan 
Usaha Industri, Perizinan Kawasan 
Industri dan Perizinan Perluasan 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan 
di Bidang Industri Dalam Lingkup 
IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan 
Provinsi 

1 0 
3 .31.03.1.01.02 2 Dokumen - 2 Dokumen 500.000.000 

kab/Kota 

Kawasan Industri Kewenangan Provinsi 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan terhadap 
Perizinan Berusaha industri dengan 
skala usaha 
Industri Kecil dan Industri Menengah 
yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan 
Industri Besar sepanjang merupakan 
Penanaman 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan terhadap 
Perizinan Berusaha sektor 
perindustrian yang menjadi 
kewenangan Provinsi 

3 .31.03.1.01.03 2 Dokumen 374.737.202 - - 

Modal Dalam Negeri dan selain bidang 
usaha tertentu yang menjadi 
kewenangan pemerintah pusat 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Jumlah dokumen Laporan Verifikasi 
pemenuhan persyaratan/standar 
kegiatan usaha sektor perindustrian 
dalam rangka 
penerbitan perizinan berusaha berbasis 
risiko untuk bidang usaha sektor 
perindustrian dengan tingkat risiko 
usaha 
Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui 
SIINas yang terintegrasi dengan Sistem 
OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal 
Dalam 

Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi 
pemenuhan persyaratan/standar 
kegiatan usaha sektor perindustrian 
dalam rangka penerbitan perizinan 
berusaha 

3 .31.03.1.01.04 berbasis risiko melalui Sistem 
Informasi Industri Nasional (SIINas) 
yang terintegrasi dengan Sistem 
Online Single Submission Risk Base 
Approach (OSS 

Negeri (PMDN) dengan skala usaha 
Industri Besar, selain bidang usaha 
tertentu yang menjadi kewenangan 
pemerintah 
pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) dengan skala usaha 
Industri Kecil dan Industri Menengah 
pada 1 

3 Dokumen 199.954.350 - - 

RBA) 

(satu) hamparan lokasi yang sama 
namun lintas kabupaten/kota, selain 
bidang usaha tertentu yang menjadi 
kewenangan 
pemerintah pusat. 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Program Pengelolaan Sistem 
Informasi Industri Nasional 

Persentase Jumlah Industri yang 
Terdaftar di SIINas 

3 .31.04 19,02% 378.514.997 0,1958 500.000.000 

Kegiatan Penyediaan Informasi 
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan 
IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis 
Sistem Informasi Industri Nasional 
(SIINas) 

Jumlah Informasi Industri yang Tersedia 
Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS 

3 .31.04.1.01 3 industri 378.514.997 3 industri 500.000.000 

Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis 
Data Industri, Data Kawasan Industri 
Serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui 
Sistem Informasi Industri Nasional 
(SIINas) 

Pengumpulan, Pengolahan dan 
Analisis Data Industri, Data Kawasan 
Industri Serta Data Lain Lingkup 
Provinsi Melalui Sistem Informasi 
Industri Nasional (SIINas) 

10 
kab/Kota 

3 

3 

.31.04.1.01.01 

.31.04.1.01.02 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

145.391.873 

95.345.923 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

150.000.000 

100.000.000 
Sub Kegiatan Diseminasi dan 
Publikasi Data Informasi dan Analisis Publikasi Data Informasi dan Analisis 
Industri Provinsi Melalui SIINas Industri Provinsi melalui SIINas 

Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan 
1 0 

kab/Kota 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Sub Kegiatan Pemantauan dan 
Evaluasi Kepatuhan Perusahaan 
Industri dan Perusahaan Kawasan 
Industri Lingkup Provinsi Dalam 
Penyampaian Data ke SIINas 

Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan 
Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri 
dan Perusahaan Kawasan Industri 
Lingkup Provinsi Dalam Penyampaian 
Data ke SIINas 

1 0 
3 

3 

3 

.31.04.1.01.03 2 Dokumen 137.777.201 

1.837.873.610 

1.837.873.610 

2 Dokumen 250.000.000 

2.085.059.900 

2.085.059.900 

kab/Kota 

Produk Daerah yg masuk pasar ekspor 
dan atau negara tujuan baru 

73 Jenis 
produk 

.30.05 Program Pengembangan Ekspor 70 Jenis produk 

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi 
Dagang melalui Pameran Dagang 
dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor 
Unggulan yang terdapat pada lebih 
dari 1 (satu) Daerah 

jumlah pelaku usaha yang didampingi 
untuk menjadi eksportir 

10 Pelaku 
Usaha 

.30.05.1.01 10 Pelaku Usaha 

Kabupaten/Kota dalam Provinsi 

Sub Kegiatan Pameran Dagang 
Internasional/Nasional 

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 
Dalam Pameran Dagang 

10 
kab/Kota 

3 

3 

.30.05.1.01.01 

.30.05.1.01.02 

1 Pelaku Usaha 

4 Pelaku Usaha 

442.574.800 

343.880.000 

4 Pelaku Usaha 

4 Pelaku Usaha 

769.225.900 

328.865.900 
Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi 
Ekspor Pada Pameran Dagang Lokal 

10 
kab/Kota 

Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) 

Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 
Dalam Misi Dagang Produk Ekspor 
Unggulan 

Sub Kegiatan Misi Dagang bagi 
Produk Ekspor Unggulan 

10 
kab/Kota 

5 Prelaku 
Usaha 

3 

3 

.30.05.1.01.03 

.30.05.1.01.04 

5 Prelaku Usaha 295.206.400 337.166.500 

Sub Kegiatan Peningkatan Citra 
Produk Ekspor 

Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah 
yang Disusun Menjadi Materi Promosi 

10 
kab/Kota 

20 Produk 756.212.410 

- 

20 Produk 649.801.600 

- 
Sub Kegiatan Pembinaan Pelaku 
Usaha Ekspor 

10 
kab/Kota 

20 Pelaku 
Usaha 

3 

3 

.30.05.1.01.05 

.30.02 

Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina 0 

Program Perizinan Pendaftaran 
Perusahaan 

Persentase penerbitan SKA yang tepat 
waktu (IKK) 

100% 100 

100 

0,9 

3 54.877.500 731.789.120 

persentase ketaatan pelaku usaha 
dalam tertib niaga 

8 5% 

Pengendalian 
Perdagangan 
Pengecer Terdaftar 

Usaha 
Bahan Berbahaya 

jumlah rekomendasi yang tepat waktu 
(%) 

3 .30.02 .1.03 100% 100 

1 08.401.500 290.000.000 

jumlah pelaku usaha yang diawasi yang 
sesuai ketentuan 

9 pelaku usaha 9 pelaku usaha 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen 
Surat Izin Usaha Perdagangan 
Bahan Berbahaya Pengecer 
Terdaftar melalui Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 

Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan 
Besar/Distributor Bahan Berbahaya 
melalui 

10 
kab/Kota 

3 .30.02 .1.03.01 10 Dokumen 63.002.000 10 Dokumen 140.000.000 

Online Single Submission 

pengawasan distribusi , 
pengemasan dan pelabelan bahan 
berbahaya 

jumlah laporan hasil pengawasan bahan 
berbahaya 

3 

3 

.30.02 .1.03.03 

.30.02 .1.04 

3 Laporan 45.399.500 3 Laporan 150.000.000 

441.789.120 

Kegiatan Penerbitan Surat 
Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah 
Provinsi yang Telah Ditetapkan 
Sebagai Instansi Penerbit SKA dan 
Angka Pengenal Importir (API) 

Jumlah Eksportir yang Aktif 
Menggunakan SKA 

265 Eksportir 246.476.000 270 Eksportir 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Keterangan Asal 

Jumlah Dokumen Penerbitan Surat 10 
kab/Kota 

3 

3 

.30.02 .1.04.01 

.30.07 

4000 Dok 246.476.000 4100 Dok 441.789.120 

Program Penggunaan dan 
Pemasaran Produk Dalam Negeri 

Persentase produk UMKM binaan yang 
terserap di pasar dalam negeri 

90% 719.357.743 1 1.150.380.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (6) (9) 

Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh fasilitas pengembangan 
produk (ikk Output) 

Pelaksanaan Promosi Produk Dalam 
Negeri 

3 .30.07.1.01 33,3% 208.677.127 41,67 420.000.000 

Jumlah UMKM yang memperoleh 
fasilitasi pemasaran produk dalam 
negeri terutama produk yang dihasilkan 
oleh UMKM melalui kepersertaan dan 
partisipasi pada pameran produk dalam 
negeri 

Sub KegiatanFasilitasi Promosi 
Penggunaan Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Provinsi 

10 
kab/Kota 

3 

3 

.30.07.1.01.02 

.30.07.1.02 

8 UMKM 

23,43% 

208.677.127 

63.544.000 

10,00 

45,45 

420.000.000 

230.380.000 
Persentase pelaku usaha yang 
memperoleh fasilitas promosi dagang 
( IKK OUTPUT) 

Pelaksanaan Pemasaran 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Jumlah UMKM yang Melakukan 
Pemasaran Produk Dalam Negeri 
Terutama Produk yang Dihasilkan oleh 
UMKM melalui Kemitraan dengan 
Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa 
Akomodasi 

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemasaran 
Penggunaan Produk Dalam Negeri di 
Tingkat Provinsi 

10 
kab/Kota 

3 .30.07.1.02.02 15 UMKM 63.544.000 20 230.380.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

3 

3 

.30.07.1.03 jumlah yang di sosialisasi 800 orang 447.136.616 800 orang 500.000.000 

Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

10 
kab/Kota 

.30.07.1.03.02 7 Laporan 447.136.616 7 Laporan 500.000.000 
Penggunaan Produk Dalam Negeri 

Persentase Barang Beredar Yang 
Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan 
Perundang-Undangan (IKK OUTCOME ) 

Program Standarisasi dan 
Perlindungan Konsumen 

3 .30.06 79% 4.850.569.077 80 9.566.188.958 

Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan 
Konsumen di Seluruh Daerah 
Kabupaten/Kota 

jumlah konsumen dan pelaku usaha 
yang teredukasi 

3 

3 

3 

.30.06.1.01 1000 orang 

3 BPSK 

3.738.773.052 

3.004.164.492 

243.520.000 

1000 

3 BPSK 

1 LPKSM 

6.025.465.072 

3.787.149.960 

538.723.460 

Sub Kegiatan Pemberdayaan 
Konsumen dan Kelembagaan 
Perlindungan Konsumen 

Jumah Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen (BPSK) yang Aktif 

10 
kab/Kota 

.30.06.1.01.01 

.30.06.1.01.02 
Sub Kegiatan Peningkatan 
Hubungan Kerja Dengan Lembaga 
Perlindungan Konsumen 

Jumlah Lembaga Perlindungan 
Konsumen Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) yang Aktif 

1 0 
1 LPKSM 

kab/Kota 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penanganan dan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Jumlah Pengaduan Konsumen yang 
Ditangani 

10 
kab/Kota 

3 

3 

.30.06.1.01.03 

.30.06.1.03 

25 pengaduan 491.088.560 30 pengaduan 1.699.591.652 

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 
Barang Beredar dan/atau Jasa di 
Seluruh Daerah Kabupaten/Kota 

Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai 
Ketentuan 

5% 1.111.796.025 

434.654.646 

5% 3.540.723.886 

1.770.361.943 

Peningkatan Kapasitas dan 
Pelaksanaan Pengawasan Barang 
Beredar dan/atau Jasa serta Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 

Barang Beredar dan Jasa serta 
Kegiatan Perdagangan yang Diawasi 

1 0 
3 .30.06.1.03.0003 Kegiatan Perdagangan sesuai 

Parameter Ketentuan 
3 Laporan 3 Laporan 

kab/Kota 

Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga 

Fasilitasi Penanganan terhadap 
Pelanggaran Atas Ketentuan 
Perlindungan Konsumen dan Tertib 
Niaga 

10 
kab/Kota 

3 

2 

.30.06.1.03.0004 Jumlah Kasus yang Ditangani 3 Kasus 677.141.379 3 Kasus 1.770.361.943 

Program Pengawasan dan 
Pemeriksaan Koperasi 

Persentase Koperasi Binaan Provinsi 
yang Sehat 

.17.03 35,00% 812.542.184 35,53% 1.500.000.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (6) (9) 

Kegiatan Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi 

Persentase Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi Provinsi 

2 

2 

.17.03.1.01 54% 325.550.926 0,7524 750.000.000 

Jumlah Koperasi yang Dilakukan 
Penguatan Tata Kelola Kelembagaan 
Koperasi 

Sub KegiatanPenguatan Tata Kelola 
Kelembagaan Koperasi 

10 
kab/Kota 

.17.03.1.01.03 30 unit usaha 325.550.926 

486.991.258 

46 unit usaha 750.000.000 

750.000.000 

kegiatan Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi Simpan 
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi 
yang Wilayah Keanggotaannya 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

Persentase Pemeriksaan dan 
Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam 
Provinsi 

20% 20 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Pemeriksaan dan Pengawasan 
Koperasi yang Wilayah 
Keanggotaannya Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan 
Pemeriksaan dan Pengawasan 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.03.1.02.02 

.17.06 

30 unit usaha 486.991.258 46 unit usaha 750.000.000 

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PERLINDUNGAN KOPERASI 

Persentase Koperasi Modern binaan 
provinsi 

66% 1.190.169.275 1 2.378.031.150 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Pemberdayaan dan Perlindungan 
Koperasi yang Keanggotaannya 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 

persentase koperasi provinsi yang 
mengalami perkembangan usaha 

2 

2 

.17.06.1.01 61,65% 1.190.169.275 63,65% 2.378.031.150 

Pemberdayaan Koperasi dengan 
Keanggotaan Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi 

Koperasi dengan Keanggotaan Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi yang diberdayakan 

10 
kab/Kota 

.17.06.1.01.09 29 unit usaha 499.996.440 12 unit usaha 1.913.124.950 

Peningkatan Produktivitas, Nilai 
Tambah, Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan 
Kelembagaan, Penataan 
Manajemen, 

Jumlah Unit Usaha yang Produktif, 
Bernilai 
Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses 
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, 
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan 
Restrukturisasi Usaha 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.06.1.01.02 30 unit usaha 690.172.835 46 unit usaha 464.906.200 

Standarisasi, dan Restrukturisasi 
Usaha 

Program Pemberdayaan Usaha 
Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha 
Mikro (UMKM) 

Persentase UKM yang Masuk Pasar 
Digital 

.17.07 10% 5.343.502.674 15 2.121.328.850 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil 
yang dilakukan Melalui Pendataan, 
Kemitraan, Kemudahan Perijinan, 
Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi Dengan Para Pemangku 
Kepentingan 

Persentase jumlah usaha kecil yang 
bermitra (IKK) 

2 .17.07.1.01 7,50% 5.343.502.674 7,5 2.121.328.850 

Sub Kegiatan 
Menumbuhkembangkan UMKM 
Untuk Menjadi Usaha yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga Dapat 
Meningkatkan Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, dan 
Pengentasan Kemiskinan 

Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh 
dan Mandiri Sehingga Dapat 
Meningkatkan Penciptaan Lapangan 
Kerja, Pemerataan Pendapatan, 
Pertumbuhan Ekonomi, dan 

10 
kab/Kota 

2 .17.07.1.01.01 120 Unit Usaha 4.252.979.224 140 UKM 864.345.350 

Pengentasan Kemiskinan 

Sub Kegiatan Peningkatan 
Pemahaman dan Pengetahuan 
UMKM Serta Kapasitas dan 
Kompetensi SDM UMKM dan 
Kewirausahaan 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.07.1.01.02 

.17.07.1.01.05 

120 Orang 279.265.850 

317.895.600 

150 Orang 

3500 unit 

406.983.500 

500.000.000 

Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata 
subkegiatan Penyusunan Basis Data 
Usaha Kecil 

10 
kab/Kota 

3500 unit usaha 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi 
subkegiatan Pendampingan dan 
Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil 

10 
kab/Kota 

2 .17.07.1.01.08 150 unit usaha 493.362.000 150 unit usaha 350.000.000 

2 

2 

2 

.17.08 Program Pengembangan UMKM Jumlah UKM Potensial Ekspor 40 UKM 

455 UKM 

1.690.263.283 

1.690.263.283 

1.390.619.451 

60 UKM 

455 UKM 

40 UKM 

17.525.756.486 

17.525.756.486 

16.939.402.586 

Kegiatan Pengembangan Usaha 
Kecil Dengan Orientasi Peningkatan 
Skala Usaha Menjadi Usaha 
Menengah 

.17.08.1.01 

.17.08.1.01.01 

Jumlah UKM yang di fasilitasii 

Sub Kegiatan Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, Sumber 
Daya Manusia, Serta Desain dan 
Teknologi 

Jumlah Unit Usaha UMKM yang 
Mendapatkan Fasilitas Produksi dan 
Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya 
Manusia, Serta Desain dan Teknologi 

10 
kab/Kota 

40 Unit Usaha 

Sub Kegiatan Peningkatan 
Pemahaman dan Pengetahuan 
Literasi Hukum dan Bantuan 
Penyelesaian Perkara Bagi Pelaku 
UMKM 

Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami 
Literasi Hukum 

10 
kab/Kota 

2 .17.08.1.01.02 258 Orang 299.643.832 258 UKM 586.353.900 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Program Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian 

2 

2 

.17.05 

Kegiatan Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang 

Wilayah Lintas Daerah 

.17.005.1.01 

Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi 

Sub Kegiatan Peningkatan 
Pemahaman dan Pengetahuan 
Perkoperasian Serta Kapasitas dan 
Kompetensi SDM Koperasi 

2 

3 

.17.005.1.01.001 

.30.04 
Program Stabilisasi Harga Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting 

Disparitas Harga Barang Pokok dan 
Barang Penting (%) 

14% 868.676.243 0,12 

0,92 

1.398.000.000 

Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK 
OUTCOME) 

9 0% 

Kegiatan Menjamin Ketersediaan 
Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting di Tingkat Daerah 
Provinsi 

persentase laporan harga harian melalui 
sistem informasi kemendag (IKK 
output ) 

3 

3 

.30.04.1.01 100% 279.404.000 

191.024.000 

100% 335.000.000 

185.000.000 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di Tingkat 
Distributor dan Sub Distributor 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor 
dan Sub Distributor 

10 
kab/Kota 

.30.04.1.01.01 240 laporan 2400 laporan 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (6) (9) 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Penting di Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Ketersediaan Barang 
Penting Pokok di Tingkat Distributor dan 
Sub Distributor 

10 
kab/Kota 

3 .30.04.1.01.02 48 laporan 88.380.000 480 laporan 150.000.000 

Kegiatan Pengendalian Harga, 
Informasi Ketersediaan Stok Barang 
Kebutuhan Pokok dan Barang 
Penting Pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang Lintas 

persentase stabilitas komoditi bapokting 
yang di pantau 

3 .30.04.1.02 80% 519.642.443 85 813.000.000 

Kabupaten/Kota yang Terintegrasi 
Dalam Sistem Informasi 
Perdagangan 

Sub Kegiatan Pemantauan Harga 
dan Stok Barang Kebutuhan Pokok 
dan Barang Penting pada Pelaku 
Usaha Distribusi Barang Lintas 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan 
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan 
Barang Penting Pada Pelaku Usaha 
Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota 

10 
kab/Kota 

3 .30.04.1.02.01 12 laporan 38.478.878 15 lap 487.500.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Sub Kegiatan Operasi Pasar Dalam 
Rangka Stabilisasi Harga Pangan 
Pokok yang Dampaknya Beberapa 
Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 
(Satu) Daerah Provinsi 

Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi 
Pasar Dalam Rangka Stabilisasi Harga 
Pangan Pokok yang Dampaknya 
Beberapa Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 

1 0 
3 .30.04.1.02.02 15 laporan 481.163.565 16 lap 325.500.000 

kab/Kota 

kegiatan Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida Tingkat DaerahProvinsi 
dalam Melakukan Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran dan 
Penggunaan Pupuk 

Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan 
Pestisida Tingkat DaerahProvinsi dalam 
Melakukan Pelaksanaan 
Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan 
Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 

3 .30.04.1.03 10 laporan 69.629.800 10 laporan 250.000.000 

Bersubsidi di Wilayah Kerjanya 

Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran 
danPenggunaan Pupuk Bersubsidi 
dengan RealisasiMinimal 90% 

pengawasan penyaluran dan 
pengunaan pupuk bersubsidi (pkpb) 

10 
kab/Kota 

3 

3 

.30.04.1.03.03 

.30.04.1.03.04 

5 laporan 

5 laporan 

36.319.600 

33.310.200 

5 laporan 

5 laporan 

200.000.000 

50.000.000 
koordinasi dan sinkronisasi 
pengawasan pupuk bersubsidi dan 
pestisida (pkpb) 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan Pupuk 
Bersubsidi dan Pestisida 

1 0 
kab/Kota 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Program Peningkatan Sarana 
Distribusi Perdagangan 

Persentase Terbentuknya Food Station 
/ Pusat Distribusi Pangan 

3 

3 

.30.03 50% 1.199.856.800 100 900.000.000 

Kegiatan Pembangunan dan 
Pengelolaan Pusat Distribusi 
Regional dan Pusat Distribusi 
Provinsi Serta Pasar Lelang 
Komoditas 

jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan 
Food Station ( rapat, koordinasi , FGD ) 

.30.03.101 7 kegiatan 1.199.856.800 

1.199.856.800 

10 kegiatan 900.000.000 

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana 
dan Prasarana Pusat Distribusi 
Regional dan Pusat Distribusi 
Provinsi 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat 
Distribusi Regional dan Pusat Distribusi 
Provinsi 

10 
kab/Kota 

3 

2 

.30.03.101.01 

.17.01 

3 unit 2 unit 900.000.000 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

88,8 Indeks 89 32.523.465.536 

5 7.234.468.397 

Persentase keluhan pengguna layanan 
yang ditindaklanjuti 

1 00% 100 

Kegiatan Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yg ditetapkan tepat 
waktu 

2 

2 

.17.01.1.01 29 Dokumen 

6 Dokumen 

1.606.735.966 

661.378.966 

29 

6 

1.645.292.418 

768.301.496 
Sub Kegiatan Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

10 
kab/Kota 

.17.01.1.01.01 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Dokumen RKA SKPD 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.01.1.01.02 

.17.01.1.01.04 

2 Dokumen 152.884.000 5 155.925.000 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan DPA-SKPD 

10 
kab/Kota 

2 Dokumen 

11 Laporan 

64.884.000 4 68.722.500 

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD 

10 
kab/Kota 

2 .17.01.1.01.06 593.661.000 11 468.698.423 

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.01.1.01.07 

.17.01.1.02 

2 Laporan 133.928.000 3 183.645.000 

Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen administrasi keuangan 
tiap tahun 

75 Dokumen 33.147.981.823 75 Dok 17.048.580.350 

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.02.01 75 orang / Bulan 32.076.281.749 75 orang 16.071.100.350 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sub Kegiatan Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.02.02 

.17.01.1.02.03 

12 dokumen 648.840.000 12 dok 398.360.000 

Sub Kegiatan Pelaksanaan 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

10 
kab/Kota 

4 Dokuemn 

2 Laporan 

102.229.667 

249.087.303 

4 

2 

15.000.000 

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Akhir Tahun SKPD 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.01.1.02.05 

.17.01.1.02.06 

215.200.000 

Sub Kegiatan Pengelolaan dan 
Penyiapan Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan 

Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan 

1 0 
1 Dokumen 

14 Laporan 

1.790.000 

1.750.000 

3 223.520.000 

75.400.000 

kab/Kota 

Jumlah Laporan Keuangan 
Sub Kegiatan Koordinasi dan 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan 

10 
kab/Kota 

2 .17.01.1.02.07 14 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sub Kegiatan Penyusunan 
Pelaporan dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran 

Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran 

10 
kab/Kota 

2 

2 

2 

.17.01.1.02.08 

.17.01.1.03 

2 Dokumen 68.003.104 2 50.000.000 

Kegiatan Administrasi Barang Milik 
Daerah pada Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen Administrasi barang 
milik daerah 

18 Dokumen 

4Dokumen 

157.395.925 

33.156.000 

18 

1 

245.800.000 

50.000.000 
SubKegiatan Penyusunan 
Perencanaan Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 
Daerah SKPD 

.17.01.1.03.01 

Subkegiatan Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 
Milik Daerah SKPD 

2 

2 

.17.01.1.03.02 

.17.01.1.03.05 

1 Dokumen 

4 Laporan 

49.942.000 

12.577.925 

1 

4 

50.000.000 

67.200.000 
Subkegiatan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan Laporan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 
Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 

Kota 
Samarinda 

Subkegiatan Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.03.06 

.17.01.1.03.07 

4 Laporan 14.500.000 

47.220.000 

16 

2 

15.000.000 

63.600.000 
SubKegiatan Pemanfaatan Barang 
Milik Daerah SKPD 

Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 Dokumen 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

2 .17.01.1.05 189 Orang 2.181.499.550 189 2.013.170.000 

Subkegiatan peningkatan Sarana 
dan Prasarana Disiplin Pegawai 

Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Disiplin Pegawai 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.01.1.05.01 

.17.01.1.05.02 

7 Unit 36.400.000 4 

0 

63.600.000 

- 
subkegiatan Pengadaan Pakaian 
Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapan 

10 
kab/Kota 

3 Paket 502.055.342 

subkegiatan pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi Kepegawaian 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.01.1.05.03 

.17.01.1.05.04 

4 Dokumen 

4 Dokumen 

499.809.800 

25.642.808 

3 

4 

1.006.450.000 

61.200.000 
subkegiatan Koordinasi dan 
Pelaksanaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem Informasi 
Kepegawaian 

1 0 
kab/Kota 

subkegiatan Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja Pegawai 

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 
dan Penilaian Kinerja Pegawai 

10 
kab/Kota 

2 

2 

.17.01.1.05.05 

.17.01.1.05.09 

2 Dokumen 

35 Orang 

159.899.600 

957.692.000 

4 219.840.000 

662.080.000 
subkegiatan Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

1 0 
40 

kab/Kota 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Kegiatan Administrasi Umum 
Perangkat Daerah 

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

2 

2 

.17.01.1.06 12 Dokumen 4.202.010.340 12 3.196.391.800 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang 

subkegiatan Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.06.01 14 Paket 

16 Paket 

2 Paket 

4 paket 

5 Paket 

73.430.398 

1.135.403.630 

4.675.130 

10 

4 

50.020.000 

171.957.400 

20.000.000 

314.562.600 

643.546.400 

Disediakan 

subkegiatan Penyediaan Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

2 

.17.01.1.06.02 

.17.01.1.06.03 

.17.01.1.06.04 

.17.01.1.06.05 

subkegiatan Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

4 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang 
Disediakan 

subkegiatan Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor 

Kota 
Samarinda 

1.693.963.833 

238.099.000 

5 

subkegiatan Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

12 

subkegiatan Penyediaan Bahan 
Bacaan dan Peraturan Perundang- 
Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.06.06 12 Dokumen 23.270.400 12 23.270.400 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

subkegiatan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

.17.01.1.06.08 

.17.01.1.06.09 

.17.01.1.06.10 

3 Laporan 122.881.800 5 59.410.000 

subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Samarinda 

3 Laporan 742.739.600 

133.626.840 

12 

4 

1.813.625.000 

50.000.000 

Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

subkegiatan Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD 

Kota 
Samarinda 

2 Dokumen 

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

subkegiatan Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD 

2 

2 

.17.01.1.06.11 

.17.01.1.07 

3 Dokumen 

100 Unit 

33.919.709 1 50.000.000 

pada SKPD 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

7.649.924.112 100 339.056.000 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Disediakan 

subkegiatan Pengadaan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.07.02 

.17.01.1.07.05 

2 Unit 889.962.000 

420.769.965 

0 

1 

- 

Kota 
Samarinda 

subkegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Paket 100.000.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

subkegiatan Pengadaan Peralatan 
dan Mesin Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.07.06 

.17.01.1.07.08 

7 Unit 120.643.907 2 50.000.000 

subkegiatan Pengadaan Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

4 Unit 

1 Unit 

488.528.000 4 

0 

49.500.000 

500.000 
subkegiatan Pengadaan Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.07.09 

.17.01.1.07.10 

2.287.265.720 

subkegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

20 Unit 

1 Unit 

3.126.166.520 

316.588.000 

1 

1 

89.056.000 

50.000.000 
subkegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.07.11 

Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

2 

2 

.17.01.1.08 12 Kegaiatn 

12 Laporan 

5.379.581.800 

39.885.000 

12 

12 

5.207.120.568 

4.722.300 
Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.08.01 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Subkegiatan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.08.02 

.17.01.1.08.04 

36 Laporan 1.592.230.000 36 1.139.400.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Subkegiatan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor 

Kota 
Samarinda 

12 Laporan 

200 Unit 

2 Unit 

3.747.466.800 

2.909.338.881 

43.986.900 

12 

200 

8 

4.062.998.268 

2.828.054.400 

40.000.000 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah sarana dan prasarana kantor 
yang 
berfungsi dengan baik 

2 

2 

.17.01.1.09 

Subkegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 

Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan 
dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.09.01 

Subkegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 
Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau 
Lapangan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.09.02 24 Unit 380.546.565 16 437.340.400 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang 
Dipelihara 

Subkegiatan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin Lainnya 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.09.06 416 Unit 258.024.916 105 188.960.000 

Subkegiatan Pemeliharaan Aset 
Tetap Lainnya 

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.07 

.17.01.1.09.08 

2 Unit 

5 Unit 

52.730.000 

88.800.000 

103 

1 

171.500.000 

49.920.000 
Subkegiatan Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Berwujud 

Kota 
Samarinda Dipelihara 

Subkegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.09.09 10 Unit 1.848.418.000 10 1.335.600.000 

Subkegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor 
atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.10 

.17.01.1.09.12 

3 Unit 

1 Ha 

236.832.500 3 

1 

511.438.000 

93.296.000 
Subkegiatan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Kota 
Samarinda 

- 

Program Standarisasi dan 
Perlindungan Konsumen 
(UPTD.BPSMB) 

Persentase komoditi potensial yang 
sesuai dengan ketentuan berlaku (IKK 
outcome) 

3 .30.06 74% 1.214.817.780 75 2.061.474.239 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target (Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (7) (9) 

mutu pelayanan BPSMB (A) 83 % (A) 84 % 

≤ 2% 
(Pengujian ) dan 

0,5% 

≤ 2% 
Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan 
Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh 
Daerah Kabupaten/Kota 

(Pengujian ) 
dan ≤ 0,5% 
(kalibrasi ) 

3 .30.06.1.02 jumlah keluhan pelanggan 1.214.817.780 2.061.474.239 
≤ 

(kalibrasi ) 

jumlah laporan mutu akriditasi 12 Laporan 12 

14 
jumlah IKM yang mendapatkan 
pendampingan GMP 

1 2 IKM 

persentase capaian penerbitan sertifikat 
layanan 

1 00% 100 

Sub Kegiatan Pemantauan Mutu 
Produk 

10 
Kab/Kota 

3 

3 

.30.06.1.02.06 

.30.06.1.02.05 

Jumlah produk potensial yang dipantau 6 Produk 57.087.600 6 191.180.000 

508.800.000 
Sub Kegiatan Pengembangan 
Layanan Pengujian 

Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian 
Mutu Barang yang Diterbitkan 

10 
Kab/Kota 

180 Laporan 255.078.670 195 

Sub Kegiatan Pengembangan 
Layanan Sertifikasi/Lembaga 
Inspeksi 

Jumlah Sertifikat 
Produk/person/sertifikat Inspeksi yang 
Diterbitkan 

1 0 
3 .30.06.1.02.07 1 Sertifikat 294.747.708 1 510.741.000 

Kab/Kota 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Sub Kegiatan Pengembangan 
Layanan Kalibrasi 

Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang 
Diterbitkan 

10 
Kab/Kota 

3 .30.06.1.02.04 2600 Sertifikat 607.903.802 2800 850.753.239 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

3 .30.01 88,8 Indeks 89 

100 

13 

3.738.525.761 

2 .811.727.433 

Persentase keluhan pengguna layanan 
yang ditindaklanjuti 

1 00% 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

jumlah Dokumen administrasi keuangan 
tiap tahun 

3 

3 

.30.01.1.02 13 Dokumen 

12 Dokumen 

84.120.000 

84.120.000 

97.540.000 

97.540.000 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

10 
Kab/Kota 

.30.01.1.02.02 13 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

3 

3 

.30.01.1.05 20 Orang 

0 Paket 

194.050.000 20 

1 

228.000.000 

28.000.000 
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapan 

Kota 
Samarinda 

.30.01.1.05.02 - 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan Fungsi 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.05.09 20 Orang 194.050.000 20 200.000.000 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

3 

3 

.30.01.1.06 7 Dokumen 

10 Paket 

1.280.841.575 

12.226.640 

7 629.762.275 

12.000.000 
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

.30.01.1.06.01 10 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.06.02 6 Paket 513.528.578 4 65.000.000 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.06.04 

.30.01.1.06.05 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24 Paket 

9 Paket 

262.197.701 

44.213.856 

24 

11 

59.400.000 

46.581.200 
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.06.06 12 Dokumen 2.344.800 12 2.581.075 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (7) (8) (9) 

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 
Tamu 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.06.08 

.30.01.1.06.09 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 5.200.000 4 19.200.000 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Samarinda 

14 Laporan 441.130.000 14 425.000.000 

Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat Daerah 

3 

3 

3 

.30.01.1.04 5 Dokumen 

12 Dokumen 

12 Dokumen 

90.582.106 

20.000.000 

17.400.000 

5 

12 

12 

100.000.000 

20.000.000 

20.000.000 

Perencanaan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

.30.01.1.04.01 

.30.01.1.04.04 
Pendataan dan Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan Pelaporan Data 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

3 .30.01.1.04.05 Pengolahan Data Retribusi Daerah 

Penetapan Wajib Retribusi Daerah 

12 Laporan 17.400.000 12 20.000.000 

Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.04.06 

.30.01.1.04.07 

12 Dokumen 

12 Laporan 

17.400.000 

18.382.106 

12 

12 

20.000.000 

20.000.000 
Pelaporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samarinda 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

3 .30.01.1.07 11 Unit 121.723.160 10 500.000.000 

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Disediakan 

Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.07.01 

.30.01.1.07.06 

0 Unit - 1 400.000.000 

100.000.000 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

10 Unit 121.723.160 10 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

3 

3 

.30.01.1.08 38 Kegiatan 

12 Laporan 

768.262.292 

11.035.796 

38 

12 

1.867.123.486 

12.000.000 
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samarinda 

.30.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 
yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.08.02 

.30.01.1.08.04 

14 Laporan 

12 Laporan 

186.168.000 

571.058.496 

14 

12 

208.372.500 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Kota 
Samarinda 

1.646.750.986 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah sarana dan prasarana kantor 
yang 
berfungsi dengan baik 

3 .30.01.1.09 58 Unit 272.148.300 58 316.100.000 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

3 

3 

.30.01.1.09.01 

.30.01.1.09.06 

4 Unit 77.012.000 4 90.750.000 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Dipelihara 

Kota 
Samarinda 

50 Unit 148.257.100 50 163.350.000 

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 
dan Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Kota 
Samarinda 

3 

2 

.30.01.1.09.09 1 Unit 46.879.200 4 62.000.000 

TOTAL BPSMB 4.026.545.213 

1.935.637.985 

5.800.000.000 

2.000.000.000 
Program Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian 

Persentase koperasi dan UKM yang 
mengikuti pelatihan 

.17.05 4,97% 8% 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Jumlah Koperasi dan ukm yang 
Mengikuti Pelatihan 

Kegiatan Pendidikan dan Latihan 
Perkoperasian Bagi Koperasi yang 

Wilayah Lintas Daerah 

260 Koperasi 1.935.637.985 2200 orang 2.000.000.000 

2 

2 

.17.05.1.01 
Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) 

Daerah Provinsi Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan 480 UKM 

Sub Kegiatan Peningkatan 
Pemahaman dan Pengetahuan 
Perkoperasian Serta Kapasitas dan 
Kompetensi SDM Koperasi 

Jumlah SDM yang Memahami 
Pengetahuan Perkoperasian 

10 
kab/kota 

.17.05.1.01.01 740 Orang 1.935.637.985 2200 orang 2.000.000.000 

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi 

Indeks Kualitas Layanan 
Kesekretariatan 

2 .17.01 88,8 Indeks 89 

100 

4.000.000.000 

3 .890.632.126 

Persentase keluhan pengguna layanan 
yang ditindaklanjuti 

1 00% 

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

jumlah Dokumen administrasi keuangan 
tiap tahun 

2 

2 

.17.01.1.02 12 Dokumen 

12 Dokumen 

87.960.000 

87.960.000 

12 bulan 95.000.000 

95.000.000 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas 
ASN 

Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.02.01 12 bulan 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti 
Diklat/bimtek/sosialisasi 

2 

2 

2 

.17.01.1.05 20 orang 

0 Paket 

89.796.000 20 orang 165.000.000 

70.000.000 

95.000.000 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapannya 

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta 
Atribut 
Kelengkapan 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.05.02 

.17.01.1.05.09 

- 1 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
BerdasarkanTugas dan Fungsi 

Kota 
Samarinda 

12 Orang 89.796.000 15 

Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

2 

2 

.17.01.1.06 12 Dokumen 

10 Paket 

579.380.505 

25.991.517 

12 Dok 

12 

563.200.000 

27.000.000 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 
yang 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.06.01 

Disediakan 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.06.02 7 Paket 89.707.837 80 80.000.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga 
yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

2 

.17.01.1.06.03 

.17.01.1.06.04 

.17.01.1.06.05 

.17.01.1.06.09 

12 Paket 61.027.747 12 40.000.000 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 
yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15 Paket 

4 Paket 

39.797.942 

43.899.900 

209.927.850 

12 

12 

35 

29.000.000 

45.000.000 

220.000.000 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan 
Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kota 
Samarinda 

30 Laporan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.06.06 

.17.01.1.06.07 

12 Dokumen 

24 Paket 

2.100.000 12 

24 

2.200.000 

Jumlah Paket Bahan/Material yang 
Disediakan 

Kota 
Samarinda 

Penyediaan Bahan/Material 106.927.712 120.000.000 

Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah 

jumlah Dokumen Pendapatan Daerah 
Kewenagan perangkat Daerah 

2 

2 

.17.01.1.04 5 Dokumen 79.966.947 

11.621.021 

5 100.000.000 

20.000.000 
Perencanaan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.04.01 12 Dokumen 12 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9) 

Pendataan dan Pendaftaran Objek 
Retribusi Daerah 

Jumlah Data Objek. Subjek dan Wajib 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.04.04 

.17.01.1.04.05 

12 Dokumen 19.999.594 12 

12 

20.000.000 

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan. 
Pemeliharaan. dan Pelaporan Data 
Retribusi Daerah 

Kota 
Samarinda 

Pengolahan Data Retribusi Daerah 

Penetapan Wajib Retribusi Daerah 

12 Laporan 8.433.696 20.000.000 

Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.04.06 

.17.01.1.04.07 

12 Dokumen 

12 Laporan 

19.920.000 

19.992.636 

12 

12 

20.000.000 

20.000.000 
Pelaporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 
Daerah 

Kota 
Samarinda 

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

2 .17.01.1.07 12 unit 415.131.106 12 unit 505.000.000 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.07.05 

.17.01.1.07.06 

Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket 

85 Unit 

97.417.390 1 

9 

155.000.000 

350.000.000 
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan 

Kota 
Samarinda 

317.713.716 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target (Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

2 

2 

.17.01.1.08 12 keg 1.143.804.200 12 keg 1.602.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

Kota 
Samarinda 

.17.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 laporan 

12 Laporan 

5.980.200 60 

12 

7.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.08.02 225.501.600 240.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan 

Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.08.03 

.17.01.1.08.04 

12 Laporan 

12 Laporan 

9.922.400 12 

12 

55.000.000 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Kota 
Samarinda 

902.400.000 1.300.000.000 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah sarana dan prasarana kantor 
yang 
berfungsi dengan baik 

2 .17.01.1.09 18 unit 1.494.593.368 18 unit 969.800.000 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) 

(6) 

target 

(7) 

(Rp) 

(8) (1) (2) (3) (5) (9) 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas 
atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan 

Kota 
Samarinda 

2 .17.01.1.09.01 1 Unit 10.203.000 1 Unit 19.000.000 

Dibayarkan Pajaknya 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional 
atau 
Lapangan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

.17.01.1.09.02 

.17.01.1.09.03 

2 Unit 33.987.300 

9.040.000 

2 Unit 38.000.000 

30.000.000 

Dinas Operasional atau Lapangan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan Alat 
Besar 

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Perizinannya 

Kota 
Samarinda 

15 Unit 15 Unit 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang 
Dipelihara 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Kota 
Samarinda 

2 

2 

2 

.17.01.1.09.06 

.17.01.1.09.07 

.17.01.1.09.09 

12 Unit 

1 Unit 

1 Unit 

70.750.000 

14.620.000 

12 Bulan 

12 Bulan 

1 Paket 

38.000.000 

500.000.000 

344.800.000 

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara 

Kota 
Samarinda 

Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan 
Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

Kota 
Samarinda 

1.355.993.068 



  
  

Rencana Tahun 2025 

target 

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 

URUSAN / BIDANG URUSAN / 
PROGRAM / KEGIATAN / SUB 

KEGIATAN 

INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / 
SUB KEGIATAN 

CATATAN 
PENTING 

KODE 
Lokasi 

(4) 

(Rp) target 

(7) 

(Rp) 

(1) (2) (3) (5) (6) (8) 

6.000.000.000 

97.800.000.000 

(9) 

TOTAL USULAN PAGU PELKOP 5.826.270.111 

Tota Rancangan Pagu Dinas dan UPTD 100.134.458.000 



 
  
 
 
  

BAB V 

PENUTUP 

Renja Atau Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan 

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 merupakan 

pelaksanaan tahun kedua Rencana Strategis (Renstra) Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 

Tahun 2024-2026 berdasarkan acuan Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RPD tahun 

2025 adalah “Optimalisasi diversifikasi ekonomi yang didukung 

dengan peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur wilayah yang 

berdaya saing”. Penyusunan Renja tahun 2025, dilakukan melalui 

berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan 

konsultasi, baik antar Dinas Perindagkop kab/kota, Perangkat 

Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku 

kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang 

telah ditetapkan dalam. 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan 

Timur Tahun 2025, tergantung pada keseseuaian asumsi-asumsi 

yang dibangun pada saat penyusunan Renja tahun 2025 ini. Salah 

satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan Renja 

tahun 2025 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku 

pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta 

kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanakan 

semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan. 



  
 
 
  

5.1 Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja 

Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Tahun 

2025 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis 

namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target 

pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan 

Renja 2025 yang harus diperhatikan oleh pemangku 

kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, 

antara lain: 

1. Renja Tahun 2025 merupakan rencana kerja Dinas 

Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan 

peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk 

berkontribusi sesuai perannya masing-masing; 

2 . Rencana Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 

Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur 

tahun 2025 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip- 

prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi 

antar pelaku Industri Pelaku KUKM dan Pelaku usaha untuk 

menjamin efektivitas dan efesiensi pelaksanaan; 

3 . Renja tahun 2025 merupakan pedoman penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanan 

Anggaran (DPA) Tahun 2025 berdasarkan RKPD Provinsi 

Kalimantan Timur tahun 2025; 

4 . Setiap Unit Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi Usahak Kecil dan Menengah 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun 

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 

dengan mempedomani RENJA Tahun 2025 serta melakukan 

sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan 



  
 
 
  

terhadap kebijakan RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan 

Renja K/L 2025. 

5 . Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan 

atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang 

tercantum dalam Renja Dinas Perindagkop & UKM tahun 

2025 wajib dilaksanakan oleh seluruh Kepala Bidang dan 

Kepala UPTD beserta unit- unit dibawahnya dengan tujuan 

untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan 

penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel 

dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas 

perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur 

dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan perundangan yang berlaku 



  
  



 
  
  



  
  



  
  



  
  



  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
  



  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
  



 
  
 


